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ABSTRAK
Nama : Yunani Abiyoso
Program Studi : Pascasarjana lImu Hukum
Judul : Pemenuhan Hak Atas Air oleh Negara: Studidis Terkait Air

di Jakarta

Sebagai salah satu unsur alam yang sangat dibutummigausia dan makhluk
hidup lainnya, tentu isu terkait ketersediaan demagnfaatan air menjadi isu
penting dalam kehidupan modern saat ini. Isu pgntm berkembang karena
kondisi air yang layak dikonsumsi makhluk hidupagdi pemenuhan kebutuhan
hidup mulai terbatas. Air yang dulunya dirasakanlimmah dan dapat
dimanfaatkan secara bersama-sama sebagai sedsuebmmined&erangsur mulai
diatur pemanfaatannya seiring dengan kondisi katagan air. Belakangan ini
muncul pemikiran yang lebih arif bahwasanya airagelp milik bersama dapat
didudukkan sebagai hak asasi manusia dan oleh d&@ayanmenjadi kewajiban
negara dalam memenuhi sebagai pelaksanaan pengisasaber daya (air) oleh
negara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Ale@apublik Indonesia
Tahun 1945 telah dengan tegas menyatakan konsapsnénguasai sumber daya
air oleh negara dengan tujuan untuk mencapai kemamrakyat. Penelitian
normatif dengan pendekatan analisis eksplanatmiisbérusaha menjelaskan
pemenuhan hak atas air di Indonesia yang disandlg@daa konsepsi dan falsafah
yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UndangtunBasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Fokus dan pembatasan masddapada regulasi terkait
pemanfaatan air yang ada di Jakarta. Dilandasi teoisebagai barang publik,
penelitian ini mencoba membuktikan sejauh mana pehen hak atas air di
Jakarta melalui riset yuridis terhadap regulasi kiglmjakan lembaga eksekutif di
satu sisi dan perlindungan lembaga peradilan dilaisnya. Hasil penelitian ini
mencoba menjawab permasalahan bahwa: 1) perkembduysepsi dan ide
yang mendunia telah menyadari arti penting sumbga ciir dan pengakuannya
sebagai salah satu hak asasi manusia, 2) Hak iatds ladonesia diakui oleh
konstitusi dan Negara wajib menjamin pemenuhanmyakuwarga negara, 3)
ternyata di Jakarta belum terlihat upaya pemenute@natas air oleh lembaga
eksekutif walaupun di lain pihak lembaga peradilmemberikan perlindungan
dengan caranya sendiri.

Kata kunci : hak atas air, hak menguasai negaranggublik.
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ABSTRACT
Name : Yunani Abiyoso
Study Program : Law Science Post-Graduate
Thesis ‘The Fulfillment of Human Rights on Water By The t8te5tudy

Concerning Water in Jakarta

As one of the natural elements of that needed logamuand other living things,
the issue regarding the availability and utilizatmf water becomes an important
issue in modern life today. This important issuegi®wing due to water
conditions that are suitable for consumption asvend being from a limited
subsistence. Water that was once perceived as abuuadd can be used together
asres communslowly began to be regulated along with the wtiiazn of limited
water conditions. Recently emerged wiser thinkihgttwater as a common
property can be mounted as a human right and trerethe state had the
obligation in meeting the implementation of the (@ resources. Article 33
paragraph (3) of the Constitution of the Republiciralonesia Year 1945 has
firmly stated conception of rights to control watesources by the state in order
to achieve prosperity. This normative research wiplanatory analysis approach
seeks to explain the fulfillment of water rightslmdonesia which was based on
the concepts and philosophies contained in Arti@Be paragraph (3) of the
Constitution, focused and restricted on regulatesyies related to the utilization
of water in Jakarta. Based on the theory of watemlgublic good, the study
sought to prove the extent of compliance with watgnts in Jakarta through legal
research on regulation and policy of the execubiv@nch in one hand and the
protection of the judiciary on the other side. Tesults of this study tried to
answer the problem that: 1) development of concaptsideas worldwide have
realized the importance of water resources andettegnition as one of human
rights, 2) The right to water in Indonesia is retiagd by the Constitution and the
State shall ensure compliance to citizens, 3) kada has not seen the effort to
fulfill the right to water by the executive brandithough the judiciary to protect
its own way.

Key words: water rights, state control rights, pulgloods.
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Kondisi kelangkaan air, atau setidak-tidaknya peaggan jumlah
ketersediaan air di Indonesia dan khususnya dirtéakidak dapat dihindari. Hal
ini diakibatkan terus meningkatnya jumlah pemaka&hyang sejalan dengan
meningkatnya jumlah penduduk padahal air merupaiedeth satu unsur penting
bagi kehidupan makhluk hidup di bumi selain oksig&fakhluk hidup dan
organisme tersusun dari sel-sel yang berisi se@@é air dan bahkan bergantung

pada air

Data Direktorat Jenderal Pengairan Kementerian reke Umum
menunjukkan bahwa potensi air permukaan di Indanagialah sebesar 1.789
milyar m® per tahun yang tersebar di berbagai pulau antaia Papua,
Kalimantan bagian selatan, dan Jawa. Sedangkamgyaeg tanah di Indonesia
mencapai 4,7xT0m® per tahun yang tersebar di 224 cekungan air taaaly
tersebar di Pulau Jawa dan Madura, Pulau Sumaierdau Sulawesi, Pulau

Kalimantan, dan lainnya.

! Pemakaian air masyarakat Indonesia pada pokoknghputi untuk pemenuhan
kebutuhan domestik, pertanian (irigasi), industri.

2 Enger, Eldon D. dan Bradley Fraser Smith, Envirental science: a study of
interrelationships, (McGraw Hill, 2000). Sebagaimanlikutip dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-11/2004, Non@®@8/PUU-111/2005 halaman 6.

¥ M. Daud SilalahiPengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungamdonesia,
(Bandung: Alumni, 2006), hal. 11-12, sebagaimanagutp data Direktorat Jenderal Pengairan

1
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Mendukung data tersebut, hasil penelitian Kememte&nergi Sumber
Daya dan Mineral (ESDM) mencatat tercatat memildegkungan air tanah
sebanyak 421 buah. Cekungan air tanah tersebuputiedi cekungan air tanah
lintas negara, 35 cekungan air tanah lintas provir¥é cekungan air tanah lintas
kabupaten/kota, dan 206 cekungan air tanah di disédmapaten/kota.

Data pendukung lainnya dari Kementerian Riset dakn®logi merinci
potensi air tanah di Indonesia terdapat pada 38@ngan air tanah. Yaitu 88
cekungan di Pulau Jawa, 27 di Pulau Sumatera, Fuliu Kalimantan, 82 di
Pulau Sulawesi, 42 di Pulau Bali, 42 di kawasana\Nlisnggara Timur, 9 di
kawasan Nusa Tenggara Barat, 69 di kawasan kepulMsuku, dan 47 di
kawasan kepulauan Papua. Dari sejumlah cekungaebigr baru beberapa
cekungan saja yang dipetakan secara terperitwsgka perkiraan penggunaan air
untuk pemenuhan kebutuhan domestik pada tahun &0@i&h sebesar 6.114X10
m?, yang bila dibandingkan pada data tahun 1990 ysekitar 3.169 x10m®
berarti persentase kenaikannya berkisar 10% panfah

Data tahun 2000 juga menyatakan bahwa rata-ratdaseld% rumah
tangga menggunakan air tanah sebagai sumber aummya. Penggunaan air
tanah sebagai air minum yang tertinggi terdap&ultaiu Jawa dan Nusa Tenggara
Timur. Data-data tersebut menunjukkan tingginyagkat kebutuhan air di
Indonesia yang secara signifikan terus mengalamaikan dari tahun ke tahun,
sedangkan potensi air yang dapat dimanfaatkanifré&ap jumlah, bahkan

berpotensi menurun jumlahnya akibat pencemaran air.

Departemen Pekerjaan Umum tahun 1994, data Dik@eologi Tata Lingkungan Departemen
Pertambangan dan Energi, dan data Laporan Statg&ungan Hidup Indonesia Tahun 2002.

* Kementerian ESDM, “Potensi Cekungan Air Tanalmdionesia”, &ttp://www.esdm.go
.id/berita/geologi/42-geologi/2660-potensi-cekungantanah-indonesia.htred, 12 Juli 2009.

5 “Dampak Kerusakan Pengambilan Air Tanah BerletiihJakarta”, ittp://portal
.ristek.go.id/columns.php?page_mode=detail&id=296 November 2009.

® Silalahi op.cit, hal.13, sebagaimana mengutip data Direktoratiefah Pengairan
Departemen Pekerjaan umum.

"bid., hal. 15, sebagaimana mengutip dari data Badan Btesitik.
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Secara spesifik dalam data tahun 2009, data kooeksingan air tanah di
Jakarta saat ini sudah memasuki zona kritis himggak akibat eksploitasi air
tanah di atas ambang batas normal yang direkomiada&ondisi cekungan air
tanah Jakarta yang meliputi 3 Provinsi (DKI JakaBanten dan Jawa Barat)
tengah mengalami eksploitasi air tanah yang bdréebihingga mencapai 40%,
dari ambang batas maksimum hanya 20%. Ambang Ipatds dipatuhi untuk
mencegah intru§iair laut ke daratad.Menurut Badan Geologi, Kementrian
Energi Sumber Daya dan Mineral, neraca air tankartkasaat ini adalah : potensi
air tanah (dalam) 52 juta¥thn sedangkan pengambilan air tanah (dalam) 21 jut
m>/thn (40%):°

Di Jakarta ada beberapa instansi terkait dalam gelagn sumber daya
air yaitu antara lain Badan Pengendali Lingkungadupl Daerah (BPLHD),
Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta Bamas Pelayanan Pajak
DKI Jakarta. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup r@ae(BPLHD) DKI
Jakarta mencatat ada potensi air bawah tanah sebeg#ta mé/tahun. Sejauh ini
baru diambil sebanyak 20 juta m3/tahun dari batagrasekitar 40 juta m3/tahun
atau 60%-nya. Menurut BPLHD hal ini masih wajardte air yang diambil dari

tanah masih separuh dari potetisi.

Penelitian oleh Amrta Institutejustru menunjukkan hal yang sebaliknya.

Menurut hasil penelitian, jumlah ekstrasi air sacat memang jauh di atas data

8 Intrusi merupakan istilah geologi yang berartinp@bosan magma ke dalam batuan
atau di antara batuan lain; perembesan air lautd&lam lapisan tanah sehingga terjadi
percampuran air laut dengan air tanah. LiH#tps//kamusbahasaindonesia.org/intrustiakses 3
September 2011.

® Kementerian ESDM, “Cekungan Air Tanah Jakarta i&tit <http://www.esdm.
go.id/berita/geologi/42-geologi/2749-cekungan-anah-jakarta-kritis.htrre, 19 Agustus 2009.

10 | bid.

! Kompas.com, “10 Sumur Air Bawah Tanah Disegelhitg:/nasional.kompas.com/
read/2010/09/30/224608L%, 10 Agustus 2010.

2 Amrta Institute adalah lembaga kajian dan advokasig salah satu misinya adalah
Meningkatkan kesadaran publik dalam pengelolaamggenaan yang bijaksana dan perlindungan
sumber daya air yang berkelanjutan. Lihattg://amrta-institute.org/about/about-us.html
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resmi. Hal tersebut dapat dilihat dari data BPLH&8nhy hanya mencatat 645
industri besar sebagai pembayar pajak air tanatghad menurut BPS ada 1.872
industri besar di Jakarta. Begitu pula dengan kab#émk, yang hanya tercatat
sebanyak 93 buah, padahal menurut Bank Indonesia2d&®0 kantor bank di
Jakarta?

Besarnya ekstraksi air tanah ini diperkirakan dapatimbulkan berbagai
fenomena alam. Bahkan, amblasnya sebagian badan RE Martadinata,
Jakarta Utara pada 16 September 201@isinyalir akibat perubahan karakter
tanah penyangga yang telah mengalami perubaharfisikaakibat naiknya level

genangan air tawar dan air laut yang berlebifian.

Cuplikan-cuplikan permasalahan yang dijelaskan |lsetogya merupakan
sebagian kecil dari isu terkait dengan pengelosamber daya air. Pentingnya
pengelolaan sumber daya air tentu mengharuskaryagsaran negara yang kuat
untuk melindungi hak-hak warga negaranya atassabragai sebuah konsekuensi

logis.

Pada dasarnya negara memiliki kewajiban melinduvegiga negaranya
untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan atas Négara, melalui
pemerintah, telah melakukan upaya-upaya hukum met@nerbitan peraturan-
peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah mengeengelolaan air guna
mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatgaetena diatur dalam

konstitusi.

13 Nadhia Ardhianie, “Jakarta dan Ekstraksi Air Tanal®erlebihan”,
<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/20/080@1Jakarta.dan.Ekstraksi.Air.Tanah.Ber
lebihare, 20 September 2010.

4 Kompas.com, “JI RE Martadinata Ambles Sedalam 7eMe <http://megapolitan.
kompas.com/read/2010/09/16/11141179/JI.RE.Martadidanbles.Sedalam.7.Meter 16
September 2010.

!> Subaktian Lubis‘Penyebab Amblasnya Sebagian Badan Jalan RE Maatagditakarta
Utara: Second Opinion”, http://www.mgi.esdm.go.id/content/penyebab-ambzs®pagian-
badan-jalan-re-martadinata-jakarta-utara-second-ojpin>, diakses 3 September 2011.
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Hal tersebut merupakan suatu bentuk dari konsepnterkguasai negara
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3)ngidiadang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandunglaiamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebbsaar
kemakmuran rakyat.”

Konstitusi menempatkan negara sebagai pihak peagiaam konteks sebagai
pihak tertinggi yang diberi kuasa oleh rakyat untednguasai sumber daya alam.
Hak menguasai atas sumber daya alam ada pada negang dalam

implementasinya dijalankan oleh pemerintah.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah ramegaembentuk
beberapa peraturan perundang-undangan guna mergihomelindungi dan
memenuhi hak atas air sekaligus pengelolaan teprsdaber daya air. Salah satu
peraturan perundang-undangan yang khusus mengatiang sumber daya air
adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Subdéga Air (UU SDA).
Pasal 5 UU SDA menyatakan bahwa negara menjaminsé@d#p orang untuk
mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sdrai guna memenuhi
kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif.fpglaya Pasal 6 menyatakan
“sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipelgqamaebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan bahvgmrae
wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menj&eiersediaan air bagi
setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatiepublik Indonesia.
Jaminan tersebut menjadi tanggung jawab bersanaaaaRemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

Hal-hal lain yang sehubungan dengan hak atas EmdalU No.7 Tahun
2004 antara lain terkait dengan hak masyarakakunemperoleh informasi yang

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, nmrelepepenggantian yang

®R. Ismala DewiPendayagunaan Sumber Daya Air Untuk Kesejahteraasylrakat
Lokal: Kajian Mengenai Pengusahaan Air di Kecama@ahu-Sukabumi dan Polanharjo-
Klaten, Disertasi Program Doktroal Pascasarjana, (Jakalrtbl, 2009), hal. 48.
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layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akisééksanaan pengelolaan
sumber daya air, memperolen manfaat atas pengelotamber daya air,
menyatakan keberatan terhadap rencana pengelala@res daya air yang sudah
diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai denk@amdisi setempat,
mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihakb@mgenang atas kerugian
yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penggmaan pengelolaan
sumber daya air; dan/atau mengajukan gugatan kepadgadilan terhadap

berbagai masalah sumber daya air yang merugikadgmnya-’

Peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.7 Tah®¥ Zadalah
Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Rwaysan Sistem
Penyediaan Air Minum dan Peraturan Pemerintah N@.@Bun 2006 tentang
Irigasi. Sehubungan dengan pemenuhan hak atadad@ém beberapa peraturan

pelaksana tersebut juga mengatur mengenai hak-hajarakat®

Pengelolaan sumber daya air oleh negara tidak hamgmjadi beban
tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan dityoila andil dari pemerintah
daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daeratdedantralisasi yang diatur
dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Petaban Daerah beserta
perubahan-perubahannya, pemerintah daerah sebegalator tentu memiliki
porsi yang cukup besar dalam melakukan pengelolaamber daya air.
Pemerintah pusat menetapkan suatu rancangan kabijekait pengelolaan
sumber daya air dengan pengaturan yang dibagi femicen wilayah tertentu.
Untuk selanjutnya pemerintah daerah memainkan paratan andil penting

dalam pengelolaan sumber daya air.

7 Indonesialndang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SumbeaBPay Pasal 82.

'8 Hak masyarakat yang diatur dalam Peraturan Petakrivo.15 Tahun 2006 antara lain
adalah untuk memperoleh pelayanan air minum yangenahi syarat kualitas, kuantitas, dan
kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkemdapatkan informasi tentang struktur dan
besaran tarif serta tagihan, mengajukan gugatas pédayanan yang merugikan dirinya ke
pengadilan, mendapatkan ganti rugi yang layak ssbadibat kelalaian pelayanan; dan
memperoleh pelayanan pembuangan air limbah atagedetan lumpur tinja.
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Konflik-konflik atas sumber daya air di masyarakatsih merupakan
realitas yang tidak dapat dipungkiri walaupun paal@aran normatif dianggap
sudah cukup lengkap dan memadai tapi. Contoh kogfing timbul misalnya
terdapat polemik pengelolaan sumber daya air darfakdan beberapa daerah
lainnya yang dilaksanakan oleh Perusahaan Air Mi{@#M); eksploitasi air
berlebihan dan berakibat pada lahan-lahan pertgaiag mengalami kekeringan;
dan konflik-konflik lainnya.

Akhirnya, pertanyaan mendasar muncul terkait dengamenuhan hak
asasi manusia atas air yang menjadi kewajiban aedearkait hal tersebut,
dewasa ini muncul pendapat yang menyatakan bahlanbgara tidak mampu
menjamin pemenuhan hak-hak asasi manusia atasmaka penyediaan air
dilakukan dapat oleh pihak ketiga. Namun negaraptenemiliki kewajiban
melakukan pengaturan terhadap penguasaan dan @kagelterhadap sumber
daya air, keterjangkauan harga, jaminan terhadegehiegan air. Sehingga
penelitian mengenai pemenuhan hak asasi manusaaatdbagi warga negara
yang menjadi kewajiban negara menjadi sangat gisateDengan kondisi
kelangkaan air dan permasalahan regulasi terkaitaptaatan air yang ada di
Jakarta, penelitian untuk menjawab pertanyaan-mgatan tersebut menjadi nyata

kepentingannya.

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikaelseinya, setidaknya
timbul tiga permasalahan pokok yang hendak dijawadalui penelitian ini.
Ketiga pertanyaan pokok tersebut adalah sebagéuber

1. Bagaimanakah konsep mengenai hak asasi manusiair&as

2. Bagaimanakah pengaturan dan pemenuhan hak asassimatas air

di Indonesia?
3. Bagaimanakah pemenuhan hak asasi manusia atas Jakatta dan

pelaksanaannya di dalam praktik?
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3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tigatgnyaan pokok yang
diuraikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut.
1. Untuk menjelaskan konsep hak asasi manusia atas air
2. Untuk menjelaskan pengaturan dan pemenuhan hakragassia atas air
di Indonesia;
3. Untuk menjelaskan tentang pemenuhan hak asasi maatess air di

Jakarta dan pelaksanaannya di dalam praktik

3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaagyaeliputi manfaat
akademis dan praktis. Terkait manfaat akademigl, pselitian diharapkan akan:
1) memperkaya pemahaman dan ilmu pengetahuan paderaisi terhadap
permasalahan hak atas air di Indonesia dan di kla@rah dan 2) menarik minat
peneliti lain terhadap tema yang sama sehinggal hsielitian ini dapat

dikembangkan lebih lanjut.

Sebagai manfaat praktis, secara umum penelitiandiimarapkan dapat
memberikan masukan kepada pemangku kepentingan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakiateskait pemenuhan hak atas
air di Indonesia. Secara khusus penelitian ini @ipkan menjadi salah satu bahan
bagi setiap pemerintah daerah untuk lebih memp&dmmasalah pengelolaan
sumber daya air di daerahnya masing-masing. Hasglgian dapat menjadi daya
dorong dalam perbaikan regulasi terkait pengelolamber daya air sehingga

menjadi lebih berkeadilan dan memenuhi hak warganrseatas air.
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4. Kerangka Teori

4.1. Doktrin Public Trust

Doktrin public trust merupakan sebuah gagasan yang menghubungkan
kepentingan antara hak-hak publik dan hak-hak prikususnya atas sumber
daya air*® Doktrin Public trustsendiri bermula dari salah satu ketentuan dalam

Kode Justinian yang menyatak&h:

... [T]hese things are by natural law common to adiir, flowing

water, the sea, and consequently the shores ofséae if he
abstains from injury to the villas, monuments anddings there,
because these are not governed by the law of rawenis the
sea.”

Ketentuan dalam kode itulah yang kemudian dikeealagaDoctrine of
the Public Trustatau lebih populer disebytublic trust doctrine Berdasarkan
Kode tersebut, sungai-sungai yang bisa dilayaavigable rivery, dan juga
pelabuhan-pelabuhan, adalales publicae; hak milik publik. Karena itu,
penguasaan atasnya adalah oleh negara. Kedudugarargalam hal ini adalah
sebagaitrustee (penerima kepercayaan, pemegang amadah)hak-hak publik
atas pelayaran dan perikanan. Pada sisi lain,dantpantai adalares nullius,
yaitu untuk siapapun tapi tidak dimiliki oleh sigpm**

Dalam kaitannya dengan hak atas air, dokpumlic trust pada intinya

mengandung dua prinsip utama, yaitu 1) air merupddeaang publik, 2) negara

19 Hamid Chalid, Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukéin di
Belanda, India dan Indonesidisertasi Doktor lImu Hukum FHUI, (Jakarta: Pragr Pasca
Sarjana Strata 3, 20Q9al. 21

%0 Kode JustinianJustinian Codg merupakan kode hukum Romawi yang disusun pada
masa kekuasaan Justinianus |. Kode Justinian d@akhi banyak penulis sebagai sumber utama
bangunan sistem hukuoommon lawyang dianut oleh Inggris dan kemudian Amerika I&dri
Lihat Britanica Law Encyclopedia, “Code of Justmia <http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/308835/Code-of-Justinian

2L Richard Ausness, “Water Rights, The Public TrusciEine, And The Protection Of
Instream UsesUniversity of lllionis Law Review 4071986), hal. 409.
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menguasai sumber daya air dalam kapasitasnya selpagaangu amanah

(trusted dari publik sebagai pemilik atas &fr.
Paul Samuelson mendefinisikpablic goodssebagai berikuft

“...[goods] which all enjoy in common in the seng®mt each
individual's consumption of such a good leads tcubtractions
from any other individual's consumption of that dod

Terkait dengan definisi tersebut, teori ilmu ekomaenenyatakan bahwa
suatu benda dapat disebut sebagai barang/bendi pphabila ia bersifahon-
rival, yang artinya ‘bila seseorang menggunakan ataugamehil manfaat dari
benda itu, maka tidak akan berkurang kesempatardnakg lain untuk turut
menggunakannya.” Sebagai contoh, bernafas di udara meminum air dari
sebuah aliran air tidak akan secara signifikan mengi jumlah udara atau air
tadi untuk dapat dikonsumsi oleh orang Kin.

Padapublic good juga melekat sifaton-excludablgyang artinya adalah
mustahil untuk mencegah hak seseorang untuk meugmnsya. Udara segar,
misalnya, adalah contoh yang paling mudah untulerdibn. Tetapi terhadap
benda semacam udara itu, biasanya dikenal dendarasg@ure public goods
(benda publik yang murni). Sifat yang murni darinthe semacam udara ini
dianggap sangat teoritis, mengingat pada kenyayaahampir tidak ada benda
yang dapat dikatakan sebagpure public goods-setidak-tidaknya dalam
perspektif ekononf®

2 Challid, op.cit, hal. 24.

% paul A. Samuelson The Pure Theory of Public Exjterej in Review of Economics
and Statistics, Vol. 36, No.4, (November 1954), [387-389. Terjemahan bebas: Barang yang
dinikmati secara bersama-sama dalam arti bahwapsgtdividu mengkonsumsi, maka tidak ada
pengurangan untuk individu lain...

24 Chalid, op.cit., hal. 48, sebagaimana mengutip dafichael C. Blumm, “Public
Property and Democratization of Western Water LawModern View of the Public Trust
Doctrine,” 19 Environmental Law 573(1989), hal. 573-575.

% Chalid op.cit, hal. 49.
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Oleh karena itu, jika suatu benda diselputblic goods maka pada
dasarnya ia bukan dimaksudkan untuk menunjukkaasgapure public goods
tetapi lebih untuk menyatakan sebuah kecenderudganstatus benda tersebut

sebagai “milik publik”, bukannya “milik individual®

Penggunaan istilapublic
goodsuntuk air dimaksudkan sebagai penekanan bahwa giaderdapat status
kepemilikan bersama. Sehingga dalam hal ini, dnageai barang publik, lebih

merujuk kepada konsepsi hukum ketimbang konsepsiarki?’

5. Kerangka Konsep

5.1. Hak Asasi Manusia

Hamid Attamimi memberikan penjelasan mengenai Konkek asasi
manusia bahwa seharusnya secara istilah cukuputlisiimgan “hak manusia”
sebagai padanan katané&nsen rechtén?® Sedangkan para penyusun Undang-
Undang Dasar 1945 memang tidak menyebut hak mawyasig dalam bahasa
Inggris disebut human right§, tapi disebut sebagai “hak dasar” yang dalam
bahasa Inggris disebutbdsic rights, dalam bahasa Belandayrondrechtei,
dalam bahasa Jermargrtindrechtd. ?° Walaupun demikian setelah terjadi
perubahan undang-undang dasar, kata-kata dan nuEkndak asasi manusia

telah ikut serta sebagai materi perubahan/amandemen

Secara istilah dan pengertidhuman Rights” menyangkut perlindungan
terhadap manusia dari penindasan dari manusia yminmegara, ataupun
organisasi lainnya. Sedangkan dalam pengerbasit right$, hal tersebut terkait

dengan perlindungan seorang warga negara atau ghandiari penindasan oleh

26 |hid.
27 |pid., hal. 50.

8 Koespoarmono Irsamjak Asasi Manusia dan Hukyr@dakarta: Perguruan Tinggi lImu
Kepolisian, 2004), hal. 1, sebagaimana mengutipAladamid S. AttamimiHak Asasi Manusia
makalah, (Jakarta, 2004), hal. 2.

#Ibid., hal 2.
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negara’ Sedangkan secara konsep, hak asasi manusia ditkakssebagai hak-
hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia usian Umat manusia
memilikinya bukan karena diberikan kepadanya olelsyarakat atau berdasarkan
hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkarrtabetnya sebagai
manusig* Dalam arti ini, perbedaan warna kulit, jenis kelanbahasa, budaya

dan kewarganegaraan yang berbeda tidak mengh&iepemilikan hak tersebut.

Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selaersifat universal, hak-
hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya seburydagun perlakuan yang telah
dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnyakpan seseorang, ia tidak
akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetemiliki hak-hak tersebut.
Dengan kata lain, hak asasi manusia adalah hakyhal melekat pada diri

manusia sebagai makhluk insani.

5.2. Hak Asasi Manusia Atas Air

Ide hak asasi manusia muncul sebagai topik perdebdit antara para
filosof dan para ahli politik mengenai konsep negalan hubungan antara
penguasa dan rakyat. Dari perdebatan tersebut,uhbeberapa gagasan yaitu:

a. Gagasan mengenai kekuasaan mutlak individu terhadap
negara;

b. Gagasan mengenai hak ketuhanan dari lembaga
parlemen yang menghilangkan posisi individu di
hadapan negara;

c. Gagasamule of law

Berkaitan dengan penelitian mengenai hak atasisaitisu mengenai 1)

definisi hak dan kewajiban; 2) ide hak asasi mantesihadap negara dan hukum;

¥ bid.

%1 Jack Donnely,Universal Human Rights in Theory and Practi¢epndon: Cornell
University Press, 2003), hal. 7-21, sebagaimanatigilkKnut D. Asplund (ed)Hukum Hak Asasi
Manusiag (Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Umitas Islam Yogyakarta, 2008), hal.
11.

% Nomita Anggarwal, Jurisprudence (Legal Theory) (Allahabad: Central Law
Publication, 2003), hal. 323, sebagaimana dikutgh ddamid ChalidHak Asasi Manusia Atas
Air, Ringkasan Disertasi Doktor lImu Hukum (Jakarta: FH2009), hal. 13.
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3) perspektif universalisme dan budaya, memilikevansi yang sangat kuat.
Terlebih lagi apabila dilihat dari perspektif mengehak rakyat atas sumber daya
air serta kewajiban yang mengiringinya, posisi tekebut terhadap kedudukan
negara sebagai lembaga yang mempunyai legitimasik umenguasai sumber

daya air, serta aspek universalitas dan budayadrilan kewajiban tersebtit.

Air merupakan sumber terpenting bagi kehidupan.aiain demikian,
dalam konteks hak asasi manusia, ada yang seceamissknempertanyakan
keperluan memasukkan hak atas air sebagai hak asasisia yang sifatnya
mandiri. Alasan yang biasa dikemukakan adalah babada kenyataannya air
telah masuk menjadi bagian yang integral dalam Hakfundamental manusia
yang lain, sehingga memperjuangkan hak atas air digkui menjadi hak asasi
manusia yang mandiri merupakan usaha yang sisasi®@uang-buang wakit.

Pada awalnya, hak asasi manusia diatur secara umsamntidak secara
tegas membahas keseluruhan. Salah satu hak dasgpdigaur dalam aturan hak
asasi manusia adalah hak untuk hidup. Hak atadianggap sebagai subordinat
dari hak untuk hidup® Menetapkan hak atas air menjadi hak asasi mayasig
berdiri sendiri merupakan suatu proses perubahasegtual hak asasi manusia di
mana dahulunya hak atas air secara konseptual géipngebagai hak derivatif
yang lahir dari hak-hak fundamental lainnya, apat@masuk dalam salah satu
cabang hak asasi manusia atau dapat berdiri séhdiri

5.3. Hakikat Air
Hakikatnya, air merupakan sumber daya alam yangasahperlukan bagi

keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam sistera lagkungan, air

merupakan unsur utama. Kebutuhan manusia terhadaptesus secara

%% Chalid,ibid., hal. 15.
%3John Scanlon, et.al., Water as Human Right?, (Caigdr UK: IUCN, 2004), hal. 13.
%Amy Hardbergerop.cit.hal. 534.

% |bid., hal.537. Baca juga Saby Ghoshray, “Seargtfior Human Rights to Water
amidst Corporate Privatization in India: Hindust@oca-Cola Pvt. Ltd. v. Perumatty Grama
Panchayat,” 19 Georgetown International Environmlelmw Review 643, (2007), hal. 668.
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berkelanjutan mengalami peningkatan. Hal ini dikak&an meningkatnya ragam
kebutuhan manusia terhadap air dan juga karenanglatnya jumlah manusia
yang membutuhkan air. Di sisi lain, air yang teraedi alam berpotensi

mengalami penurunan jumlah, atau setidak-tidakeyputnlah tetap’

Aristoteles, sebagaimana menukil dari Thales, megkapkan bahwa
segala sesuatu tercipta dari air. Menurutnya, amgycair itu adalah pangkal dan
dasar dari segala-galanya. Semua barang terjadagladlan semuanya kembali
kepada air pula. Pandangan Thales mengenai air padaan jawaban dari

pertanyaan apakah asal dari alam ini atau apary@ngadi sebab penghabis&n.

Al-Syahrastani mengamini pendapat Thales, bahwaunsus dari
komponen jasmani manusia berasal dari air. Ajasdani membenarkan hal
tersebut. Al Quran menyebut banyak sekali ayat yasrgaitan dengan air, baik
sebagai dasar-dasar pengetahuan mengenai hidseldgisebagai fenomena alam

dan sebagai objek hukuih.

Hamid Chalid, dalam disertasi doktoralnya mengaaahakikat penting
air dalam Islam. Al-Qur'an, sebagai fondasi agasianh menyatakan bahwa air
sebagai esensi terpenting untuk keberlangsungaup seluruh makhluk di muka

bumi sekaligus bumi itu sendiri.
A5 3 &) Bys 335 25Y) g e lsl e o 5T Al

%‘10 &J‘%}dﬁm@ygm"

Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) danrdgan air itu
dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhaga yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (lsztvan
Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajp(®@S
An Nahl: 65)

%" Silalahj op.cit, hal. 11.
¥ Chalid,op.cit, hal. 45.
*bid., hal. 46.
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Pernyataan yang serupa dengan ayat oerfyan air itu dihidupkan-Nya
bumi sesudah matinj)aterdapat juga pada surat Al-Baqgarah: 164, Al-Alpit:
63, dan Ar-Ruum: 24. Ayat ini cukup gamblang meag&hn, tanpa diperlukan
metode penafsiran, setidaknya dua informasi mengseasi air. Pertama adalah
fungsi air sebagai unsur keberlangsungan makhldkphi sebagaimana sudah
dijelaskan sebelumnya. Informasi kedua kedua adakigenai apa yang disebut
sebagai teori daur hidrologi air dewasa ini. Haisebut ditunjukkan dalam
kalimat “...Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnyaenjadi sumber-
sumber air di bumi...” Pernyataan ini mengandung kesimpulan bahwa aig ya
ada di muka bumi ini merupakan satu kesatuan yida§ terpisahkan, yang juga
berimplikasi terhadap hukum tentang pengaturadaam kehidupan manusia.

Bahkan ketika Al-Qur'an bercerita tentang awal petaan bumi dan
semesta, Allah SWT secara jelas menyebutkan balelmub makhluk hidup

diciptakan dari alir:

L9044

s I B8 o815 ollesd &

i

155 el 55 3
fr ol LB 08 Y s o2 8 5 Ulasg

Dan apakah orang-orang yang ingkar itu tidak meagei
bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu aldaduatu
yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduabDga dari
air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Makangapakah
mereka tiada juga beriman?(QS Al Anbiyya: 30)

Al-Qur’an juga menyatakan bahwa hewamjal penciptaannya, berasal dari air:
LWLAKU\‘_,L; \Lﬁlﬁwﬁ":uﬁw}‘-ﬂl’vkﬁlﬁw
frol i e 8 L
Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan darimaka

sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atasutnya dan
sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebaiamng lain)

401hid., hal. 92.
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berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apengy
dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa st@mla
sesuatu.(QS An Nur: 45)

Penciptaan manusia dalam beberapa ayat Al-Qurgangisebut berasal dari air.

GT il ongh ol8 3 (Kl 1

Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hiQ (Al
Mursalat: 20)

€10 Sl 315 G e G Gl 2 Sy Rl

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah di

diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpanc@®S Ath

Thoriq: 6)

Al-Qur'an menyatakan manusia berasal dari tanada jtersirat bahwa
tanah yang membentuk awal penciptaan manusiaalati@hah yang mengandung

banyak unsur air yaitu tanah liat.
¢ ¢ 2T &8s o a ;;*o/ ‘/“'/./‘ o 2% o L)
NI R CHERH AR R HENEA S R e
£\ ol

Maka tanyakanlah kepada mereka (kaum musyrikin kfjeka
"Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya atawdq@dyang
telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telamaptakan
mereka dari tanah liat.(QS As Shafaat: 11)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan Al Quran tergelasiah bahwa air
menurut ajaran Islam mempunyai kedudukan yang s$awigal. Air sangat
berguna bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusian seéaan pentingnya
sebagai media bersuci oleh kaum muslim. Karenahsalu syarat sahnya
pelaksanaan ritual-ritual ibadah seperti berwudhmandi untuk keperluan

bersuci* dan menghilangkan najis.

“l Bersuci thaharah), yang pada dasarnya adalah aktivitas fisik meikgnc diri
(utamanya dengan air), selalu menjadi bab pertaaterdsetiap kitab figh. Mandi untuk bersuci,
menurut ajaran Islam, terdiri dari; mandnabah (mandi karena sebab melakukan hubungan
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Pernyataan-pernyataan Al-Quran mengenai air memgan cara
pandang manusia untuk dapat hidup selaras dengan, glang diwujudkan
dengan ketundukan dan ketaatan terhadap hukum-hukuman (Allah). Ini

misalnya dapat diperhatikan dari ungkapan ayakberi
@z - 2., 4 8o _ <o Y .02 L% 2 9% <
di \.a.f».bj \33:5— o}cb\j L@.g—ﬁha; ey uﬂ)Y\ 3 \j.x,,w Yj
go1 t DLW Gueit) o2 bl

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bsesijdah
(Allah) memperbaikinya dan berdo alah kepada-Nyaga@ rasa
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikbdan).
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada oraaggo
yang berbuat baik. (QS Al ‘Araaf : 56)

Dengan menggunakan metotikhsis Al-Quran bil Qurar? dapat
dipahami bahwa kerusakan terbesar yang bisa ditkabumanusia di muka bumi
adalah tindakarperusakan darpenguasaan sepihak atas sumber-sumbef?air
karena unsur pendukung utama keberlangsungan keinddi bumi adalah air,

sebagaimana ayat yang telah dikemukakan sebelumnya.

seksual antara suami dan isteri atau karena miragi dnak-anak yang baru menginjak usia
remaja), mandsunnat(mandi yang dilakukan untuk tujuan shalat Junshglat'ied al-Fitri dan
‘ied al-Adha serta mandi sebeluihram), dan mandi bagi orang yang baru sembuh dari génya
jiwa. Sedangkamwudhu’ adalah tindakan menyucikan diri dé@datskecil dengan membasahi
dan membasuh bagian-bagian tertentu dari tuldhu’ utamanya dilakukan sebagai prakondisi
sebelum melakukashalat Lihat Chalid,op.cit, hal 94.

2 Metodetakhsis bi al-Agli(deduksi rasional) merupakan cara untuk menafsigtau
menalar ungkapan-ungkapan dalil di dalam Al-Quriam hadits Nabi Muhammad saw. Abdul
Hamid Hakim mengemukakan bahwa di dalam kajian hukslam dikenal delapan metode
penafsiran atau penalaran, yaitakhsis al-Kitab bi al-Kitab(deduksi Qur'an dengan Qur'an),
takhsis al-Kitab bi al-Sunnaldeduksi Al-Qur'an dengan sunnah Nal@khsis al-Sunnah bi al-
Kitab (deduksi sunnah Nabi dengan Al-Qur’atgkhsis al-sunnah bi al-sunngdeduksi sunnah
dengan sunnah}akhsis bi al-Qiyas(deduksi analogis)takhsis bi al-Aql(deduksi rasional),
takhsis bi al-hisgdeduksi intuitif),takhsis bi al-Siyaqdeduksi kontekstual). Lihat Abdul Hamid
Hakim, al-Sullam (Jakarta: Sa’adiyah Putera, 1927), hal. 22-23gabwna dikutip dari Chalid,
loc.cit.

“3Lihat Q.S. As-Syu’ara (26) ayat 150-157.
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6. M etode Pendlitian

6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normdfif Maka tipe
penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis ratifryang meneliti hak asasi
manusia atas air dan upaya-upaya pemenuhannyaskiyasdi negara Republik
Indonesia yang secara yuridis diatur dalam bebena@aturan perundang-
undangan dan dokumen hukum lainnya. Beberapa panaperundang-undangan
yang hendak dikaji antara lain Undang-Undang N@fuh 2004 tentang Sumber
Daya Air beserta peraturan-peraturan pelaksanaanBgkin itu kajian juga
diarahkan kepada peraturan-peraturan daerah khyssysmg kaitannya dengan
mengatur pemanfaatan ataupun pengelolaan air tanah.

Penelitian kepustakaan tidak saja terhadap parajerundang-undangan
tersebut. Penelitian juga dilakukan terhadap literhteratur pendukung lainnya
misalnya buku-buku karangan ahli, laporan penalitjarnal hukum dan lainnya
yang berkaitan secara langsung dengan upaya pearehak asasi manusia atas

air.

6.2. Bahan Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif (penelitian lstpkaan), data yang
dipergunakan adalah data sekunder yang terdiriraphéahan hukun®®
a. Bahan hukum primer vyaitu bahan hukum yang terdiari dperaturan
perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan inulprimer yang
digunakan antara lain Pasal 33 Undang-Undang NeRapablik Indonesia
Tahun 1945 beserta pasal lain terkait hak asasusmanSelain itu penelitian

“ Mengenai penelitian hukum normatif dapat merujitkratur Soerjono Soekanto,
Pengantar Penelitian Hukun(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986)#42-44. Lihat

juga Johnny IbrahimTeori dan Metodelogi Penelitian Hukum NormafBurabaya: Bayu Media
Publishing, 2006), hal. 45.

%5 Mengenai penggunaan data dapat merujuk SoerjorekaBto dan Sri Mamudiji,
Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkdbakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.
33-34. Lihat juga Ibrahimgp.cit, hal. 392
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juga dilakukan terhadap Undang-Undang No.7 Tahuiv 2@ntang Sumber
Daya Air beserta peraturan-peraturan pelaksanaastenygeraturan-peraturan
daerah khususnya yang terkait dengan pemanfazaapuat pengelolaan air
tanah.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digerdari buku-buku,
jurnal ilmiah, dan literatur-literatur lainnya yargerkaitan langsung dengan
upaya pemenuhan hak asasi manusia atas air jugiEdi@akan.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang meékahepetunjuk atau
penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primersdmnder, seperti

misalnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Penggunaan data primer yaitu wawancara dimungRiokauk digunakan.
Wawancara akan dilakukan terhadap ahli-ahli hukuan dak asasi manusia
sumber daya air. Wawancara maupun diskusi teraigdn glilaksanakan terhadap
pimpinan maupun staf instansi pemangku kepentibgandari unsur pemerintah,
swasta maupun organisasi kemasyarakatan, yakniaatggn Dinas Pekerjaan
Umum Provinsi DKI Jakarta qg Suku Dinas Air dan 8adRegulator Perusahaan
Air Minum DKI Jakarta. Wawancara dan diskusi jugdaklkan terhadap

penggiat sumber daya air di Jakarta.

6.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan hukum normatif yang digunakan dalamagsadpenelitian ini
utamanya adalah pendekatan analisis eksplanat®&ndekatan ini akan
menggambarkan dan menjelaskan lebih detil dan dktarmeepsi pemenuhan hak
atas air oleh negara dan bagaimana manifestasiai@ndregulasi di tingkat
pelaksanaaff

Konsekuensi studi perbandingan hukum akan membawarsg peneliti
pada pendekatan sejarah hukum, sebagaimana daaxkh F. Pringsheim

bahwa perbandingan hukum tanpa sejarah hukum mempagas yang tidak

“YIbrahim, op.cit, hal.313.
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memungkinkan. Oleh karena itu dalam proposal peseliini tidak tertutup

kemungkinan digunakannya pendekatan sej&rah.

Penelitan  normatif yang menggunakan pendekatan arade)
memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukeoara lebih mendalam
tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatwerdtukum tertentu. Sehingga
dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahamanpun penerapan suatu
lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Pendekagmals juga diperlukan
dalam penelitian normatif karena tata hukum yampke sekarang mengandung
anasir-anasir dari tata hukum yang [&lMenurut perspektif sejarah, penafsiran
suatu perundang-undangan dapat dilakukan dengatelp@ian sejarah, yaitu 1)
penafsiran menurut sejarah hukum, dan 2) penafem@murut sejarah penetapan

peraturan perundang-undangan.

Pendekatan sejarah digunakan untuk memahaeuhtsidee yang
terkandung dalam seluruh peraturan perundang-uadadgn dokumen hukum
yang terkait dengan pemanfaatan ataupun pengel@maimnah dalam rangka
pemenuhan hak asasi manusia atas air Keselur@matitan dengan pendekatan
sejarah tersebut diharapkan dapat menemukan keésimijpwwaban atas

permasalahan yang ada dalam proposal penelitian.

6.4. Batasan Masalah

Pembahasan masalah dalam penelitian ini dibatdsidap analisa yuridis
terhadap regulasi dan kebijakan khususnya berlak@ravinsi DKI Jakarta.
Analisa yuridis yang dihubungkan dengan nilai-nfllisofis yuridis terkait hak
atas air diharapkan akan menemukan jawaban sejama praktik pemenuhan

hak warga negara atas air.

471bid., hal. 318.
“81bid., hal. 319.

Pemenuhan hak..., Yunani Abiyono, FHUI, ?LQIQI’T)VERSITAS INDONESIA



21

7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan dilaporkan secara tertuliapdran secara tertulis
akan disajikan secara sistematis sebagai berikut.

BAB | : Pendahuluan, terdiri dari latar belakangsadah, pokok-pokok
masalah, tujuan, kerangka konsep, kerangka teorntistode penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB Il : Hak Asasi Manusia Atas Air, membahas memgeonsepsi hak
asasi manusia beserta perkembangan ide-ide, kore#dpasasi manusia atas air,
pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia termasmienquhan hak asasi

manusia atas air.

BAB 1l : Hak Atas Air di Indonesia, membahas mengesejarah dan
perkembangan pengelolaan sumber daya air, penggiarggelolaan sumber daya
air menurut hukum positif, timbulnya isu privatisgsengelolaan air, dan
implikasi terbitnya Putusan MK atas uji materi UnddJndang No.7 Tahun 2004

terhadap pengelolaan sumber daya air.

BAB IV : Pemenuhan Hak Atas Air di Jakarta, memizamaengenai
pengelolaan pemanfaatan air yang ditinjau dari kadgbijakan, regulasi dan
pengaturan lainnya termasuk putusan pengadilan yagrgcerminkan keadilan

serta pemenuhan hak atas air bagi warga Jakarta.

BAB V : Kesimpulan, berisi simpulan dan saran &asil penelitian.
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HAK ASASI MANUSIA ATASAIR

1. ldedan Konsep Hak Asasi Manusia

1.1. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia

“Hak asasi manusia” merupakan istilah yang barunculpasca Perang
Dunia kedua yang kemudian dipakai menjadi bahashariskari pada
pembentukan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa p24fa 1stilah ‘hak asasi
manusia’ menggantikan istilah ‘hak-hak alamiamat(ral rightg yang berkaitan
dengan konsepsi hukum alam. Selanjutnya istilatk-trek alamiah’ tersebut
digantikan dengan istilah rights of man (man=laki-laki) yang justru
menimbulkan kontroversi karena tidak mencakup halk-Wvanita, sebagaimana
dinyatakan oleh Eleanor Rosevelt. Oleh karena itincul usulan, yang salah
satunya digagas agar digantikan dengan istilah &sdsi manusiah(iman
rights).*

Secara historis, konsepsi HAM dapat dikatakandatrdari masa Yunani
yang pada waktu itu banyak memiliki pemikir-pemilgang erat dengan doktrin
hukum alam pra moder.Pemikir-pemikir tersebut dididik di sekolah filsaf

bernamaGreek Stoiciun{Stoisisme Yunani) yang antara lain mengajarkdmwiaa

9 Satya ArinantoHak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indoi@s(Depok:
Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2008), hal. hagaimana mengutip dari Burns H.
Weston, “Human Rights” dalam Richard Pierre Cladde Burns N. Weston, edluman Rights in
the World Community, Issues and Actifhiladelphia: Univ. Pennsylvania Press, 1992), bl

*0 |pid., hal 67.
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kekuatan kerja yang universal adalah mencakup seiptean dan tingkah laku
manusia. Oleh sebab itu secara keseluruhan haruslaserkan pada hukum

alam>!

Pemikiran-pemikiran tersebut pada akhirnya juganpengaruhi hukum
Romawi. Sebagai contoh, sebuiis gentium(hukum antar bangsa) mengatur
beberapa hak yang bersifat universal akhirnya Inelbeeg melebihi hak-hak
warga negara. Mengenai doktrin hukum alam ini, &ips berpendapat bahwa

alam yang menjamin hak-hak manusia, bukannya négara

Menjelang abad pertengahan, doktrin hukum alam ekerkan pada
faktor kewajiban, sebagaimana dipisahkan dari faktak. Oleh karena itu,
doktrin ini mengakui pembenaran terhadap perbudgikag meniadakan hak-hak
mengenai kebebasan dan kesamaan derajat, sebagaene@rmin dari tulisan
Aristoteles dan Thomas Aquinas.Dalam perkembangan peradaban Eropa
selanjutnya, memasuki masa Renaissance, justrumudkan kegagalan doktrin
hukum alam karena kegagalan negara memenuhi kewmapya berdasarkan
hukum alant?

Pada masa tersebut, ajaran Thomas Aquinas dan Brgas di Eropa
serta adanya beberapa dokumen HAM seperti MagnateC HRetition of Rights
dan Bill of Rights merupakan bukti adanya perubatersebut. Pergeseran
pandangan manusia memberikan gambaran bahwa maiiosikati dengan hak-
hak yang kekal dan tak dapat dicabut oleh siapa-penrmasuk pengurangan

karena “hak-hak ketuhanan dari raja”.

*! |bid., sebagaimana mengutip dari Westlon,cit.

*2|bid., hal 69, sebagaimana mengutip dari Weslon.cit. Baca juga Roscoe Pouni)
Introduction to the Phillosophy of LayNew Haven: Yale Univ Press, 1969), hal. 4-9.

*%|bid., hal. 70.
> Ibid., hal. 71, sebagaimana mengutip dari Wesmmncit.
**Ibid, hal. 72.
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Peristiwa penandatanganitagna Chartaoleh Raja John Lackland pada
tahun 1512 dianggap sebagai permulaan sejarahapgga hak asasi manusia
(HAM). Walaupun piagam ini belumlah merupakan pehlingan HAM seperti
yang dikenal dewasa ini, tetapi dengan kehadiraggwn ini setidaknya diakui
sebagai yang pertama dalam sejarah perjuangan HMdmentum selanjutnya
adalah penandatangandtetition of Rightspada 1628 oleh Raja Charles I.
Kemudian pada 1689, Raja Willem Il menandatandgitii of Rights®® Dalam
perkembangan selanjutnya, salah satu momen pemedsda asasi manusia
adalah kemunculan gagasan konstitusionalisme siegfara hukumRule of Law

atauRechstaaatauRule of Law

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yangldisiya dengan
istilah ‘rechtsstadtitu mencakup empat elemen penting, yaitu; 1)ipddngan
hak asasi manusia (HAM), 2) pembagian kekuasaamarag@) pemerintahan
berdasarkan undang-undang, dan 4) peradilan tathauslegara’ Sedangkan
Albert Venn Dicey menguraikan adanya tiga ciri pegtdalam setiap Negara
Hukum yang disebutnya dengan istilafihe Rule of Laiy yaitu; 1) supremasi
hukum di atas segalanyaufsemacy of layy 2) persamaan di hadapan hukum

(equality before the la3) due process of law?

Keempat prinsip ‘Rechtsstaat’ yang dikembangkaah @tahl tersebut di
atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketigap ‘Rule of Law’ yang

* Moh. Kusnardi dan Harmaily IbrahinPengantar Hukum Tata Negara Indonesia
(Jakarta: PSHTN-FHUI, 1983), hal. 307-308. LihagguMr. SuwandiHak-Hak Dasar Dalam
Konstitusi, Konstitusi Demokrasi Moderdakarta: Pembangunan, 1957), hal. 8.

" Jimly Asshiddigie,Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporerasi ilmiah pada
Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitawifya Palembang, 23 Maret 2004, hal.1.
Lihat juga Friedrich Julius StahDie Philosophie Des Recht¢§Adamant Media Corporation,
2006) dapat diakses di http://books.google.co.id/books?id=WEJcMm68t_oC&tméc=
frontcover&dq=inauthor:%22Friedrich+Julius+Stahl%Xtlient=firefox-
a&source=gbs_similarbooks_r&cad=2#v= onepage&g=_&tfe>.

*81bid., hal. 2. Lihat juga Albert Venn Dicejntroduction To The Study of The Law of
The  Constitution (Adamant Media  Corporation, 2005), dapat diaksedi
<http://books.google.co.id/ books?id=_20NOnZgpNMCi&mec=frontcover&dqg=Introduction
+to+the+Study+of+the+Law+of+The+Constitution&clientfirefoxa#v=onepage&q=_~&f=false.
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dikembangkan oleh Dicey untuk menandai ciri-cirigilea Hukum modern di
zaman sekarang. Bahkan, oféhe International Commission of Jurigt9655°,
prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi da@ngrinsip peradilan bebas
dan tidak memihakifdependence and impartiality of judiciaryang di zaman
sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalatrapenegara demokrasi.
Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negaralkéim menurut The
International Commission of Juriststu adalah 1)negara harus tunduk pada
hukum, 2) pemerintah menghormati hak-hak indivi@u peradilan yang bebas
dan tidak memihak® Oleh karena itu, dalam paham negara hukum, jamina
perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagajacig mutlak harus ada di
setiap negara yang dapat disebut sebagechstaat Bahkan, dalam
perkembangannya, jaminan-jaminan hak asasi mantisiguga diharuskan
tercantum dengan tegas dalam undang-undang dasekaistitusi tertulis negara

demokasf*

Konsep tentang hak asasi manusia (HAM) sekarangudah diterima
secara universal sebagaimoral political, legal framework and as a guidline
dalam pembangunan dunia yang lebih damai dan bdbdsketakutan dan
penindasan serta perlakuan yang tidak adil. Olefenka itu dalam paham
rechtsstaat jaminan terhadap perlindungan hak asasi manuarygap sebagai
ciri yang mutlak harus ada dalam setiap neffara.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, berandVidgna Charta(1215)
kemudian dilanjutkan dengan peristiwa penandataarg&ill of Rights (1689),
dalam perkembangan selanjutnya gagasan tentanbdkalisasi manusia banyak

%9 International Commission of Jurigtada konferensinya di Bangkok 1965, merumuskan
bahwa selain hak-hak politik bagi rakyat, harusapdiakui hak-hak sosial dan ekonominya,
sehingga perlu dibentuk standar-standar dasarl steiaekonomi. Dikutip dari Mustafa Fakhri,
Hak Asasi ManusiaMateri Kuliah Hukum Tata Negara, (Depok: FHUIOB).

% Asshidigie,loc.cit.

®1 Asshiddigie,Pengantar llmu Hukum Tata Negardilid Il, (Jakarta: Konstitusi Press,
2006), hal. 85.

®2bid.
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dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para sarjaepesti John Locke, J.J.

Rousseuau, dan Thomas Hobgs.

Dalam konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbeshahddahwa hak
asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatagaku buas manusia
terhadap sesamanyhofnmo homini lupys Menurutnya keadaan seperti itulah
yang mendorong terbentuknya perjanjian masyaralkdand keadaan rakyat
menyerahkan hak-haknya kepada pengfiasa.

John Locke berpendapat justru yang sebaliknya bahamusia tidaklah
secara absolut menyerahkan hak-hak individunyadepanguasa. Hak-hak yang
diserahkan menurutnya hanyalah hak-hak yang barkastengan perjanjian
negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetaplabgrada masing-masing
individu. Setiap individu selalu memiliki hak-halang tak tertanggalkan yaitu
life, liberty, sertaestate Maka logis apabila tugas negara adalah memberikan

perlindungan kepada masing-masing individlu.

John Locke menguraikan secara rinci pada tulisangyperkaitan dengan
Revolusi 1688 the Glorious Revolution bahwa hak-hak tertentu individu-
individu sebagai manusia yang eksis secara “alaidk-hak yang mengemuka
tersebut adalah hak hidup, hak kemerdekaan damhi Menurut teori kontrak
sosial yang ditawarkannya, hak-hak individu tersefidak serta merta lepas
ketika individu-individu sepakat untuk membuat magdlarena hanya sebagian

% |bid, hal. 87.

® |bid., hal 88. Sebagaimana mengutip dari A. Appoddfae Substance of Politics
(India: Oxford University Press, 2005), hal. 24-2&pat diakses dihttp://books.google.co.id/
books?id=FdO_PQAACAAJ&dqg=appadorai+substance&lr=gaht=firefox-a>.

% bid., hal. 889-89. Sebagaimana mengutip dari John é,0tkn Essay Concerning the
true original, Extent, and of Civil Government”,lalam Robert N. Linscott (edsMan and The
State: The Political Philosophers(Random House, 1953), hal. 111, dapat diakses di
<http://books.google.co.id/books?id=qW8YAAAAMAAJ&eaThe+State:+ The+Political+Phi
losophers&dg=and+The+State:+The+Political+Philosopis&lr=&client=firefox-a>.
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hak yang diberikan kepada negara, maka negaralalg \aerkewajiban
menegakkan hak-hak terseBt.

Sementara itu, Rousseau melalui bukuny® Contract Social
menghendaki adanya suatu demokrasi di mana keeawaa di tangan raky3t.
Ketika itu berkembang pernyataan tidak puas darirkdorjuis dan rakyat kecil
kepada raja. Kemudian pada 1789 ditetapkan “PemapatHak-Hak Asasi
Manusia dan Warga Negara” yang disusul penetaparstkosi Perancis yang

pertama’®

Pemikiran-pemikiran liberal tersebut sangat begpemh pada dunia Barat
pada abad ke-18 dan ke-19, bersamaan dengan Rewodgsis. Kemudian
melancarkan pemikiran bagi timbulnya gelombang aagitevolusioner yang
kemudian mempengaruhi dunia Amerika Utara dan BBabe Amerika sendiri,
pada Deklarasi Kemerdekaan 4 Juli 1776 menyatakdiw#® setiap manusia
terlahir dalam keadaan yang sama, membuktikan adaeygaruh pemikiran
Locke?®

Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negaaack tersebut
dapat dikatakan banyak dipengaruhi oleh Deklarasm&dekaan Amerika
Serikat. Selanjutnya, kedua naskah deklarasi tatsgngat berpengaruh dan
merupakan peletak dasar bagi perkembangan univpesglangan hak asasi
manusia. Kedua deklarasi tersebut kemudian diswdeh The Universal
Declaration of Human Rightshun 1948°

Beberapa instrumen hukum internasional yang permitetapkan

mengenai hak asasi manusia antara lain sebagantatara tabel berikut.

% Arinanto,op.cit, hal. 74-75.

67 Jean-Jacques Roussederihal Kontrak Sosialterj. oleh Ida Sundari Husen dan
Rahayu Hidayat, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hal.

%8 Asshiddigieop.cit.,hal. 90.
% Arinanto,op.cit, hal 75.

0 Ashhiddigie,op.cit, hal. 91.
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Instrumen Terkait Hak Asasi Manusia

\

i
IS

ne

=

¢ Piagam PBB 1945Qharter of the UN
o Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948n{versal Declaration
of Human Rights
o Kovenan Internasional Mengenai Penghapusan SegaatulB
Diskriminasi Ras laternational Convenan on the Elimination of £
Form of Racial Discriminiation 195
Tingkat ¢ Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Ekonomi, i@odan
Dunia Budaya [nternational Covenant on Economi, Social and Guailkty
Rights 186p
e Kovensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Dighkasn
Terhadap Perempuagnvention on the Elimination of All Forn
Discrimination Againts Women 1979
¢ Konvensi Mengenai Hak-hak Anak@nvention on the Rights of ti
Child 1990
e Konvensi Eropa Mengenai Hak Asasi Manusi&urppean
Convention on Human Rights 1952)
e Konvensi Amerika Mengenai Hak Asasi Manusidmerican
Tingkat Conventipn on Human Rights 1969) _ _ _
Regional ° Deklaras_l Kairo Mengengl Hal_< Asasi Manusia Dalatanis(Cairo
Declaration on Human Rights in Islam 1990)
o Deklarasi BangkokRangkok Declaration 1993)
e Piagam Hak Asasi Manusia Asiddgian Human Rights Charte
1997
e Deklarasi Mengenai Hak-Hak Manusia dan Warga Ne
(Declaration of the Rights of Man and CitizenPerancis, 1789
Tingkat o Piagam Hak AsasB(ll of Rightg — Amerika Serikat, 1791
Domestik | e Piagam Hak AsasB(ll of Rightg — Afrika Selatan, 1996
o Pakta Hak Asasi Manusialman Rights Agt- Inggri, 1998
¢ UU Tentang Hak Asasi Manusia — Indonesia, UU NG@.8Bun 1999

jara

Tabel 1 — Instrumen Hukum Internasional Terkait Aslasi Manusia

1.2. Perkembangan Ide-lde Hak Asasi Manusia

Pada intinya ide-ide hak asasi manusia memainkeampn penting dalam

perjuangan melawan absolutisme politik. Hal iniadidnakan kegagalan negara

dan para penguasa dalam menghormati prinsip-prketebasan dan persamaan,

yang merupakan hal penting dari filosofi hukum avidé-ide hak asasi manusia
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juga mendapat pertentangan karena kemudian kurapat dditerima secara

filosofis maupun juga politis oleh kaum libefal.

Teori-teori hak asasi manusia cenderung mengasdh dua pandangan;
1) yang berdasarkan pada teori hukum alam, daar&) perlandaskan pada teori
relativisme budayad® Berdasarkan teori hukum alam, ada tiga pemikirangy
berkaitan dengan hukum alam, yaitu 1) hak asasusiardimiliki secara alami
oleh setiap orang berdasarkan bahwa seseorangrihlalsebagai manusia, 2)
hak asasi manusia diberlakukan secara universahdeesetiap orang tanpa
memandang lokasi geografisnya, 3) hak asasi mamsimbutuhkan tindakan

dari pihak lainnyd?

Para pendukung relativisme budaya menentang paadamgkum alam.
Universalitas yang ditawarkan teori hukum alam rpekan suatu penekanan dari
suatu budaya terhadap budaya lain yang kemudianadielabel imperialisme
budaya.® Menurut kalangan relativisme budaya, tidak adatusuzak asasi
manusia yang bersifat universal, maka itu teoriumikalam mengabaikan dasar
masyarakat dari identitas individu sebagai manuk@ena seorang manusia
selalu menjadi produk dari berbagai lingkunganjadatan budaya. Oleh karena
itu, hak asasi manusia yang berlaku bagi semuagopana segala waktu dan
tempat akan dapat dibenarkan jika manusia mengd&leatdaan desosialisasi atau
dekulturisasi?

Di antara dua pandangan tersebut, masih ada pgawgandangan dari
kaum positivis, Marxis, agamis dan lain-laffi.Menurut pandangan kaum

positivis, seperti misalnya Jeremy Bentham, merkgatabahwa hak asasi

™ Arinanto,op.cit, hal. 76, sebagaimana mengutip dari Westpncit, hal. 15-16.

2 Arinantg, Catatan Kuliah Hukum Hak Asasi Manusfdakarta: Program Pasca Sarjana
FHUI, 2010), hal. 22.

"3 Ibid.

" bid., hal. 24.
"% bid., hal. 25.
"®bid., hal. 22.
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manusia dijamin dalam konstitusi negara, undangrngd ataupun dalam
perjanjian lainnya. Namun gagasan ini akan merfjatliyang berbahaya apabila
dilaksanakan oleh suatu negara yang diperintah md@mmpin otoritarian. Fakta
sejarah membuktikan apa yang telah dilakukan ol@lerHdengan kelompok

Nazi-nya telah melanggar dan memanipulasi pandakaam positivis tersebut.

Menurut kaum Marxis, penolakan ide-ide hak as@miusia yang berasal
dari teori hukum alam didasarkan pada pemikiranmiaahegara atau kolektivitas
merupakan tempat penyimpanan dari semua hak asesism. Oleh karena itu
hak asasi manusia / individu baru dapat diakui flkgerkenankan oleh negara
atau kelompok dan tidak secara alami dimiliki ofe&nusia berdasarkan keadaan
alamiah pada saat kelahiranr{a.

Ide-ide hak asasi manusia yang bermunculan jugapakan produk dari
masanya. Hal ini merefleksikan proses kelanjutgarale dan perubahan yang
pada saat pertama dan sebagai akibat dari pengalumaulatif yang membantu
untuk memberikan substansi dan bentuk. Seoranghakiim dari Prancis, Karel
Vassak menawarkan teori perkembangan hak asasismatalam “tiga generasi”
yang berinspirasi dari slogan Revolusi Prancisuyéiierte (hak-hak politik),

egalite(hak-hak ekonomi, sosial dan budayeternite (hak-hak solidaritas}’

Generasi pertama adalah yang tergolong dalam &lalsipil dan politik,
terutama yang berasal dari teori-teori kaum refermpang bertalian dengan
revolusi-revolusi di Inggris, Amerika dan Pranciadp abad ke-17 dan 18.
Generasi pertama ini banyak dipengaruhi filsafditikoindividualisme liberal
dan doktrin sosial ekononaissez-faireyang meletakkan hak asasi manusia pada
terminologi “bebas dari” daripada “hak dari”. Pandan ini lebih menghargai

ketiadaan intervensi pemerintah atau negara daEmgpian martabat manusia.

" Ibid., hal. 23.
8 |bid., hal. 27.

9 Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indoreshal. 78,
sebagaimana mengutip dari Westop.cit, hal. 18.
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Hak-hak ini ternyatakan dalam konstitusi lebih dbfb negara dan juga dalam
deklarasi internasional dan kovenan-kovenan yatefagikan semenjak Perang
Dunia Il. Termasuk dalam pandangan ini adalah f&kymng dirumuskan dalam

Pasal 2-2Universal Declaration of Human Right$

Generasi kedua adalah yang tergolong dalam halekakomi, sosial dan
budaya yang berakar secara utama pada tradisiiso$landangan generasi ini
merupakan suatu respons terhadap pelanggaran-gatangdan penyelewengan-
penyelewengan dari perkembangan kapitalis serttik kterhadap konsepsi
kebebasan individual yang memberikan toleransi atabhkan melegitimasi
keadaan kelas pekerja dan kolonialisme. Pandamg#ermaktub dalam Pasal 22-
27 UDHR?!

Generasi ketiga adalah yang tergolong dalam hkksmdidaritas yang
merupakan sekonseptualisasi dari kedua generaselusetya. Pandangan
generasi ini dapat dipahami sebagai kebangkitan k#gatuhan negara-bangsa
dalam paruh kedua dari abad ke-20. Pandangan generaercantum dalam
Pasal 28 UDHR yang mencakup enam hak sekaliguty ¥aihak penegakan
sendiri terhadap politik, ekonomi, sosial dan bid&) hak pengembangan sosial
dan ekonomi, 3) hak berpartisipasi dan ikut menikrtexthadap warisan umat
manusia, 4) hak atas perdamaian, 5) hak atas keaseban lingkungan yang
nyaman, 6) hak atas kebebasan dari bencana hunedfiism

Menurut Richard Claude dan Burns Weston, ketiga fpertama adalah
hak-hak yang mewakili Dunia Ketiga untuk mendistsikan kembali kekuatan,
kekayaan dan nilai-nilai lain yang penting. Keenaak tersebut cenderung untuk
disebut sebagai hak-hak kolektif yang memerlukamhasbersama dari semua

kekuatan masyarakat untuk mencafai.

% Ipid., hal. 79.

* Ibid.

®2 Ibid., hal. 80.

8 bid., hal. 81, selanjutnya baca juga Wesloa.cit.
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Dalam kaitan tiga generasi perkembangan ide-idéMIHArsebut, patut
dipersandingkan dengan pendapat lain dari Jimhhilsligie yang menyatakan
bahwa pengertian konseptual HAM dalam sejarahunstn hukum internasional
telah melampaui empat generasi perkemban@amnerasi pertamanerupakan
permulaan pemikiran mengenai konsepsi HAM yang dérabkang dalam wacana
para ilmuwan sejak masa pencerahan hingga meningkajiadi dokumen hukum
internasional yang resnff:

Generasi keduanerupakan konsepsi HAM yang telah mencakup upaya
menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemakanomi, sosial dan
budaya, termasuk hak pendidikan, hak untuk menantgkatus politik, dan lain
sebagainyaGenerasi ketigadalah yang muncul pada 1986 dengan menawarkan
konsepsi baru tentang HAM yaitu yang mencakup peiagemengenai hak atas -
atau untuk — pembangunan ataight to Development Terakhir, generasi
keempatadalah yang melandaskan pada pemikiran bahwagamnsHAM tidak
cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan keknagang vertikal, namun
mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yangabdrsrizontal, antar

kelompok masyarak&t.

1.3. Hak Asasi Manusia di Indonesia
1.3.1. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia
Dalam perspektif historis Indonesia, dapat diteamuladanya beberapa

perdebatan yang berpengaruh kepada upaya perurkasaepsi HAM menurut

Indonesia, di antaranya dalam persidangan Badaryekdik Usaha-Usaha

8 Asshiddigie Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan HalsAdvianusia
Dewasa Inj makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas tenReidkembangan Pemikiran
Mengenai Hak Asasi Manusia, (Jakarta: The Habilget@, 2000), hal. 9.

% Ibid., hal. 9.
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Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persidparerdekaan Indonesia

(PPKI) sebelum masa kemerdekaan pada 1945.

Dalam rapat BPUPK tanggal 15 Juli 1945, pdoanding fathers
menyatakan tentang perlu tidaknya pengaturan tgritekiM dicantumkan dalam

undang-undang dasar. Dalam rapat tersebut, Soekangatakari’

“[...] maka dari itu, jika kita betul-betul hendaknendasarkan
negara kita kepada paham kekeluargaan, paham telong
menolong, paham gotong royong, dan keadilan sostaka
hilangkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham imtualisme
dan liberalisme daripadanya.”

Berbeda dengan Seokarno, Mohammad Hatta justruyatedan hal
sebagai berikuf®

“[...] Kita menghendaki negara pengurus, kita memban
masyarakat baru yang berdasar pada gotong royorgspha
bersama; tujuan kita adalah memperbaharui masyataKatapi
di lain pihak kita jangan memberikan kekuasaan ydiugk
terbatas kepada negara untuk menjadikan di atagreegaru itu
suatu negara kekuasaan.”

Pada dasarnya apa yang disampaikan dua tokoh rpeadublik ini
memiliki kesamaan, yaitu hendak mendirikan neganmagymengurusi rakyatnya.
Namun bagi Hatta, negara semacam itu tidak serttandapat mengambil
seluruh hak-hak individu warga negara agar penguksa kekuasaan yang
dijalankan tidak represif. Oleh karena itu undangang dasar dipandang perlu

mengatur mengenai hak asasi mantia.

% Arinanta, op.cit, hal. 52, sebagaimana mengutip dari Muhammad Yahskah
Persiapan Undang-Undang Dasar 194Bakarta: Yayasan Prapanca, 1959), hal. 61-4&2,782
dan A.H.NasutionMemenuhi Panggilan Tugas, Jilid 7: Masa Konsolid@sde Bary (Jakarta:
CV Haji Masagung, 1989), hal. 289-295.

8 bid., hal. 8, sebagaimana mengutip dari Yammgit, hal. 296-297.
8 bid., hal. 9, sebagaimana mengutip dari Yarmmgit, hal. 299.

8 |bid. Ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur hak asasusia diantaranya adalah
Pasal 28 yang diantaranya menyatakan kemerdekaseriBat.
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Masa Republik Indonesia Serikat 1949-1950, KomsititRIS memuat
ketentuan mengenai hak asasi manusia yang lebilyakamlan lengkap
dibandingkan dengan UUD 1945. Pengaturan HAM tataalam bagian V
yang berjudul “Hak-hak dan Kebebasan-KebebasanrDdaausia” yang terdiri
27 pasal, dari Pasal 7 sampai Pasal 33. Hal yamika juga sama dalam masa

keberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara ¥950.

Dalam periode keberlakuan kembali UUD 1945 sejdkil51959, banyak
pihak berusaha untuk melengkapi ketentuan mendealaiasasi manusia yang
dianggap minim terkandung dalam undang-undang dad@alnya dengan
Piagam HAM yang dilakukan oleh Majelis PermusyawareRakyat Sementara.
Selain itu ada pula “Nota MPRS Kepada Presiden@RRR tentang Pelaksanaan
Hak-hak Asasi’. Namun karena berbagai alasan, magersebut tidak jadi
diberlakukar’*

Setelah periode tersebut, yaitu dalam periode Retakan Orde Baru,
kata hak asasi manusia seolah-olah menghilandgdarus sehari-hari, dan hanya
dipergunakan secara terbatas di kalangan parahakiim, aktivis mahasiswa,
aktivis HAM. Hak asasi manusia kemudian mengalamsandiam yang panjang.
Hal ini menjadi fakta yang dapat menjelaskan meaghfemui permasalahan hak
asasi manusia di Indonesia, yang tidak hanya sekddfnisi namun juga
berkaitan dengan pemahaman terhadap ide-ide dasdratk asasi manusia, asal-

usul, substansi dan mekanisme penegakafmya.

Pemerintahan Orde Baru seakan-akan bersikap emadap eksistensi
terhadap suatu instrumen hukum hak asasi manust@gapSpertanyaan yang
mengarah kepada perlunya suatu Piagam HAM, cengemtuk dijawab bahwa

% |pid., hal. 10.
1 |bid., hal. 11-12.

%2 Todung Mulya Lubis,In Search of Human Rights: Legal-Political Dillemax
Indonesia’s New Order, 1966-199%.J.D Dissertaion, (Berkeley: Boalt Hall Law Sche-
University of California, 1990), hal. 13, dalam @atArinanto,Bahan Bacaan Politik Hukum, 2
(Jakarta: Program Pasca Sarjana FHUI, 2001).
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Piagam semacam itu tidak dibutuhkan, karena mas#&#e¥l telah diatur dalam

berbagai peraturan perundang-undarigan.

1.3.2. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hukum positif Indonesia mendefinisikan hak asasanosia sebagai

berikut*

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang raelgkda
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk T ufeng
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajibrdiag,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukurman
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sebagai lawan ataupun kebalikan dari hak, harwsiahsuatu kewajiban. Hal ini
merupakan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dandy#an. Oleh karena itu,
selain hak asasi, manusia juga memiliki kewajibasad antara manusia yang satu
terhadap yang serta terhadap masyarakat. Secaratifopula, kewajiban dasar
manusia dapat didefinisikan sebagai beriRut:

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajipang
apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkanalesbhnanya
dan tegaknya hak asasi manusia.

Latar belakang keberlakuan UU HAM tersebut diawkditika masa
transisi dari masa otoritarian ke masa demokrada paeriode 1998. Diawali
dengan keluarnya Keputusan Presiden B.J. Habibi@29oTahun 1998 tentang
“Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indosmel998-2003" (RAN
HAM) pada 15 Agustus 1998

% Arinantg Hukum dan Demokragijakarta: Ind-Hill Co., 1991), hal. 30.

% IndonesiaUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Aasiusia Pasal
1 angka 1.

% |bid., Pasal 1 angka 2.

% Arinanto,Hak Asasi Manusia . . hal. 15.
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Dalam Keppres tersebut antara lain ditegaskan &8aRAN HAM akan
dilaksanakan secara bertahap dan berkesinamburagam duatu program lima
tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan sdiimp tahun®’ Untuk
melaksanakan RAN HAM akan dibentuk suatu Panitiasicdel yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepaekider®

Selanjutnya pada 13 November 1998, MPR memberiakikAP MPR
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Padanya Ketetapan
MPR tersebut menugaskan kepada Lembaga-lembagg tiegara dan seluruh
aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, menyebarluaskan
pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada sehasyarakat melalui
gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dggurignjawabnya sebagai
warga negara’

Berlandaskan pada Ketetapan MPR tersebut, pad@abh23 September
1999 diberlakukanlah UU No0.39 Tahun 1999 tentang Asasi Manusia sebagai
mana telah dinyatakan sebelumnya. Dalam undangagndai mengatur
mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasasimaserta ditegaskan
beberapa hak yang berkaitan dengan kewajiban daaausia. Hak-hak asasi
manusia dan kebebasan dasar manusia yang ditetdpkan UU HAM tersebut
antara lain meliputi: Hak untuk hidup; Hak berkefism dan melanjutkan
keturunan; Hak mengembangkan diri; Hak memperoleaditan; Hak atas
kebebasan pribadi; Hak atas rasa aman; Hak atagakésraan; Hak turut serta

dalam pemerintahan; Hak wanita; Hak anak.

Peristiwa penting selanjutnya dalam proses peragakk asasi manusia
di Indonesia adalah dengan ditetapkannya PerubKeadlna UUD 1945 yang

" Indonesia,Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 tentang Renttak Asasi
Manusia IndonesiaPasa. 1 ayat (3)

% bid., Pasal 2 ayat (1).

% Majelis Permusyawaratan Rakyat Retetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang
Hak Asasi ManusiaPasal 2-3.

1% |ndonesialyndang-Undang No.39 Tahun 199at dalam Pasal 9-66.
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mengatur perihal hak asasi manusia dalam bab khymtis BAB XA. Maka
dengan demikian, Pasal 28 UUD 1945 menjadi bebepagal dan ayat, yaitu
Pasal 28, Pasal 28A hingga Pasal 28J. Namun demikgdentuan mengenai hak
asasi manusia dalam undang-undang dasar tidak $ebégai upaya sinkronisasi
dengan TAP MPR No.XVII/MPR/1998 dan Keppres No.T2&un 1998. Karena
ada kemiripan dalam redaksional peraturan-perateragbut.

Perbandingan beberapa ketentuan mengenai hak asasisia yang
disebutkan sebelumnya dapat dilihat dalam tabékime'®*

BAB XA TAP MPR Nomor
UUD 1945 UU No.39 Tahun 1999 XVIIMPR/1998
Pasal 28A Pasal 9 ayat (1) Pasal 1

Setiap orang berhak untu
hidup serta berhak unty
mempertahankan hidup da
kehiduapannya.

IkKSetiap orang berhak unt
khidup,
amidup dan meningkatkan

mempertahankanhidup,

IkSetia orang berhak untuk
mempertahankan
hidup dan kehidupannya

Pasal 28A

Setiap
membentuk  keluarga d3
melanjutkan keturuna
melalui perkawinan yang sal

orang

berhakSetiap

Pasal 10 ayat (1)

orang
mMembentuk suat
1.keturunan melalu
perkawinan yang sah.

berhakSetiap

nkeluarga dan melanjutkanmelanjutkan

Pasal 2

=

orang berha
umembentuk keluarga ds
keturuna
melalui perkawinan yan
sah.

MD:

Pasal 28C ayat (1)

Pasal 11

Setiap orang berh

pemenuhan

kSetiap orang berhak at;
mengembangkan diri melaluipemenuhan

dasarnya, berhak mendapatan berkembang sec
pendidikan dan memperoleHayak.

manfaat dari iIm

pengetahuan dan teknologi,

seni dan de
meningkatkan kualita:
hidupnya dan de

kesejahteraan umat manusi

budaya

iPasal 13

> Setiap orang berhak untulSetiap orang berhak untuk
dgmmengembangkan
‘'memperoleh manfaat dgrmemperoleh manfaat dari
danilmu
teknologi, seni dan budayaeknologi, seni dan budaya
meningkatkan demi

' mengembangkan
ilmu  pengetahuan

demi

kebutuharpemenuhan
kebutuhardasarnya untuk tumbu

Pasal 3

aSetiap orang berhak atas
kebutuhan
h
ra

hdasarnya untuk tumbu
rdan berkembang sec
layak.

Pasal 5

ddan

pengetahuan dan

meningkatkan

191 selengkapnya dapat |

ihat Arinant.cit.,hal. 21-31.
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kualitas hidupnya da
demi kesejahteraan um
manusia.

nkualitas hidupnya da
atlemi kesejahteraan um
manusia.

-

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berha
memajukan
memperjuangkan hakny
secara kolektif untuk
membangun

bangsa dan negaranya.

Pasal 15

kSetiap  orang

secara kolektif

bangsa dan negaranya.

berhakSetiap
dirinya dalammemajukan dirinya dalammemajukan dirinya dalam
amemperjuangkan haknyamemperjuangkan haknya
untuk secara
masyarakatmembangun masyarakatmembangun masyarakat,

Pasal 6

orang  berhak

kolektif  untul

bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak at;
pengakuan, jaminan
perlindungan dan kepasti
hukum yang adil sert
perlakuan yang sam
dihadapkan hukum.

Pasal 3 ayat (2)

aSetiap orang berhak atasetiap orang berhak atas

Pasal 7

1,pengakuan, jaminan,pengakuan, jaminan,
perlindungan dan perlindungan dan
akepastian hukum yangkepastian hukum yang
aadil serta perlakuan yangadil
sama dihadapkan hukum
Pasal 8
Setiap orang  berhak
mendapatkan  kepastian
hukum dan perlakua

yang sama dihadapkan
hukum.

Tabel 2 — Ketentuan Mengenai Hak Asasi Manusiadiohesia

2. Hak Asasi Manusia At

as Air

2.1. Latar Belakang Pengakuan Hak Asasi Manusia Atas Air

Salah satu latar belakang pengakuan hak asasi raaat#s air adalah

kelangkaan ainygater scarcity. Menurut data awal dekade ini, sekitar tahun 2000

perhitungan air di dunia dapat diperkirakan men8P6 air tawar feshwatey

dan 97,5% merupakan air lasa(twate).'® Dari 2,5% air tawar tersebut, 87%-

192 sumber data diambil dari Shiklomanov and Rodda0320dapat diakses di
<http://www.greenfacts.org/en/water_resources/fitgaiioxes/8.hte.
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nya merupakan egaciers permanen. Sisanya sekitar 13% merupakan air darat

dan air danau/sungai yang terdapat risiko tercerolasi'®®

Perkiraan lain yang timbul berdasarkan konfigudhsiribusi air tersebut,
dan juga dikarenakan perubahan iklim global, malkdarigkaan air wWater
scarcity) akan meningkat sebesar 20% dalam 25 tahun ke dé&pasisi lain,
penduduk terus bertambah dan kebutuhan lahan ertantuk memberi makan
penduduk bumi juga semakin bertambah pfiaData tersebut didukung oleh
banyak hasil studi. Salah satunya adalah suatuyasg dibuat olelnternational
Water Management Institut@WMI), sebuah pusat penelitian di bawah badan
bernamaConsultative Group on International Agricultural §=arch(CGIAR).X%
Dari hasil penelitiannya, IWMI mendapati bahwa sgga penduduk dunia
diperkirakan akan mengalami kelangkaan air yangpaalam jangka sampai

dengan tahun 202%°

Kelangkaan air itulah yang mendorong badan-badaruargan
internasional dan negara-negara pemodal itu membaasuk air ke dalam
kerangka pikir ekonomi kapitalisme, yakni bahwa skim langka suatu benda,
semakin tinggi nilai ekonominya. Seolah-olah mereBank Dunia dan negara-
negara pemodal- menafikan bahwa air memiliki S&iagai barang/benda publik

yang dapat dinikmati secara bersama-sétha.

103 The Environmental Agency, hitp://www.environment-agency.gov.uk/
commondata/103196/106426?lang=. e

194 Rosemary Lyster, “The Current Status of Water limiMew South Wales.” Makalah
dalam seminar tentang Water Law Reform in New SoMales, the Faculty of Law, the
University of Sydney, 22 September 2004, dapatsdialdi $ttp://www.water.nsw.gov.au/Water-
management/Law-and-policy/Law-and-Policy/defaufbas

1% The Consultative Group on International AgricultireResearch (CGIAR)
<http://www.cgiar.org.

1% pavid Seckleret.al, World water demand and supply, 1990 to 2025: Sdesand
issues.Research Report 19. (Colombo, Sri Lanka: IntermafioNater Management Institute,
1998), hal. 7.

197 padahal dalam Paragraf 1 Komentar Umum No.15 tikga bahwa : Water is a
limited natural resource and a public good fundataérfor life and health. The human right to
water is indispensable for leading a life in hunthignity.”
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Pada awalnya, komunitas internasional menganggagehiagai barang
ekonomis sebagai upaya untuk menjaga pemakaiayaag efisien dengan cara
pengaturan harga. Namun kemudian komunitas intemalsmulai beranggapan
bahwa hak atas air harus dijamin oleh negara (petab) karena masih banyak
manusia yang memiliki keterbatasan terhadap alairséu keberlakuan hak atas
air tentunya juga menjadi penunjang keberlangsunganegakan hak asas
lainnya, seperti hak untuk hidup dan mendapatkaehetan yang layaR®

Forum pertama yang menyatakan bahwa air sebagagk@atomi adalah
Dublin Statemenpada 1992 yang menyatakan bahwa air memiliki ekainomi
dalam setiap pemakaiannya, maka harus dianggapmaebarang ekonomis.
Walaupun pada dasarnya, banyak yang menentang temsebut karena
menganggap kebutuhan dasar manusia adalah air dars ldijamin akses

terhadapnya tentunya dengan harga yang terjanigkau.

Pada Rio Earth Summit 1982 sebagai tindak lanjut dari Konferensi
International tentang Air dan Lingkungan yang dsiakakan di Dublin pada tahun
yang samar’ Di dalam konferensi itu, lahir apa yang disebuiagmi “Prinsip-
prinsip Dublin” @ublin Principley, yang memuat pedomatt:

1. Air tawar (fresh water) merupakan sumber daya alam
yang bersifat terbatas (finite) dan rawan atau miuda
tercemari  (vulnerable), yang amat pokok bagi
keberlangsungan  kehidupan, @ pembangunan  dan
lingkungan;

2. Tata pengaturan dan pengembangan air seharusnya
didasarkan pada pendekatan partisipatoris, yang

198 Erik B. Bluemelop.cit, hal. 962-963.
199 hid., hal. 963-964.

110 Rio Environmental Summit, resminya dinamak&inited Nations Conference on
Environment & Development,” berlangsung Riio de Janeiro, Brazil pada pada 3-14 Juni
1992. Konferensi tersebut melahirkan sebuah kesg¢gak/ang dikenal dengan sebutan “Agenda
21". <http://www.brainyhistory.com/events/1992/june_3 219966824.htnH.

11 nternational Conferernce on Water and the Envirent, Dublin, 1992.

12| ihat Dublin Principles di kttp://www.thewaterpage.com/ SolanesDublin.ktml
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melibatkan peran serta para pengguna, perencana dan
pembuat kebijakan pada semua tingkatan;

3. Kaum perempuan memainkan peranan yang sentral
dalam penyediaan, pengaturan dan penyelamatan
sumber;

4. Air mempunyai nilai ekonomis bagi semua penggunanya
yang bersaing dan selayaknya diperlakukan sebagai
benda ekonomi (economic goads)

Atas dasar Prinsip Dublin itulah World Bank menyusian mengubah
kerangka kebijakannya sejak 1993 khususnya mengemalber daya air. Untuk
selanjutnya Bank Dunia “memaksakan” kerangka kkhiaya tersebut kepada
negara-negara debitur. Jika selama tiga dekadeluseina Bank Dunia
memfokuskan investasinya pada infra struktur sundlaga air, maka sejak 1993
Bank Dunia mengalihkan perhatiannya pada reforrhekum dan institusional

untuk mengefisienkan mekanisme pasar air dtiiia.

Bank Dunia dan negara-negara pemodal yang adaakdmgnya hendak
menjadikan air sebagaeconomic good,sebagaimana tampak padaublin
Principles Hal ini tidak lepas dari latar belakang yang heatitkemukakan bahwa
air telah, sedang dan akan menjadi barang yangksemaagka. Memperlakukan
air sebagai barang ekonomi akan berdampak timbukegalakadilan apabila
dilakukan tanpa batasan. Oleh karena itu setiapygui@an air tentu akan
memerlukan biaya yang tidak sedikit, pada akhirakan dibebankan kepada
konsumen. Pada kondisi tertentu, ada sebagian ma&ksyayang tidak dapat

menjangkau harga air terseBtit.

Ada yang beranggapan bahwa agar pelayanan air dhjp&sanakan
secara terus menerus dengan baik dan efisien, make dilakukan dengan
privatisasi pelayanan air. Privatisasi pelayanardapat dilaksanakan mengingat
keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh negamnduk melaksanakan

113 |ihat World Bank,Water Resources ManagemefiVashington D.C.: The World
Bank, 1993), hal. 1-5.

114 Bluemel,op.cit.,hal. 964.
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pelayanan air untuk seluruh masyarakatnya, oletenkaritu swasta dapat

dilibatkan demi terjaganya kualitas layanan perseliair bersifi*®

World Health Organization (WHO) telah menegaskahwza harga air
harus terjangkau. Harga air tidak boleh lebih 6% pengeluaran seorang
wargal'® Namun di Cochabamba, Bolivia seorang warga harasgeluarkan
sekurangnya 25% untuk membayar kebutuhan airnymaterjadinya kelangkaan

sumber air!’

Sebagai upaya pemecahan masalah tersebut, orgamgsamasional
mengambil langkah menetapkan bahwa air tidak kelgagai barang ekonomi tapi
air harus dianggap sebagai hak sosial dan buddgh. Karena itu, ada beberapa
pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu 1) menganbgé atas air sebagai sub
ordinat dari hak asasi manusia yang diatur dalanamen internasional tentang
hak asasi manusia (misalndl of Human Rights 2) menganggap hak atas air
sebagai sub ordinat dari hak lainnya, misalnya Issial dan budaya
International Covenant on Economic, Social and @k Rights(ICESCR), atau
3) menganggap air sebagai hak yang berdiri sers#ihingga negara wajib untuk

menjamin pemenuhanny&

115 pid., hal. 965.

116 pada 2000, WHO menyatakan bahwa sekitar 1,1 naiteang di dunia tidak mendapat
akses kepada sumber daya air dengan jumlah seyaak®d liter per hari untuk memenuhi
kebutuhan orang tersebut akan air. WHO juga mehkgathahwa sekitar 2,4 miliar orang di dunia
tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Oleh karnharga air harus terjangkau agar setiap orang
mendapatkan akses yang memadai terhadap sumbeaidalgn sanitasi. Lihat WHQhe Global
Water Supply and Sanitation Assessment 2@éneva,: 2000), hal. 1.

" 1bid., hal. 966.

Bank Dunia pada tahun 2000 menyatakan tidak akaninj@mkan US$ 25 juta kepada
Bolivia kecuali pemerintah Bolivia melakukan prigatsi sumber mata airnya. Sejak sumber mata
air di Chocabamba telah di privatisasi, akses ganinpipa air yang terakhir sebenarnya telah
menurun dari 70% menjadi 40%. Kondisi menipisnyalser mata air di Chocobamba, memaksa
perusahaan “Aguas Del Tunari” harus menaikan haigasesuai dengan stok yang tersedia,
dengan demikian berlaku teori permintaan dalam ikonomi.

18 phid., hal. 967.
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2.2. Perkembangan dan Konsepsi Hak Asasi Manusia Atas Ai

Pembahasan dalam sub-bab ini hendak diawali dgmgamis bahwa tidak
ada manusia yang menolak kedudukan air sebagaiesuieipenting kehidupan.
Walaupun demikian, dalam konteks hak asasi manad@,yang secara skeptis
mempertanyakan keperluan memasukkan hak ataskaigaehak asasi manusia
yang sifathya mandiri. Alasan yang biasa dikemukalkaalah bahwa pada
kenyataannya air telah masuk menjadi bagian yamegral dalam hak-hak
fundamental manusia yang lain, sehingga memperkzgandnak atas air agar
diakui menjadi hak asasi manusia yang mandiri medap usaha yang sia-sia dan

buang-buang waktt?

Pada awalnya, hak asasi manusia diatur secara ushamntidak secara
tegas membahas keseluruhan. Salah satu hak daspdigur dalam aturan hak
asasi manusia adalah hak untuk hidup. Hak atadiamiggap sebagai subordinat
dari hak untuk hidup?® Menetapkan hak atas air menjadi hak asasi mayasig
berdiri sendiri merupakan suatu proses perubahasdptual hak asasi manusia di
mana dahulunya hak atas air secara konseptual gipngebagai hak derivatif
yang lahir dari hak-hak fundamental lainnya, apat@amasuk dalam salah satu

cabang hak asasi manusia atau dapat berdiri seffdiri

Tahun 1977 tercatat sebagai titik awal dari usahd Pada tahun itu,
sebuah Konferensi International PBB yang pertamtatey air diselenggarakan di
Mar del Plata, Argentina. Konferensi tersebut méarmg&an sebuah resolusi yang

berbunyi:

1930hn Scanlon, et.alWyater as Human Right (Cambridge, UK: IUCN, 2004), hal. 13.

120aAmy Hardberger, “Whose Job Is It Anyway?: Governtaébligations Created by
the Human Right To Water41 Texal International Law Journ&i33 (2006), hal. 534.

21 |bid., hal.537. Baca juga Saby Ghoshray, “Searching Hiaman Rights to Water
amidst Corporate Privatization in India: Hindust@oca-Cola Pvt. Ltd. v. Perumatty Grama
Panchayat,19 Georgetown International Environmental Law Rev@&t3,(2007), hal. 668.

122 Hamid Chalid, Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukain di
Belanda, India dan Indonesidisertasi Doktor lImu Hukum FHUI, (Jakarta: Pragr Pasca
Sarjana Strata 3, 2009), hal. 151.
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"All peoples [...] have the right to have access m'tmldng water
in quantities and of a quality equal to their basieds.**

Dalam konvensi tersebut mewajibkan kepada pemérintantuk
mengambil seluruh langkah dalam menjamin kehidupamg layak termasuk
ketersediaan sarana air bersih. Selain itu jugagaten hal-hal teknis mengenai
pembagian sumber air. Konferensi mengharuskan adaranajemen pembagian
sumber air yang menyangkut program, perlengkapanirgditusi sebagai upaya
koordinasi di antara negara-negara yang berfd@olusi tersebut dapat pula
dilakukan dengan pendekatan “permasalahan glohaishdiselesaikan dengan
solusi global.” Karena kelangkaan air di suatu tantpntu akan memberikan efek

negatif ke beberapa tempat di sekitarfiya.

Beberapa produk hukum internasional lain juga umgrkkan hak-hak
fundamental yang diakui secara eksplisit, sedangkak atas air hanya
merupakan aturan yang implisit atau bersifat pédapg Maksudnya, tanpa hak
atas air, hak-hak yang lain pada dasarnya tidaktdifegakkan. Hak untuk hidup
(right to life) dan hak untuk sehatight to health) secara eksplisit dinyatakan
dalam Universal Declaration of Human Rights (DektarUmum Hak Asasi
Manusia 1948/DUHAM 1948}

Pada awalnya komunitas internasional menganggasediagai barang
ekonomis, sebagai upaya untuk menjaga pemakaiaraiag efisien dengan cara
pengaturan harga. Namun kemudian komunitas intemalsmulai beranggapan
bahwa hak atas air harus dijamin oleh negara (petab) karena masih banyak

manusia yang memiliki keterbatasan terhadap alairséu keberlakuan hak atas

123 |pid., sebagaimana mengutip dari The United Nation Watmference, Mar del Plata,
Argentina, 14-25 Maret 1977.

124 Hardbergerop.cit, hal. 544.
125 Hardbergerop.cit, hal. 546.

126 1bid., sebagaimana mengutip dari Universal Declaratifn Human Rights
1948, General Assebly Resolution 217 A (111), 10cBeber 1948.
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air tentunya juga menjadi penunjang keberlangsunganegakan hak asas

lainnya, seperti hak untuk hidup dan mendapatkaehetan yang layak’

Forum pertama yang menyatakan bahwa air sebagaek@atomi adalah
Dublin Statement pada 1992 yang menyatakan bahwaeaniliki nilai ekonomi
dalam setiap pemakaiannya, maka harus dianggapyaebarang ekonomis.
Walaupun pada dasarnya, banyak yang menentang tesebut karena
menganggap kebutuhan dasar manusia adalah air dars ldijamin akses

terhadapnya tentunya dengan harga yang terjarigkau.

Pada tahun yang sama, PBB mencanangkan “Agendaa&ai United
Nations Conference on Environment and Developr{dikenal dengan sebutan
“Earth Summit”), yang diselenggarakan pada bulam 1992 di Rio de Janeiro.
Dalam dokumen tersebut, khususnya Chapter 18 yamyanmgkut Perlindungan
atas Kualitas dan Suplai Sumber Daya Air Tavirot{ection of the Quality and
Supply of Freshwater Resourgeglisebutkan tentang pentingnya air dalam
seluruh aspek kehidupan, dan bahwa air telah sentakgka. Tetapi tidak ada
satu kalimat pun di dalamnya yang menyebutkan bahiwatau akses kepada air
adalah hak asasi manusfdSelain itu ada banyak rencana-rencana actioh
plang lain yang dibuat oleh PBB selama tahun 1990an i@nkain Cairo,
Copenhagen, Bejing dan Roma) yang menjelaskannugyta air sebagai faktor
kunci untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, lammva kekurangan air,

pada sisi yang lain, merupakan hambatan utama dagambangunatt’

Selanjutnya pada tahun 2002, tB€OSOC Committee on Economic,
Social and Cultural Rightsmenyampaikan sebuah pernyataan bahwhe

127 Erik B. Bluemel, “The Implications of Formulating Human Right to Water’31
Ecology Law Quarterly 9572004), hal. 962-963.

128 |pid., hal. 963-964.

129 Chalid, op.cit.,hal. 154. Lihat UN Departement of Economic of Sbcia
Affairs, Division of Sustainable DevelopmentAgenda 21 - Chapter 18dalam
<http://www.un.org/esa/sustdev/documents/ agendaglish/agenda2lchapter18.hitm

130 hid., hal . 155.
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Committee has been confronted continually with spdead denial of the right to
water (...)." Lembaga yang berada dalam naungan PBBelatskemudian
menerbitkan General Comments on the Right to Wa{&eneral Comments No.

15/GC-15) yang antara lain memuat penyataan:

The human right to water entitles everyone to cietfit, safe,
acceptable, physically accessible and affordabletewafor
personal and domestic uses. An adequate amoumtf@frsater is
necessary to prevent death from dehydration, redheerisk of
water-related disease and provide for consumptioogking,
personal and domestic hygienic requirements.

Inilah kesempatan pertama hak atas air secardigkdpsebut sebagai hak
asasi manusia dalam sebuah dokumen rédnekalipun GC-15 ini bukan
produk hukum dan karenanya tidak mengikat, tetapmierupakan dokumen
terpenting yang dapat melandasi penyusunan selarareisi internasional yang
tegas dan eksplisit menyebut hak atas air sebagli dsasi manusia yang

mandiri 13

GC-15 memiliki beberapa pengaruh walaupun bukaoaelaturan yang
mengikat.Pertama GC-15 memberikan dukungan yang kuat terhadapateskair
sebagaimana telah ditegaskan dalam CEDAW 1979 alkeemten lainnyaKedug
GC-15 memerintahkan bahwa negara-negara yang bgrtag jawab dalam
menyediakan air minum dan harus memenuhi syaraétskaantitas, kualitas dan
aksesbilitas. Beberapa negara telah menyertakafhahayang diatur dalam
dokumen tersebut ke dalam kebijakannya masing-masalah satunya adalah
Afrika Selatan yang menjamin hak atas air untukursgél warga negaranya
melalui undang-undang dan beberapa putusan peagddilSelain itu Komite
juga menekankan bahwa air harus diperlakukan ledifagai Social and cultural

131 UN ECOSOC, Committee on Economic, Social & CultiR@hts, General Comments
No. 15 The Rights to WateArticle 11.

132 Bluemel,op.cit.,hal. 971.
133 Chalid loc.cit.

134 Hardbergerop.cit, hal. 539
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goods, bukan sebagai €conomic goosl' yang secara jelas menyuarakan

penentangannya terhadap gagasan komersialisakod@ditisasi ait->

GC-15 ini bukanlah sebuah perjanjiagapi merupakan hasil interpretasi
Committeeon Economic, Social and Cultural Righ(€ESCR) atas Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial damlaga the International
Covenant on Economic, Social and Cultural RightsCESCR)*® ICESCR
merupakan produk hukum yang mengikat, tetapi G@edkk demikian, walaupun
pada gilirannya CESCR/ECOSOC dapat menerapkan ddnigihgkah yang dapat
‘memaksa’ negara-negara untuk melaksanakan Koveitan berdasarkan
interpretasi ECOSOC. Hal ini dimungkinkan karena -TfC didasarkan atas
ketentuan-ketentuan dalam ICESCR dan ketentuan uBUHAM seperti hak
untuk hidup dan hak atas kesehatin.

Terkait dengan peran negara sebagaimana “dipaksha’ ®C-15, pada
dasarnya, negara memiliki 3 kewajiban dalam pem&muhak asasi, yaitu
1l)kewajiban untuk menghormati hak asasi, 2) melakugencegahan terhadap
pelanggaran dari pihak ketiga dan 3) kewajiban kintenjamin pemenuhan hak-

hak asasi manusia tersebiit.

Belakangan timbul pendapat bahwa bila negara tidaknpu menjamin
pemenuhan hak-hak asasi manusia atas air, mak&geay air dilakukan oleh
pihak ketiga. Negara harus melakukan pengaturliadep kepatutan penguasaan
terhadap sumber air, keterjangkauan harga, janaraadap kesehatan air. Demi

terwujudnya hal-hal tersebut, suatu sistem pengattmarus dibuat. Dapat pula

135 UN ECOSOC Comittee, General Comment No. 15, pamg85.

136 |CESCR telah diratifikasi oleh Indonesia melaluidangUndang Nomor 11 Tahun
2005 tentang Pengesahamernational Covenant on Economic, Social and @alt Rights
(Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dandad.

137 Chalid, op.cit.,hal.158, sebagaimana mengutip dari Celine Debreh#, Right
to Water: from concept to implementatiivexico: World Water Council, 2006) hal. 8.

138 Mellina Williams, “Privatization and The Human Rigto Water: Challenges for The
New Century,”28 Michigan Journal of International Law 462007, hal.487.
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dibentuk suatu badan pengawas independen, pasiisipablik, dan sanksi

terhadap pelanggarar.

Tanggung jawab korporasi dalam pemenuhan hak atagelah pula
diatur, terutama yang berkaitan dengan privatis&rsiHal tersebut telah diatur
dalam The Norms on the Responsibilities of Transnatio@alporations and
Other Bussiness Entities with Regard to Human RigbiN Draft Norms)*°
Dokumen tersebut mengatur kewajiban perusahaasna@aimonal untuk menjamin
pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatun dhaileum nasional dan
hukum internasional. Dokumen tersebut juga mewajiblperlindungan dan
pemenuhan terhadap hak atas air kepada pihak aligat dalam privatisasi
air4

Beberapa instrumen hak asasi manusia yang di befaiRBB yang secara
eksplisit menyebutkan hak atas air, antara labagaimana terlihat dalam tabel

berikut inil*?

Instrumen HAM mengeng

i
Hak Atas Air Ketentuan Pasal

No.

1. [|Universal Declaration  ofArticle 3
Human Rights 1948
“Everyone has the right to life, liberty apd
(Deklarasi Umum Hak Asasgsecurity of persoi

Manusia)
Article 25
“Everyone has the right to a standard| of
living adequate for the health and well-
being of himself and of his family,
including food, clothing, housing and
39 bid.

140 pid., hal, 4809.
141 pid., hal, 490.

142 Kompilasi instrumen hukum internasional tentands h#as air, lihat dalam Chalid,
op.cit, hal. 152-154.
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medical care and necessary social sery

[.]"

Convention on the EliminatigrArticle 14

of All Forms of Discriminatior
against Women

2. State parties shall take all appropriate

ices

measures to eliminate discriminatipn
(Konvensi tentang| against women [...
Penghapusan Segala Benjuk
Diskriminasi tehadap(h) To enjoy adequate living conditions,
Perempuan) particularly in relation to housing,
sanitation, electricity and water supply,
transport and communication.
Convention on the Rights of tharticle 24
Child
(2) State Parties shall pursue full
(Konevensi tentang Hak-hgkmplementation of this right and, |n
Anak) particular, shall take appropriate
measures:

) [...Jthrough the provision of adequ

taking into consideration the dangers
risks of environmental pollution;]...]

International Covenant
Civil and Political Right&*

d

(Kovenan Internasional
Sipil dan Politik).

rticle 6

1. Every human being has the inher

Hakright to life. This right shall be protected

by law. No one shall be arbitraril

deprived of his life.

nutritious foods and clean drinking wa‘?

e
r,
nd

ent

y

Regional Human

Treaties

Right

European Convention for thjel. Everyone’s right to life shall he

Protection of Human Right
and Fundamental
1950

Freedonpgleprived of his life intentionally save

Article 2

rotected by law. No one shall

the execution of a sentence of a cd

be
in
urt

3 |CCPR telah diratifikasi oleh Indonesia melalui WmdrUndang No. 12
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-

following his conviction for a crime fc
which this penalty is provided by law

6. | European Social Charter, 19¢XArticle 11

With a view to ensuring the effective
exercise of the right to protection of
health, the Contracting Parties undertake,
either directly or in cooperation with
public or private organizations, to take
appropriate measures designed inter alia:

[..]

7. | American  Convention  opArticle 4
Human Rights: ‘Pact of Sgn
Jose’, Costa Rica, 1969 1. Every person has the right to have |his
life respected. This right shall be
protected by law, and, in general, fram
the moment of conception. No one shall
be arbitrarily deprived of his life.

8. | Additional Protocol to thgArticle 10
American  Convention o
Human Rights in the Area ¢fL.. Everyone shall have the right to health,
Economic, Social and Culturpunderstood to mean the enjoyment of {the
Rights — ‘Protocol of Saphighest level of physical, mental and
Salvador’, 1988 social well-being.

Tabel 3 — Hak Atas Air Dalam Beberapa Instrumen uinknternasional

2.3. Hakikat Hak Atas Air

Pencantuman hak atas air sebagai hak asasi marmadiasaja dilakukan
melalui pendekatan politik sebagaimana dilakukansyaakat internasional
melalui PBB. Akan tetapi sebuah proses peneliti@mgari hakikat hak atas air
juga perlu dilakukan dalam rangka menjadikan hals air tersebut sebagai hak

asasi manusia yang mandiri.
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Untuk memperoleh penjelasan mengenai hakikat hals air dapat
dilakukan dengan beberapa pendekatan teoritish@iranya adalah: 1public
goods,2) public trust doctrinedan 3)common heritage of mankir(dir sebagai

warisan bersama umat manusia).

1. Air Sebagai Barang Publik

Dalam ekonomi, suatu benda disebut barang/bendidikpapabila ia
bersifat non-rival, artinya: jika seseorang mengoms benda itu, maka tidak
berkurang kesempatan/hak orang lain untuk turut gmesumsinya. Sebagai
contoh, bernafas di udara dan meminum air dari &elaliran air tidak akan
secara signifikan mengurangi jumlah udara atadaalir untuk dapat dikonsumsi
oleh orang lairt#*

Paul Samuelson mendefinisikaablic goods yang olehnya diistilahkan

dengan tollective consumption gotydsebagai*®

“...[goods] which all enjoy in common in the seng®t each
individual's consumption of such a good leads tcsubtractions
from any other individual's consumption of that dogd

Padapublic good juga melekat sifaton-excludableyang artinya adalah
mustahil untuk mencegah hak seseorang untuk meugwmnsya. Udara segar,
misalnya, adalah contoh yang paling mudah untulerdian. Tetapi terhadap
benda semacam udara itu, biasanya dikenal dendanasgure public goods

(benda publik yang murni). Sifat yang murni darintbe semacam udara ini

1%41bid., hal. 48, sebagaimana mengutip ddithael C. Blumm, “Public Property and
Democratization of Western Water Law: A Modern Vi@ the Public Trust Doctrine,19
Environmental Law 573(1989), hal. 573-575.

145 wikipedia, "Public Good". kttp://en.wikipedia.org/wiki/ Public_ good sebagaimana
mengutip dari  Paul A. Samuelsdrhe Pure Theory of Public Expenditure, in Review of
Economics and Statisticd/ol. 36, No.4, (November 1954),hal. 387-389. &erphan bebas:
Barang yang dinikmati secara bersama-sama dalanbairiva setiap individu mengkonsumsi,
maka tidak ada pengurangan untuk individu lain...
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dianggap sangat teoritis, mengingat pada kenyayaahampir tidak ada benda
yang dapat dikatakan sebagpure public goods-setidak-tidaknya dalam
perspektif ekonomi?® Oleh karena itu, jika suatu benda disepublic goods
maka pada dasarnya ia bukan dimaksudkan untuk meikam gagasampure
public goods tetapi lebih untuk menyatakan sebuah kecenderudgai status

benda tersebut sebagai “milik publik”, bukannyallfknindividual”.**’

Penggunaan istilahpublic goods untuk air dimaksudkan sebagai
penekanan bahwa pada air terdapat status kepembiesama. Sehingga dalam
hal ini, air sebagai barang publik, lebih merujukp&da konsepsi hukum

ketimbang konsepsi ekonorif

2. Pendekatan DoktriAublic Trust

Doktrin public trust merupakan sebuah gagasan yang sangat menarik,
karena doktrin ini merupakamelting potdari tarik menarik kepentingan antara
hak-hak publik dan privat, khususnya atas sumbga da’*® Doktrin Public trust

sendiri bermula dari salah satu ketentuan dalaneKgtinian yang menyatakan:
150

... [T]hese things are by natural law common to adirr, flowing

water, the sea, and consequently the shores ofséag if he
abstains from injury to the villas, monuments anddings there,
because these are not governed by the law of retenis the
sea.”

146 Chalid op.cit, hal. 49.
7 |bid.

8 |pbid., hal. 50.

9 pid., hal. 21.

%0 Kode JustinianJustinian Codgmerupakan kode hukum Romawi yang disusun pada
masa kekuasaan Justinianus |. Kode Justinian d@khi banyak penulis sebagai sumber utama
bangunan sistem hukuoommon lawyang dianut oleh Inggris dan kemudian Amerika I&eri
Lihat Britanica Law Encyclopedia, “Code of Justimiia <http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/308835/Code-of-Justirian
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Ketentuan dalam kode itulah yang kemudian dikeealagaDoctrine of
the Public Trustatau lebih populer disebygublic trust doctrine Berdasarkan
Kode tersebut, sungai-sungai yang bisa dilayaavigable rivery, dan juga
pelabuhan-pelabuhan, adalales publicae; hak milik publik. Karena itu,
penguasaan atasnya adalah oleh negara. Kedudugarargalam hal ini adalah
sebagaitrustee (penerima kepercayaan, pemegang amadah)hak-hak publik
atas pelayaran dan perikanan. Pada sisi lain,dantpantai adalares nullius,

yaitu untuk siapapun tapi tidak dimiliki oleh sigpa™*

Dalam kaitannya dengan hak atas air, dokpurlic trust pada intinya
mengandung dua prinsip utama, yaitu 1) air merupddeaang publik, 2) negara
menguasai sumber daya air dalam kapasitasnya selpagaangu amanah
(trusted dari publik sebagai pemilik atas &ff.

3. Air Sebagai Warisan Bersama Umat Manusia

Ide untuk menghubungkarCobmmon heritage of mankihalengan hak
asasi manusia telah dimulai sejak tahun 1970artu yleetika Karel Vasak
menggagas sebuah konsep baru yang dinamakatimyarlhird Generation of
Human Rights sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya. \fasalebut
“warisan bersama umat manusia” sebagai salah satling contoh yang dapat
dikategorikan sebag#tie Third Generation of Human Rightsrsebut:>?

*1 Richard Ausness, “Water Rights, The Public Trustiine, And The Protection Of
Instream UsesUniversity of lllionis Law Review 4071986), hal. 409.

152 Chalid, op.cit, hal. 24.

133 bid., hal. 173, sebagaimana mengutip dari K. Wiski, “The Right of Solidarity—
the Thir Revolution of Human Rights” 53 Acta Scaraliica Juris Gentium 26 (1984), hal. 46.
dalam Kemal BaslarThe Concept of Common Heritage of Mankind in Iraéiomal Law (Den
Haag: Kluwer Law International, 1998) hal 321. Hdn€halid dalam disertasinya tersebut
berpendapat bahwa pendeka@mmmon herritage of mankiddbih unggul karena memberikan
landasan teori yang lebih mapan dan argumentag hdoih kuat untuk mendukung gagasan hak
asasi manusia atas air.
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Konsep ini belum sepenuhnya diakui dalam dokunwuhen positif
hukum internasional. Ada beberapa penyebab yangtankelakangi masalah ini.
Pertama,bahwacommon heritage of mankiridhnya dipandang sebagai jembatan
untuk terlaksananya hak asasi manusia yang lalmads#n kalangan berpendapat
bahwa hak atas air bersifat subordinat dari hakdssdsi manusia lainnya yang

bersifat primer->*

Kedua, penegakan hak asasi manusia a@smon heritage of mankind
akan mengakibatkan penyerahan sebagian kedaulagaranatas sumber daya
alam mereka kepada badan-badan internasional yaegjadin perangkat
penegakan hak asasi manuSia. Hal tersebut tergambar dari beberapa
pendapat. Peters dalam salah satu artikelnya #spanbahwa>®

At present, the common heritage of mankind regiameonly start
where permanent sovereignty ends...

Peters berpendapat bah@ammon heritage of mankingaat ini belum
diperlukan. Namun dalam perkembangannya bila kesgkn kemanusiaan
terancam, maka kedaulatan negara atas sumberdenyaya tidak dapat dijadikan

tameng untuk melindungi kepentingan nasionafri{a.

Pendapat lain dinyatakan oleh Badjoui. la mengatabahwa jika untuk
hidup dan berkembang manusia membutuhkan makareia sumber makanan
dunia dapat dideklarasikan sebagai warisan bersamat manusia>® Hal
tersebut menunjukkan bahw@ommon heritage of mankindkan diperlukan
apabila keadaan genting muncul. Namun apabila leadersebut belum ada,

makaCommon heritage of mankielum diperlukan.

154 pid., hal. 174.
155 | bid.

%8 pid., hal. 176, sebagaimana mengutip dari P. Peters, 8Rasponsibility of States in
Respect of the Exercise of Permanent Sovereiegvty Natural Resources,” 3dorthwestern
Interdisciplinary Law Revie®85 (1989), hal. 311.

57 |bid.
18 hid., hal. 176
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Hal-hal tersebut yang menyebabkan kekhawatiraryddamegara untuk
tidak menjadikan air sebagacdmmon heritage of mankindKarena apabila
demikian maka konsep ini dapat mendobrak barikasigikpyang menghalangi

implementasi hak-hak asasi manusia untuk mempetelgal shares of human
heritage. *°

19pid., hal. 178.
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HAK ATASAIR DI INDONESIA

1. Konstitusionalisme Hak AtasAir

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 mewmyata

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandunglaiamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebbsaarnya
kemakmuran rakyat.”

Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut, aegakanlah pemilik tetapi
undang-undang dasar hanya memberikan hak penguispada negara untuk
mengelola sesuai dengan tujuan yang telah digariskeh UUD 1945 sendiri,
yaitu “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmurakyat.” Jadi
kedudukan negara dalam hal ini adalah wali amanadtée dari kekayaan alam
berupa air, antara lain, yang dianugerahkan Tuhgmada bangsa Indonesia.

Dengan demikian, UUD 1945 mengadopsi prinsip diagai barang publit®

UUD 1945 pasca perubahan menambahkan ketentua(bayialam Pasal
yang sama. Ayat (5) tersebut menyatakaketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undarngengan demikian, UUD
1945 yang sebelumnya tidak mengatur bagaimananoangimplementasikan hak

warganegaranya atas sumber daya air maka sekatahdgdrang pengaturannya.

180 Chalid,op.cit, hal. 307-308.
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Falsafah dasar yang dipakai untuk memaknai selkeibntuan dalam
Pasal 33 adalah ekonomi berdasarkan paham kokski@/' dan prinsip
kekeluargaan, sebagaimana yang diutarakan olehfpanding fathersgepublik
ini. Hal demikian jelas termaktub dalam Pasal 3atajl) UUD 1945 yang
menyatakan,

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdatas
asas kekeluargaan.” Oleh karena itu makna ‘pengaasaleh
negara’ adalah dalam kerangka pemikiran yang deamkiu.

Dipilihnya paham ini tidak terlepas dari pengalantzengsa Indonesia yang
sangat ingin menentang kolonialisme/imperialisfi®leh karena itu, perlu juga
menentang paham individualisthgyang merupakan sumber dari kapitalisiife.

Di sisi lain, para pendiri negara juga tidak setp@hnam kolektivisme yang akan
menghasilkan pemerintahan diktator seperti di Rusaéia dan RRC pada masa

itu.*%°

161 Kolektivisme adalah istilah yang digunakan untulenggambarkan sikap moral,
politik, atau pandangan sosial, yang menekankangs&letergantungan dari setiap manusia di
beberapa kelompok kolektif dan prioritas tujuanokegbok lebih dari tujuan individu. Kolektivis
fokus pada komunitas dan masyarakat, dan berusghk memberikan prioritas kepada hak-hak
kelompok atas hak-hak individu. Khusus mengen#ékttvisme a la Indonesia, dapat merujuk
pendapat Soepomo ketika menyampaikan pidato pa@a@BPUPK pada 31 Mei 1945.
Lihat “Collectivism” <http://www.importanceofphilosophy. com/Evil_Colieisim.htm$, diakses
16 Mei 2012, lihat juga <http://www.merriam-welrstem/dictionary/collectivism>, diakses 16
Mei 2012.

182 |mperialisme dapat dianggap sebagai kontrol olatu siegara atas wilayah lain
melalui cara-cara politik, militer ataupun melaprioses ekonomi. John Wobsdmperialism
(1902), <http://www.fordham.edu/halsall/mod/1902hobson.adfekses 14 Maret 2012.

183 |ndividualisme adalah sikap moral, filsafat pdditideologi, atau pandangan sosial
yang menekankan "nilai moral" individu. Individuimlmenentang campur tangan eksternal pada
kepentingan pribadi, baik oleh masyarakat, atawrkpbk lain, lembaga, ataupun pemerintah.
Steven Lukes, Individualism, (ECPR Press, 2006) dapat diakses di Google Books
<http://books.google.com/books?id=IEOg9yiNxZkC

164 K apitalisme adalah sistem ekonomi dan sosial diamaodal dan lahan, faktor-faktor
non-tenaga kerja produksi (juga dikenal sebagansaproduksi), adalah milik pribadi. Tidak
diperlukan adanya campur tangan pemerintah. Tephadansepsi ini, ekonom biasanya
menekankan pada tingkat bahwa pemerintah tidak hikéhkontrol atas pasar (laissez faire) dan
terhadap hak milik. Bacaan lanjutan Karl Mabas Capital,(1867). Lihat juga Mark Obrinsky,
Profit Theory and Capitalisnm(lUniv. Of Pennsylvania Press, 1983).

185 chalid, loc.cit.
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Soekarno, Mohammad Hatta dan Soepomo adalah tgahtyang
menyatakan pembentukan negara Republik Indoned#saiikan atas corak hidup
bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan, yang dalamnvaagerakan pro-proklamasi
kemerdekaan diartikan sama dengan kolektevisme.uNgrarafounding fathers
menganggap kolektivisme model Indonesia yang bergieala corak budaya
bangsa adalah paham kekeluargaan. Bung Karno gaeditzs menangkap makna
kekeluargaan itu dari latar budaya Jawanya, yaitargy royond:®

Hatta memandang prinsip kekeluargaan secaraettegai interaksi sosial
dan kegiatan produksi dalam kehidupan desa yangiféiersaling tolong
menolong antar sesama. Dalam pemikiran Bung Hé&ibéektivisme dalam
konteks Indonesia mengandung dua elemen pokok yeilik bersama dan
usaha bersama”. Dalam masyarakat desa tradisigifat, kolektivisme a la
Indonesia tersebut nampak dari kepemilikan tanatsabea yang dikerjakan
bersama. Jadi, kolektivisme oleh Hatta diterjemahkaenjadi kepemilikan
kolektif atas alat-alat produksi, yang diusahakarséma untuk memenuhi
kebutuhan bersanté’

Hatta mengajukan usul terkait muatan Pasal 33 BldBara R1 1945 pada
sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Beberapa korysemg diusulkan olehnya
adalah'®®

a. Orang Indonesia hidup dalam tolong menolong;

b. Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapatkan peleer|
dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia.
Pemerintahan menanggung dasar hidup minim bagi
seseorang;

c. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut
dasar kolektif;

d. Cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak,
dikuasai pemerintabh;

168 | pid.

67 Mohammad HattaDemokrasi Kita (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1966) hal. 138-144,
sebagaimana dikutip oleh Chalidid., hal. 311.

168 Mohammad HattaSistem Ekonomi dan Demokrasi Ekondgditor: Sri Edi Swasono,
(Jakarta: Ul Press, 1987), hal.16-17, sebagaimiwodéi oleh Dewi,op.cit, hal. 72.
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e. Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang seorang
berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya
sekeluarga;

f. Hak milik orang seorang tidak boleh menjadi alat
penindas orang lain;

g. Fakir dan miskin dipelihara oleh pemerintah

Sistem perekonomian Indonesia yang mengandung kelesluargaan
melahirkan bentuk usaha yang sesuai yang diselpg#rési. Bentuk usaha ini
dianggap cocok dengan kondisi dan budaya bangsmdsth karena hubungan
antara anggota-anggota koperasi satu sama lais hanocerminkan orang-orang
yang bersaudara dalam satu keluarga. Ide dan kowns@g diusungnya
merupakan contoh nyata keberhasilan di beberapaarmegang telah
menggunakannya, selain faktor dan nilai budayaetsstmaan dan tolong
menolong yang terkandung dalam kopet&si.

Soepomo menafsirkan kekeluargaan lebih sebagaisekonorganik-
biologis. Pendekatan Soepomo boleh dibilang sategaitis. la memperkenalkan
paham negara integralistik sebagai interpretasiatges konsep kekeluargaan.
Baginya, dasar dan bentuk susunan suatu negana seoeetis berhubungan erat
dengan riwayat hukum dan struktur sosial dari sbatgsa. Oleh karena itulah
setiap negara membangun susunan negaranya selagandenemperhatikan
kedua konfigurasi politik, hukum dan struktur sésya’® Atas dasar pemikiran
tersebut, Soepomo dalam rapat BPUPKI tanggal 311945 mengusulkan agar
sistem pemerintahan negara Indonesia yang akantdlbéu harus berdasar atas
aliran pikiran negara yang integralistik yaitu neggang bersatu dengan seluruh
rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golamgmndalam lapangan

apapunt’

189 bid. Hatta mencontohkan keberhasilan kaum buruh Ingfgniskaum tani di Denmark
pada abad 19 yang berhadapan dengan kekuasaaalikaptyang berasaskan individualisme.

Marsilam SimanjuntakPandangan Negara IntegralistifJakarta: PT Anem Kosong
Anem 1997), hal. 84, sebagaimana mengutip dari ¥aopi.cit, hal. 111-112.

" bid., hal. 53, Lihat juga Yamimppcit., hal. 112, dan lihat juga Sekretariat Negara
R.l., Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usalmndétdekaan (BPUPKI) dan Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia 28 Mei - 22 Agu$ds (Jakarta: Set.Neg RI, 1998), hal. 55.
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Soepomo melanjutkan, bahwa dalam negara yang demiku, para
pemimpin bersatu-jiwa dengan rakyat dan pemimpingibwmemegang teguh
persatuan dan menjaga keseimbangan dalam masysmkatPersatuan antara
pemimpin dan rakyat, antara golongan-golongan iakgikat oleh semangat
yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu seatad@keluargaan dan gotong-
royong. Kedudukan pemimpin dalam negara Indonssiagagaimana dibayangkan
oleh dalam pemikiran organis-biologis Soepomo, adaseperti kedudukan

seorang Bapak dalam keluarga.

Mengenai prinsip kekeluargaan dalam UUD 1945, Sowpmenyatakan
bahwa®"*

UUD 1945 menganut staatsidee kekeluargaan (yangndalmu
negara dikenal dengan istilah teori integralistikjyaitu suatu
pengertian tentang negara yang bersatu dengan skelur
rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan yang ddam
segala lapangan kehidupan.

Prinsip-prinsip yang dikandung dalastaatsideekekeluargaan adalah: prinsip
persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsgapen dalam negara, dan hal

ini selanjutnya sesuai dengan aliran pikiran ketanutermasuk Indonesia).

Dari ketiga pemikiran tentang prinsip kekeluarg@an pemikiran Hatta
yang pada kenyataannya terealisasi dalam keranigkd@psal 33 UUD 1945. Hal
ini tidak lain karena Pasal 33 adalah pasal yamgléle mengatur perekonomian

Indonesia dan Hatta secara persis berbicara mengena

Penyusun UUD 1945 sendiri telah meyakini bahwarsrupakan barang
publik. Bahkan hal tersebut bukan interpretasi bgang dipaksakan ke dalam
makna ayat Pasal 33 khususnya ayat (3). Bila merkgpada konsepgublic
trust doctring dapat dikatakan bahwa konsepsi kepemilikan air glenguasaan
negara atas sumber daya air dalam UUD 1945 sangaderisnip-prinsip yang

172 |bid.
173 Chalid op.cit, hal. 312.

74 Simanjuntak]oc.cit.,, sebagaimana mengutip dari Yanup,cit., hal. 112.
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dianut dalampublic trust doctrine Maka lengkaplah sudah argumentasi yang
menunjukkan ihwal kepemilikan dan penguasaan negtaa kekayaan alam
Indonesia, khususnya air, sebagaimana dimaksudkarPasal 33 UUD 1945?

Pada sisi lain, realitas pelaksanaan perekonomiamddnesia tidak dapat
dipungkiri adanya dua bentuk badan usaha, yaitg ya@ngacu pada dasar usaha
yang komunalistik dan individualistis. Mengacu pd&tesal 33 UUD 1945, maka
perekonomian rakyat mengambil bentuk koperasi. Kbamusesuai dengan cita-
cita Pasal 33 UUD 1945 tersebut, maka bidang prsidykng besar atau yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai olghrag "

Menurut Hatta, konsepsi “hak menguasai oleh negatak berarti negara
sendiri menjadi pengusahandernemer karena lebih tepat negara yang
menjalankan fungsi mengatur guna melancarkan peeekian’’’ Selanjutnya,
pihak swasta dapat bekerja atau melakukan usaldingawah pemerintah dan
dalam bidang serta syarat-syarat yang ditentukah pemerintah. Syarat-syarat
yang ditentukan itu terutama untuk menjamin kekayaam Indonesia agar tetap
terjaga. Konsepsi ini seharusnya dapat bermantgitkdedua belah pihak karena

akan menggerakkan perekonomian sekaligus mewujudi@akmuran rakydt®

175 Chalid,op.cit, hal. 312-314.
178 Dewi, op.cit, hal. 75.

7 Mohammad Hatta,Karya Lengkap Bung Hatta, Buku 2: Kemerdekaan dan
Demokrasi Penerjemah: Sugiarta Sriwibawa, (Jakarta: LPEBQY, sebagaimana dikutip oleh
Dewi, ibid.

Menurut Hatta, ditinjau dari segi ekonominya, perekmian Indonesia merupakan berbagai
macam campran antara kolektivisme dan individuaisfAerekonomian yang sebagian besar
masih berdasarkan gotong royong, tumbuh perekomomiapitalis dengan segala

perkembangannya.

78 bid.
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Pengaturan Sumber Daya Air

Sebetulnya banyak sekali peraturan-peraturan garggenai sumber daya

air di Indonesia, baik yang masih berlaku mauputaBudigantikan, antara lain

disajikan dalam tabel berikut. Namun dalam pembahaselanjutnya dibagi

menjadi tiga bagian pembahasan yaitu pada masa kevakrdekaan, masa

Pemerintahan Orde Baru dan masa Reformasi.

Peraturan mengenai

No. Sumber Daya Air Ketentuan
1. | Algemeen Water Undang-undang Sumber daya air yang sifatnya umum
ReglemenfAWR) untuk seluruh wilayah Hindia Belanda, yang m4sih
1936 berlaku ketika Indonesia merdeka sesuai dengaraAtur
*tidak berlaku lagi Peralihan UUD 1945.
2. UU No.5 Tahun 1960 | Pasal 2
tentang Pokok-Pokok | Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang
Agraria undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksudchdala
pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada
tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
3. UU No.11 Tahun 1962 Pasal 5
tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam
Usaha Umum rangka pelaksanaan Undang-undang ini ialah :
a. ...;
b. ..;
C..oj
d. Pengawasan dan pemeriksaan hasil produksi| dan
proses- produksi air, makanan dan minuman untuk
konsumsi umum;
4. UU No.6 Tahun 1967 | Pasal 4

tentang Ketentuan
Pokok Kesehatan dan
Peternakan Hewan

*tidak berlaku lagi

Untuk menjamin persediaan makanan ternak dalam
jumlah yang cukup dan mutu yang baik, maka:
bagi peternakan-peternakan dan perusahaan-pernsahaa
peternakan harus tersedia tanah dan air untuk
menyelenggarakan padang rumput atau penanaman
tanaman-tanaman yang menghasilkan hijau-hijguan
makanan ternak;

diadakan kebun-kebun pembenihan bibit untuk tanaman
hijau-hijauan dan makanan ternak;
mengusahakan bahan makanan
makanan penguat.

Pemakaian tanah dan air untuk keperluan usaha
peternakan disesuaikan dengan rencana penggunaan

ternak, termasuk

Pemenuhan hak..., Yunani Abiyono, FHUI, ?LQIQI?VERSITAS INDONESIA



63

tanah, yang ditetapkan oleh Pemerintah.

UU No.11 Tahun 1974
tentang Pengairan

*menggantikan AWR
1936, tidak berlaku
lagi

Pasal 3

Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekay
alam yang terkandung didalanmya seperti dimak
dalm Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang
dikuasai oleh Negara.

UU No.24 Tahun 1992
tentang Penataan
Ruang

*tidak berlaku lagi

Pasal 14

Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan ist
dan pola pemanfaatan ruang, yang meliputi tata ¢
air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya
lainnya.

UU No.7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya
Air

*menggantikan UU
No.11 Tahun 1974

Pasal 4

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkun
hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan
diwujudkan secara selaras.

Pasal 5

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapg
air bagi kebutuhan pokok

minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya y
sehat, bersih, dan
produktif.

Pasal 6
Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergum
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

aan
sud
) ini

ruktu
juna
ala

gan
dan

itkan

ang

UU No.26 Tahun 2007
tentang Penataan
Ruang

*menggantikan UU
No.24 Tahun 1992

Pasal 33

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang
ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksan
dengan  mengembangkan  penatagunaan @ ta
penatagunaan  air, penatagunaan udara,
penatagunaan sumber daya alam lain.

yang
akan
anah,

dan

UU No.18 Tahun 2009
tentang Peternakan dg
Kesehatan Hewan

*menggantikan UU
No.6 Tahun 1967

Pasal 7
rAir yang dipergunakan untuk kepentingan peterng
dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratar
mutu air sesuai dengan peruntukannya.
Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu wdeiy
kawasan, kebutuhan air untuk hewan p¢
diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat tetgen

kan
baku

oriu

Tabel 4 — Peraturan Terkait Sumber Daya Air di hresia
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2.1. Pengaturan Masa Awal Kemerdekaan

Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia merp#ifaturan tentang air
yang merupakan warisan pemerintah kolonial Beladdara lain adalah: 1)
Algemeen Water Reglement Voor Java en Madd®20, 2)Algemeen Water
Reglemen{AWR) 1936, dan 3Algemeen Water Beheer Vecorden{AyVBV)
1937:7°

Algemeen Water Reglement Voor Java en Madd€&d0 merupakan
Undang-undang Sumber daya air yang berlaku hantyk Wawa dan Madura, di
luar untuk Keresidenan Yogyakarta dan Surakakigemeen Water Reglement
(AWR) 1936 merupakan Undang-undang Sumber daygasig sifatnya umum
untuk seluruh wilayah Hindia Belanda. Sedangkdgemeen Water Beheer
Vecordening (AWBV) 1937 mengatur mengenai lembaga yang bemgna
mengelola sumber daya air. Jadi AWBV 1937 merupaikaplementasi dari
AWR 1936'%°

AWR 1936 sebagai dasar peraturan perundang-undarigatang
pengaturan masalah air lebih menitik beratkan plegiatan-kegiatan untuk
mengatur dan mengurus salah satu bidang penggairasaja. Akan tetapi AWR
1936 tidak memberikan dasar yang kuat untuk usabhau pengembangan
penggunaan/pemanfaatan air dan atau sumber-sumbantak meningkatkan

taraf hidup rakyat®!

2.2. Pengaturan Masa Orde Baru

Setelah 29 tahun merdeka, lahir UU No.11 Tahurd8iitang Pengairan.
Namun sebelum membahas UU No.11 Tahun 1974, paila membahas
ketentuan di dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Pdigiaria (UUPA). Pasal 2

79 bid., hal. 317.
180 jhat Penjelasan Umum Undang-Undang No.11 Tahdw t&ntang Pengairan.
181 |bid.
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UUPA tersebut mengatur secara lebih detail menggpeayang dimaksud dengan
kata “dikuasai oleh Negara dan dipergunakan unaidesar-besar kemakmuran

rakyat” itu, untuk dapat dikaitkan dengan konséyadi atas air.

Pasal 2 UUPA 1960 selengkapnya menyatakan:

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undamdang
Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasddumi,

air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertingtikuasai
oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan selualdat.

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayatpébpl ini memberi
wewenang untuk:

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaa
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang kasg
tersebut;

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuaraant
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukuaraant
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang meaqg
bumi, air dan ruang angkasa.

Bila merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 dan pernyategas Pasal 2
UUPA, maka dapat terlihat beberapa falsafah mengaira Pertama air
dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Kemualr itu dititipkan
kepada negara sebagai wali amartats(eg dengan suatu ‘hak menguasai’.
Kedug negara dibatasi kekuasaannya atas air dalam aahgkuk mencapai
sebesar-besar kemakmuran rakyadtiga, oleh karena itu air di Indonesia tidak
berada dalam kekuasaan siapapun kecuali dalam $aduianegara sendiri —tidak
individu, apalagi korporasiKeempat,rakyat berhak untuk mendapatkan akses
atas air bagi pemenuhan kebutuhan dasar hidupeateghfwupan berdasarkan hak

asasi manusia yang dijamin baginya oleh undangamdasar®?

182 Chalid,op.cit, hal. 313.
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Sebagaimana disebutkan sebelumnya, setelah 28 tabtdeka, barulah
pemerintah memberlakukan Undang-undang No.11 Tal@74 tentang
Pengairan (UU Pengairan 1974) yang menghapus AWSS6,1&patnya pada
tanggal 26 Desember 1974. UU Pengairan 1974 juggaip@rkan secara lebih
spesifik mengenai bagaimana negara menjalankan fhakguasai’nya dalam
pengelolaan sumber daya air. Namun penjabaran délaimPengairan 1974
hampir sama pada ketentuan Pasal 2 UUPA 1960 sSetmua telah diuraikan

sebelumnya®?

Pasal 3 ayat (2) UU Pengairan menyatakan bahwa,

Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat ébapini

memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan a
sumber-sumber air;

b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin beldasa
perencanaan dan perencanaan teknis tata pengatairagian
tata pengairan;

c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pekantu
penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumaiber

d. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukam d
hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan
hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumlbrer ai

Bila ditelusuri lebih lanjut terhadap ketentuan Wdngairan tersebut, pembuat
undang-undang seakan-akan tidak lagi memandangediagaipublic goods
sebagaimana diutarakan dalam Pasal 33 UUD 1945Rdmal 2 UUPA®

walaupun masih dinyatakan dalam ayat (1) bahwdilairasai oleh negara.

Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dambpban paradigma
pembangunan secara makro. Dalam kerangka ekonameritéahan Orde Baru
(ketika keberlakuan UU Pengairan), sumber dayalihirat sebagai daya dukung

pembangunan. Cara pandang seperti ini melahirkaologli kebijakan yang

183 | jhat dalam Pasal 3 UU No.11 Tahun 1974 tentamp®&iean dan bandingkan dengan
Pasal 2 UUPA.

184 Chalid,op.cit, hal. 331.
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menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai ideologi dasar dari semua
kebijakan dan tindakal{®

Materi muatan UU Pengairan 1974 yang berjumlapdsal itu didasarkan
pada azas dan landasan peraturan yaitu memandadalan fungsi sosial yang
ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran ralSutstansi pengaturannya
antara lain meliputi penguasaan negara atas amsefo hak atas air dan
pengelolaan sumber daya air yang dapat dijelagiaagsi berikut®

Pertama penguasaan negara atas air didasarkan padangandaahwa
air beserta sumber-sumbernya merupakan kekayaanyalag mutlak dibutuhkan
untuk hajat hidup manusia sehingga air beserta susumbernya dikuasai oleh
negara. Pelaksanaan wewenang penguasaan negabuteda pada pemerintah,
baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dalam patales lebih lanjut, beberapa
kewenangan pemerintah dapat dilimpahkan kepadanHazai#an hukum tertentu
dengan syarat yang diatur Pemerintah dan menghiohrakthak yang dimiliki
oleh masyarakat hukum adat setempat.

Kedug hak atas air dipandang sebagai milik bersamau yaittuk
mencapai fungsi sosial bagi kepentingan rakyat. b&iserta sumber-sumbernya
diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup damkg@dupan manusia

dalam segala bidang, baik keduniawian maupun keraha

Ketigg pengelolaan sumber daya air yang tidak terlepas kbnsep
penguasaan negara dan hak atas air tersebut di&twlasarkan prioritas
penggunaannya untuk keperluan rakyat di segalangidantuk keperluan rumah
tangga, pertanian dan industri tidak diperlukam izepanjang pemanfaatan air
tidak mencari penghasilan secara langsung. Selyalikiin mutlak diperlukan

apabila pemanfaatan air disertai dengan usaha mdgmatungan. Izin dapat

185 Usep Setiawan, “Hukum Sumber Daya Air”, dimuatidirian Republika tahun 2004,
dikutip dari <http://www.inawater.com/ kemitraan air Indonesia>

18 Dewi, op.cit.,hal. 78-79.
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dimohonkan oleh perseorangan dan badan hukum yakguarkan oleh

pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan LP3ES, implemsntindang-undang
ini justru bersifat hegemonik. Dalam arti, pelibataasyarakat dalam pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya air hanya sebatas avacamatif’®’ LP3ES
menyimpulkan bahwa UU Pengairan 1974 mengandungerpd masalah.
Pertama ketidak-jelasan keterlibatan masyarakat dalang@letaan air. Undang-
undang ini tidak memberikan definisi yang jelas gerai siapakah yang dapat

dianggap mewakili masyarakat dalam pengelolaari®ir.

Masalah yandgedua aturan teknis dari undang-undang, yaitu Peraturan
Pemerintah No.22 Tahun 1982, sama sekali tidak sgimrtigan adanya
kewenangan yang diberikan kepada masyarakat dalamgefmlaan dan
pemanfaatan sumber daya air. Pasal 5 ayat (1) ilBEbt¢é menegaskan bahwa
sebagai wujud implementasi hak menguasai negangri@ngan pengelolaan dan
pemanfaatan air dilimpahkan kepada pemerintah Hasedagai bentuk tugas
pembantuan niedebewind Sementara itu, kewenangan pengelolaan dan
pemanfaatan air yang bersifat lintas wilayah ataerah berada di tangan

Departemen Pekerjaan Umdfii.

2.3. Pengaturan Masa Reformasi

Setelah lewat 30 tahun pula sejak UU Pengairahirmfa pada tahun
2004 DPR RI pada mengesahkan Undang-undang No.dnTaB04 tentang

87 gudar D. Atmanto, “Air untuk Kesejahteraan Rakyaformasi Kebijakan
Pengelolaan Sumberdaya Air yang BerkelanjutanBlmdimensi Kerakyatan'Dinamika Petani
No. 32 Tahun X, (PSDAL-LP3ES, 1998), dapat diaksdis <http://psdal.lp3es.or.id/
dp32ar6.htrm#, diakses 17 Juli 2011.

188 |bid.
189 |bid.
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Sumber Daya Air (UU SDA). Keberlakuan UU SDA tensebsekaligus
menggantikan UU Pengairan 1974.

UU SDA setidaknya memuat dua hal pokok pemikir@ngenai hak atas
air. Pertama, UU SDA memperkenalkan Hak Guna Abagai implementasi
paradigma “fungsi sosial dan fungsi ekonomi” dari Ban kedua fungsi sosial
dimplementasikan dalam Hak Guna Pakai Air (HGPAgdasmgkan fungsi
ekonomi diimplementasikan dalam Hak Guna Usaha(ABUA).*° Meskipun
demikian, UU SDA tetap mengaku bahwa air sebagairtgapublik yang dikuasai

oleh negard®

UU SDA berupaya menghilangkan pola sentralistikamha pengelolaan
sumber daya air. Pasal 15, 16 dan 17 memberikarerk@vgan dan tanggung
jawab kepada pemerintah provinsi, pemerintah kaeageota dan pemerintah
desa antara lain untuk menetapkan kebijakan pelagelosumber daya air di

wilayahnya.

Peran serta masyarakat yang di akomodasi dalam DB grkait
pengelolaan sumber daya air menunjukkan upaya peladiannya kepada
masyarakat sekaligus mengukuhkan prinsip demokiasim proses perumusan
kebijakan dan rencana pengelolaan sumber dayRasal 82 huruf d menyatakan
bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan t@erhadaana pengelolaan
sumber daya air. Terkait hal itu pula Pasal 80 nestkdn hak kepada masyarakat

yang dirugikan atas pengelolaan sumber daya airkumelayangkan gugatan ke

10pasal 1 angka 14 UUSDA, mendefinisikan HGPA sebdtiak untuk memperoleh
dan memakai ait Sedangkan Pasal 5 UUSDA berbunyNegara menjamin hak setiap orang
untuk mendapatkan air sebagai kebutuhan pokok raingehari-hari guna memenuhi kehidupan
yang sehat, bersih dan produktiDalam amar putusan atas pengujian terhadap U, SIK
menggabungkan kedua pasal tersebut untuk menuejpéda pengertian HAM atas air. Sehingga
HGPA yang merupakan HAM atas air adalahak untuk memperoleh dan memakai air bagi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuttiidupan yang sehat, bersih dan
produktif” Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan daRenkara Nomor 058-059-060-
063/PUU-11/2004 Perkara Nomor 008/PUU-111/2005.

%1 Indonesia,Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Pasal 6
menyatakan bahwa “Sumber daya air dikuasai olelaraegan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.”
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pengadilan. Namun akomodasi hak-hak ini seakaratdeaturan formalitas saja
karena masyarakat yang hendak mengajukan gugatasldia direpresentasikan
oleh sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergeiaikatig sumber daya air
atau lingkungan. Selain itu, golongan masyarakagy&ntan terhadap minimnya
pemenuhan sumber daya air adalah golongan masyaragkin dan marginal,
yang sebetulnya lebih memilih prioritas memenulindtahan pokoknya daripada
melakukan gugatan.

Prinsip demokrasi juga dibuktikan dengan dibentakmewan Sumber
Daya Air Nasional yang keanggotaannya terdiri darsur pemerintah yaitu
kementerian dan lembaga non-kementerian terkagrtzesion-pemerintah yang
terdiri dari unsur masyarakat sipif Dewan Sumber Daya Air Nasional dibentuk
untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sekéiam membangun
keterpaduan program karena pengelolaan sumber daya menyangkut

kepentingan multi-pihak khususnya di tingkat naaloti>

Dewan SDA Nasional dibentuk berdasarkan Keputusessid®en dan
bertugas membantu presiden dalam: 1) merumuskaijakab dan strategi
nasional pengelolaan sumber daya air; 2) memantan ohengevaluasi
pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya 3&jr; memberikan
pertimbangan kepada Presiden untuk penetapan Wwilafrategis cekungan air
tanah; 4) mengusulkan perubahannya serta 5) mekamdkgbijakan pengelolaan
sistem informasi kebijakan pengelolaan sistem mfsi pada tingkat nasional.
Pada intinya, Dewan SDA Nasional melakukan pekerjamg terkait konsultasi,
observasi, rekomendasi, mediasi dan advokasi. Bpherencana kerja Dewan
SDA Nasional tahun 2012 ini adalah pencapaian targéenium Development
goals di bidang penyediaan air minum yaitu 90% pendudoa#ohesia telah

mendapat akses air minum, rehabilitasi hutan daanlakritis serta perbaikan

192 |pid., Lihat Pasal 14 huruf h, Pasal 15 huruf h, P8@SaPasal 86 dan Pasal 87.

193 Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Pdbewan SDA Nasional dan
Sekretariat-nya, makalah oleh Sekretaris Harian @e®DA Nasional, 28 Maret 2012, hal.2,
<http://dsdan.go.id/index.php?option=com_rokdowdkfaiew=file&Itemid=59&id=87:peran-
dsdan-dan-sekretariat-nya>, diakses 17 Juni 2012.
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kualitas air sungat?*yang apabila program-program ini tercapai tentunjex

sebuah upaya pemenuhan hak atas air bagi wargeanega

Selain beberapa hal tersebut, yang membedakan AJ2H04 dari UU
Pengairan 1974 adalah dimasukkannya konsepsi Had Ra dan Hak Guna Air
(hak yang terkandung dalam hukum agraria) ke dasamstansi pengaturan
pengelolaan alokasi sumber daya air. Penggunaasegen hukum agraria ke
dalam materi UU SDA tersebut dimaksudkan untuk rgaskan adanya
pengakuan pemerintah terhadap kesatuan masyaraledt beeserta hak-hak
tradisionalnya dalam pengelolaan sumber day&aujud keberpihakan kepada
rakyat di dalam Undang-undang itu juga dibuktikeenghn penegasan tidak
diperlukannya izin bagi rakyat untuk menggunakanuaituk kebutuhan pokok
sehari-hari dan kebutuhan pokok pertanian (irigaSpbagai konsekuensinya,
pemerintah dituntut untuk lebih cermat dalam meimipgngkan ketersediaan dan

kebutuhan akan afr®

Peraturan pelaksana dari UU SDA adalah Peraturesid@n No.16 tahun
2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan AunMida beberapa hal
menarik dan kontroversial mengenai ketentuan-kesentdalam PP tersebut.
Pertama,PP tersebut mengatur mengefudi cost recovery®’ Pasal 60 ayat (3)
secara sangat nyata menyebut bahwa berdasarkarokempang diperhitungkan
dalam penentuan besaran tarif air minum, maka hanganinum yang harus

dibayar sejak awal sudah pasti merupakan harga fstah@tau harga ekonomi.

%% bid., hal. 5-6.
19 bid., Pasal 6 ayat (3) dan (4).

1% | ihat “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Bbghi Kepada Rakyat” dalam
<http://www.sda.pu.go.id/Kebijakan_Pengelolaan_ SBérpihak kepada Rakyat>1 Oktober
2006.

197 Secara singkat dapat dikatakan bahwa tidak akanpaidatisasi air tanpa adanya
skemafull cost recoverysebagai insentif terpenting bagi pihak swasta lkuierinvestasiCost
recovery yang oleh Bank Dunia didefinisikan sebagafee” structures that cover the cost of
providing the service’merupakan salah satu komponen terpenting reformsibaik bagi
penyedia jasa (dalam hal ini utamanya adalah MNI@s)juga bagi pengguna air. Lihat dalam The
World Bank, Water Resouces Policy ManageméMashington DC: The International Bank for
Reconstruction and Development, 1993), hal. 12
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Dalam buku pedoman yang berjudiater Resouces Policy Managemdsdank
Dunia menyebut tidak kurang dari 41 kali katast recoveryatau full cost
recovery dalam berbagai isu yang dibahas, hal ini menugokBank Dunia
benar-benar memandang penting isu tersebut dam inggmasukan konsep

tersebut ke dalam aturan di setiap nedafa.

Kedug PP tersebut juga menegaskan keterlibatan swadsendsistem
penyediaan air minum sebagaimana diatur dalam Pasangka 9 yang
menyatakan:

"Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutigebdt
Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara/Batdsaha
Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta, danfdtalompok
masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengeyabhan
sistem penyediaan air minum.”

Padahal, Pasal 40 Ayat (2) UU SDA menyatakan, pmbgeagan sisten
penyediaan air minum merupaki&mggung jawab pemerintah/pemerintah de
(BUMN dan/atau BUMD). TernyateéPasal 64 mengatur secara lebih
mengenai peran swasta dalam penyelenggaraan spgagediaan air minu
tersebut memang telah diatur terlebih dahulu dalfish SDA. MakaPasal 4
Ayat (4) merupakan sebuah bentuk swastanisasieftdysng” seperti terlihe

dalam peraturan pemerintah yang merupakan implemsieRasal 40 UU SDA”

3. Privatisas Sumber Daya Air

3.1. Privatisasi Melalui Undang-Undang Sumber Daya Air

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwadaekén Pasal 6 UU

SDA, air dikuasai oleh negara untuk kemakmuranatkyal ini dapat ditafsirkan

198 jhat dalam The World Bank\ater Resouces Policy Managem@mashington DC:
The International Bank for Reconstruction and Depaient, 1993)

199 Zzainal  Arifin  Mochtar, Air  Mengalir  Menjauhi  Konstitusi,

<http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5Ztoid=3&caid=21&gid=5>, diakses 17
Maret 2012.

Pemenuhan hak..., Yunani Abiyono, FHUI, ?LQIQI’T)VERSITAS INDONESIA



73

bahwa falsafah UU SDA sejalan dengan Pasal 33 U4® Han Pasal 3 UUPA,
yaitu menganggap air sebagai barang/benda kepuipyddii (public goods.

Namun, bagi sebagian kalangan substansi UU SDApiiasama dengan
UU Pengairan 1974 dalam hal sifat kapitalistiknygahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) bahkan mencurigai adanya upayeatisasi oleh pemerintah
terhadap sumber daya air melalui UU SDA terséfilini ditunjukkan dengan
keberadaan Pasal 9 tentang pemberian Hak Guna B#ayeng berbunyf®*

“Hak guna usaha air diberikan kepada perseorangssucbadan
usaha dengan izin pemerintah atau pemerintah daey@guai
dengan kewenangannya”

Gagasan privatisasi itu sendiri berasal dari reiustasi Bank Dunia yang
berpendapat bahwa komersialisasi dan privatisésigse solusi efektif mengatasi
makin minimnya ketersediaan & Melalui kedua strategi ini, pemakaian air
yang tidak terbatas dapat dikendalikan dengan teskaar’®

Sementara itu, di sisi lain pemerintah berpenddpat. Menurut
pemerintah, tiga fungsi sumber daya air, yaitu &urgpsial, lingkungan hidup,
dan ekonomi sebagaimana dicantumkan di dalam UU ,S[Ak dapat dilihat
secara terpisah. Akan tetapi, ketiga fungsi terset®rupakan satu kesatuan yang
konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan bemketan.?°* Pemerintah
memandang bahwa pengelolaan sumber daya air tideknata-mata
mengutamakan fungsi ekonomi. Dalam kaitannya depgagusahaan air, fungsi
sosial dan lingkungan tetap dikedepankan sebagairddountuk menghindari

penyalahgunaan wewenaffg.

20 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, “Politik Air’Jihat di <http://
www.walhi.or.id/publikast, 28 Maret 2007.

21 IndonesialJU No.7 Tahun 2004asal 9 ayat (1).
202 \WALHI, loc.cit.

2% |bid.

24K ebijakan...”, loc.cit

2% |bid.
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Agar menjadi jelas, maka perlu melihat sejarah meatan UU SDA
tersebut. Pada saat krisis ekonomi tahun 1999 yaenyebabkan jatuhnya
perekonomian Indonesia dan defisit neraca pembay@aance of payments)
akhirnya mendorong Pemerintah untuk mencari pinfaryang sifatnya duick
gisburse'untuk membantu neraca pembayaran Indonesia yagafihpada saat
itu. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Dunia mwamian pinjaman seperti
Structural Adjustment Loan(SAL) kepada pemerintah Indonesia, dengan
persyaratan dilakukan perubahan struktural (kelgada, peraturan dan

pengelolaan dari sektor tertenttf

Awalnya dengan nama NATSAL Nétural Resources Structural
Adjustment Loanyang mencakup sektor kehutanan, pertanian darbenaiaya
air. Dalam persiapannya NATSAL dipecah menjadi AGSAgricultural
Structural Adjustment Loardan FORSAL Forestry Structural Adjustment Logan
yang didalamnya hanya yang berkaitan dengan s@kdanian, kehutanan dan
sumberdaya air. Kemudian program AGSAL mengeruegi menjadiWater
Resources Sector Adjusment LOGNATSAL) yang hanya berkaitan dengan
sektor sumber daya air. Agenda utama dari programadalah mengganti
Undang-Undang No. 11 tahun 1974 Tentang Pengaeaearta produk hukum di

bawahnya yang dinilai sudah saatnya untuk diperoatfa’

Pemerintah Indonesia, melalui Keputusan Menteri ordimator
Perekonomian, menelurkan kebijakan sumber dayayaig disebut sebagai
Arahan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Kebijakdasional SDA) yang
tertuang dalam Surat Keputusan Menteri KoordinBenekonomian Nomor: KEP
— 14/M.EKON/12/2001 tentang Arah Kebijakan Nasiosalmber Daya Air.
Pada intinya, Kebijakan Nasional SDA berisi limasmutama reformasi
pengelolaan sumber daya air Indonesia, yaitu: Ij)skko/asi sumberdaya air yang

berkelanjutan, 2) Pendayagunaan sumberdaya air yalilguntuk berbagai

298 Chalid.,op.cit., hal. 322

2TBAPPENAS, CAS Progress ReportBAPPENAS RI, 1997), sebagaimana dikutip
oleh ChalidJoc.cit.
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kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dantikas 3) Pengendalian
daya rusak air, 4) Pemberdayaan dan peningkatam peasyarakat, swasta dan
pemerintah dan 5) Peningkatan keterbukaan dansketiean data serta informasi

dalam pengelolaan sumber daya’ir.

Isi Kebijakan Nasional SDA ini, jika dicermati sea mendalam,
memperlihatkan adanya dilema besar di sisi penadrjntang pada satu sisi harus
memenuhi keinginan Bank Dunia yang menekan penaérintelalui tarik ulur
pencairan pinjaman, dan pada sisi lain agaknya petak, pada batas tertentu
masih mendengarkan nuraninya untuk memelihara kieggam rakyatnya sendiri

atas sumber daya &ff’

Reformasi kebijakan sumber daya air melalui Kédaipa Nasional SDA
dan UU SDA telah sesuai dengan yang diinginkan Baakia untuk membuka
pintu bagi sektor swasta untuk menjadi mitra pentahi dalam pengelolaan
sumber daya air. Sesuai dengan konsep Bank Dunigk ifemitraan Publik-
Privat (Public-Private Partnership-PPP)?*° dan Partisipasi Sektor Swasta
)2_11

(Private Sector Participatior-PSP):"~ Dengan demikian air telah dinilai sebagai

barang ekonomi.

Dikaitkan dengan teori kebendaago@dg dan jasa, air sebagai barang

ekonomi erat kaitannya dengan kedudukan air sebagate goodsdan toll

2% | jhat dalam Surat Keputusan Menteri KoordinatoreRenomian Nomor: KEP —
14/M.EKON/12/2001 tentang Arah Kebijakan Nasionairtber Daya Air

299 Chalid,op.cit, hal. 329.

210 Kemitraan publik-swasta merupakan program yapgritenalkan oleh Bank Dunia
untuk menggambarkan suatu bentuk layanan pemerattah usaha swasta yang dibiayai dan
dioperasikan melalui kemitraan pemerintah dan attu lebih perusahaan sektor swasta. Program
ini pada dasarnya melibatkan kontrak antara o®s&ktor publik dan pihak swasta, di mana pihak
swasta menyediakan layanan publik atau proyek demperhitungkan substansial keuangan,
resiko teknis dan  operasional dalam proyek. Lihatebin  lanjut  di
<http://info.worldbank.org/etools/PPPI-Portad/

211 Mengenai “Partisipasi Sektor Swasta” dapat melNeren PrasadCurrent issues in
Private sector participation (PSP) in water sendceUN Research Institute for Social
Development kttp://www.unrisd.org/unrisd/website/document.n&8ttpPublications%
29/99BC5BBB9CA66673C125723A004B92BC?0OpenDocument>.
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goods Contohnya adalah air minum dalam kemasan yan@tddigategorikan
sebagaiprivate goods Sedangkan distribusi air oleh perusahaan air minu

merupakan sebuah bentiddl goods**?

Partisipasi sektor swasta, yang lazim juga disederigan privatisasi,
dipandang sebagai sebuah jalan keluar dalam mekabepelayanan publik yang
tidak efisien, berbelit-belit dan cenderung korbigrena birokrasi negara yang
membesar. Birokrasi negara yang membesar disebagit@miaknya oleh tiga hal:
kebutuhan pelayanan publik yang semakin banyalggkean birokrasi untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan meningkasymber daya untuk

pemenuhan pelayanan pubfiR.

Terkait dengan sektor air, privatisasi didorongeka meningkatnya
kebutuhan suplai dan distribusi air bersih sedamglemerintah sebagai pelayan
publik tidak dapat memberikan pelayanan yang baéktor privat dapat bekerja
sama dengan pemerintah/negara sebagai pemegapegrgkasaan atas air. Kerja
sama yang efisien dan efektif dipandang dapat ngg&atkan kualitas dan
kuantitas suplai air bersih kepada masyara{d@ahkan kerja sama penyediaan

dan distribusi tidak hanya terkait air bersih namuga terhadap air limbah,

22E S, SavaPrivatization, The Key to Better GovernmeiNew Jersey: Catham House

Publisher, 1987), hal. 39-48 sebagaimana dikugp @lewi,op.cit, hal. 110.

Savas mengkategorisasi benda dan jasa menjadi &atpgbri, yaitu:

1. Private goodsyaitu barang yang dikonsumsi secara pribadi yatak mungkin didapat tanpa
adanya proses distribusi dan keterlibatan darikpiam sehingga menimbulkan beban biaya
atas distribusi tersebut.

2. Common-pool goodsyaitu barang yang dikonsumsi secara pribadi yaagqpir tidak
mungkin mencegah orang lain untuk mendapatkanrpaagratis.

3. Toll-goods yaitu barang yang dikonsumsi secara bersama naadanbiaya yang harus
ditanggung. Apabila salah satu konsumen tidak ngmamg biaya maka ia memiliki
keterbatasan untuk mengkonsumsi barang tersebut.

4. Collective goodsyaitu barang yang dikonsumsi secara bersama tydak) ada beban biaya
sehingga hampir tidak mungkin mencegah orang lainkuikut mengkonsumsi.

23pid., hal. 17.
21%1pid., hal. 148.
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sebagaimana sudah dipraktiskan di Amerika, suakwdrag kebanyakan orang

masih luput untuk memikirkannya>

Apabila dipahami lebih mendalam ternyata privatigengelolaan sumber
daya air telah terealisasi di Indonesia melaluibbgai peraturan perundang-
undangan di sektor air yang dibentuk berdasarkieent: World Bank. Realitas
privatisasi sumber daya air secara mendalam aksahds selanjutnya mengenai
sumber daya air di Jakarta.

3.2. Privatisasi Sumber Daya Air di Jakarta

Bila dalam skala nasional, realisasi tersebut mggu hingga lahirnya
UU SDA, tidak demikian halnya dengan pengelolaaniser daya air di Jakarta.
Upaya privatisasi air di Jakarta sudah dimulai phaa 1991 ketika World Bank
setuju untuk memberikan utang kepada kota Perusaaainum Jakarta Raya
(PAM Jaya) sebesar US$ 92 juta yang bekerja samgadeOverseas Economic
Cooperation Fund —sebuah perusahaan yang berkemludidik Jepang- untuk
pembangunan infrastruktur pemurnian air di Pulo ubag Jakarta Timur. World
Bank mengharapkan pinjaman tersebut dapat menar&k ipvestor dengan jalan
privatisasi. World Bank juga menyediakan konsultariuk PAM Jaya dalam
rangka privatisasi tersebut. Tidak dapat dipungkgberadaan utang tersebut
merupakan pintu masuk World Bank dalam mengaratkeijakan di sektor

sumber daya aif:®

Perusahaan asing yang pertama tertarik adalah Ehassebuah
perusahaan yang berkedudukan di London- yang kemudnembentuk
perusahaan dalam negeri. Di lain pihak, Suez —pba# yang berkedudukan di
Paris- mulai gerah dengan manuver yang dilakukah ®hames. Suez khawatir

bahwa Thames akan mengatur seluruh urusan airkdrtda padahal Suez telah

218 bid, hal. 149.

216 Andreas Harsono, “Water and Politcs in The Fallf &oeharto”,
<http://www.publicintegrity.org/water/ report.as@i@=52>, 10 Februari 2003.
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melakukan bisnis di Indonesia sejak 1980 dengan bmegun beberapa
infrastruktur air. Untuk mengantisipasi hal tersel8uez mempekerjakan Bernard
Lafrogne —seorang yang bekerja pada World Bankjulgen sebagai konsultan di

PAM Jaya- untuk memuluskan langkah Suez dalam frpyigatisasi tersebdt.’

Suez mengajukan proporsal kepada Menteri Peketjimaom waktu itu
Radinal Moochtar untuk membagi “kue” bisnis air a@dlt menjadi dua, yaitu
untuk Thames dan Suez. Suez mencontohkan yangktligan di Manila dan

Paris bahwa ada dua perusahaan yang melakukarapatagir kot&®

Selanjutnya Suez maupun Thames mengajukan proposdd melakukan
privatisasi. Pada Juni 1995, Presiden Soeharto metaigkan Radinal Moochtar
untuk melakukan persiapan privatisasi air Jakada thembagi “kue bisnis”
menjadi dua, yaitu kepada Thames dan Suez. Uniukuez dan Thames masing-
masing membentuk perusahaan dalam negeri untuk adiepemain dalam
privatisasi air Jakarta. Suez membentuk PT Garugéalbemesta dan Thames
membentuk PT Kekar Thames Airin&o.

Pada akhirnya, perjanjian privatisasi air antarengrantah DKI Jakarta
dan beberapa kementerian dilaksanakan pada 6 997. Kedua perusahaan
tersebut memenangkan proyek privatisasi, termasehkerpan distribusi air,
infrastruktur perawatan, penghitungan, penagihamta seendapatkan aset-aset
PAM Jaya, tanpa adanya proses tender. Sebagail tbabk, kedua perusahaan
tersebut setuju untuk membayarkan utang PAM Jaywy ysebesar US$ 231

juta22°

Berdasarkan ilustrasi tersebut jelas sudah bahwak Haunia telah
mengambil peran sangat penting dalam proses @astipengelolaan sumber
daya air tersebut. Sebagaimana disebutkan dalamnalaBank pada 1997 bahwa

27 bid.
218 |bid.
219 |hid..
220 |hid.
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utang yang diberikan oleh Bank sejumlah US$ 19@ jiglah memfasilitasi

terbukanya peluang privatisasi sektor peraffan.

Realitas yang terjadi di Jakarta ternyata sama aengang terjadi
Cochabamba, Bolivia. Bank Dunia pada tahun 2000 yatekan tidak akan
meminjamkan US$ 25 juta kepada Bolivia kecuali pemieh Bolivia melakukan
privatisasi sumber mata airnya. Sejak sumber miatdi &Chocabamba telah di
privatisasi, akses jaringan pipa air yang terakleiopenarnya telah menurun dari
70% menjadi 40%. Kondisi menipisnya sumber mata daiirChocobamba,
memaksa perusahaan “Aguas Del Tunari” harus memdi&ega air sesuai dengan
stok yang tersedia. Maka dengan kondisi yang demikerlaku teori permintaan
dalam ilmu ekonomi sehingga biaya air mencapai 2% total pengeluaran
keluarga?®

Apabila dikaitkan dengan cita-cita Pasal 33 aygt W®D NRI 1945
khusus yang bertalian dengan pendapat Hatta, kebijpemerintah DKI Jakarta
yang membuka peluang sektor swasta ikut andil dakngelolaan air merupakan
kebijakan yang cukup wajar. Di satu sisi pemerinidfi Jakarta seperti belum
mampu menyediakan air bersih kepada seluruh waedangkan di satu sisi
lainnya peluang sektor swasta dapat membuka lapapgaerjaan sekaligus
peningkatan roda perekonomian provinsi. Namun yaegjadi catatan tersendiri
adalah bagaimana peran World Bank yang kuat dalangarahkan kebijakan ini
serta belum adanya payung hukum nasional yang lemepsif terkait partisipasi

sektor privat ini.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan Kebijakan diedi Sumber Daya
Air, pengelolaan air harus secara adil untuk beablkgbutuhan masyarakat. Pada
taraf implementasi, pelaksanaan kebijakan dalanyanakat akan menunjukkan

keadilan yang sesungguhnya dicita-citakan suddaksama atau belum. Secara

221 pid.
222\World Health Organizatiorgp.cit, hal. 966.
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khusus dan mendalam, pembahasan realitas pengelslaaber daya air di

Jakarta akan di bahas dalam bab selanjutnya.

4. Hak Atas Air Menurut Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mateiamiwU SDA bagi
sebagian kalangan dinilai sama saja dengan UU Rangdalam hal sifatnya
yang kapitalistik. Oleh karena itu sebagian kalandarsebut mengajukan
permohonanjudicial review atas UU SDA ke Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (MK). Perkara tersebut telah diputus dléhdengan Putusan Perkara
Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-ID® mengenai
Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengeldtasnber Daya Air.

Putusan ini merupakan putusan pengujian formil oteriil UU SDA.
Dalam pengujian formil, para pemohon mendalilkanspdur pengesahan UU
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA)dmeangan dengan Pasal
20 ayat (1) UUD 194532 Berdasarkan fakta dalam persidangan, Mahkamah
berpendapat bahwa proses pembentukan UU SDA telaisdengan prosedur
pembentukan undang-undang, dan tidak menemukanyadamsur-unsur yang
bertentangan dengan UUD 1945,

Dalam pengujian materiil, pemohon mengajukan péonan kepada
Mahkamah untuk melakukan pengujian materiil seblardigaPasal UU SDA dan
di samping itu juga terdapat pemohon yang mengajuyk@mohonan untuk
melakukan pengujian terhadap falsafah yang menddsa6EDA. Dalam putusan

judicial review UU SDA tersebut, MK menyatakan bahwa tidak meneanuk

223 ihat Mahkamah KonstitusPutusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-11/2004
dan 008/PUU-III/2005 mengenai Pengujian UU NomorT@hun 2004 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Ajrhal. 12.

22%1pid., hal. 21
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adanya pelanggaran konstitusional terhadap selketéntuan yang ada dalam
UU SDA.??°

Atas pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakdandgutusannya,
terlihat bahwa MK berupaya menyelaraskan UUSDA derggmangat konstitusi
tanpa melupakan realitas global yang berkembang.irtledapat terlihat dari
pandangan Mahkamah Konstitusi tentang isu hak asasusia atas air. Dalam
pertimbangan mengenai kewajiban negara terhadapasas manusia atas air,
MK berpendapat bahwa selain berkewajiban membejjkainan akan hak asasi
manusia dalam penghormatarnredpect, perlindungan grotection) dan
pemenuhanfglfiimen) kebutuhan dasar manusia atas air, pemanfaatabesum
daya air bagi keperluan sekunder agar juga haatsrgdkarena hal itu, menurut
Mahkamah Konstitusi, tidak kalah pentingnya baghossa agar dapat hiddp’

MK juga berpendapat bahwa konsep hak guna air tenkgndung dalam
UU SDA telah sesuai dengan konsep air seb@agacommungang tidak menjadi
objek harga secara ekonomi. Hak guna air mempuwhyaisifat yaitupertama
pada hak guna pakai hak tersebut bersifat in parddal dimaksud disebabkan
hak guna pakai adalah pencerminan dari hak adesi,karenanya hak tersebut

melekat kepada subjek manusia yang sifatnya talsterkarf’

Kedug pada hak guna usaha air adalah hak yang semgatimaul dari
izin yang diberikan oleh Pemerintah yang terikahokaidah-kaidah perizinan.
Mahkamah berpendapat meskipun UU SDA membuka pglymran swasta
untuk mendapatkan hak guna usaha air dan izin gahgan sumber daya air,
namun hal tersebut tidak akan mengakibatkan peaguaar akan jatuh ke tangan
swaste?®

% bid., hal. 50.

2% Chalid,op.cit, hal. 346-347.

22T Mahkamah Konstituspp.cit, hal.24.
228 |bid.
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Selanjutnya, dalil pemohon antara lain adalah UDA Smenyebabkan
komersialisasi terhadap air karena menganut prip&perima manfaat jasa
pengelolaan sumber daya air wajib menanggung lpaeggelolaan sesuai dengan
jasa yang dipergunakaifull cost recovery MK berpendapat bahwa prinsip ini
justru menempatkan air tidak sebagai objek untlterthi harga secara ekonomi,
namun sebagai bentuk unit operasional negara dalagka melaksanakan Pasal
5 UU SDA. Oleh karenanya prinsip ini tidak berskamersiaf?®

Selain itu MK juga menyatakan bahwa UUSDAonditionally
constitutional’*® Maksudnya, UU SDA dianggap tidak bertentangan denguD
1945 apabila pelaksanaannya sejalan dengan pemafdiK atas ketentuan yang
ada di dalamnya. Beberapa penafsiran Mahkamah ilgsist telah
menyelamatkan UU SDA dari maksud aslinya yang hensi@ngakomodasi
beberapa kepentingan Bank Dunia dalam reformasoisekmber daya air, yang
salah satunya adalah untuk peningkatan peran nek&faswasta dan pemerintah
(public-private participatiopn dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini
sebagaimana yang termaktub dalam program WATSAlupata Keputusan
Menteri Koordinator Perekonomian Nomor:KEP-14/M.BKQ2/2012 tahun
2001

Namun ternyata, dengan terbitnya PP No. 16 tahQ®b Zhususnya
dengan adanya aturan-aturan mengenai penetapam jassy pengelolaan sumber
daya air {ull cost recovery, telah secara terang dan nyata bertentangan wlenga
tafsir Mahkamah Konstitusi yang meletakkan UU SDébagaiconditionally

constitutional

229 |pid., hal. 32.
20pid., hal. 33.
31 Challid.,op.cit, hal. 386.

Pemenuhan hak..., Yunani Abiyono, FHUI, ?LQIQI’T)VERSITAS INDONESIA



BAB IV

PEMENUHAN HAK ATASAIR DI JAKARTA

1. Gambaran Umum Sumber Daya Air dan Masyarakat Jakarta

1.1. Pemerintahan di Jakarta

Kota Jakarta, yang memiliki nama resmi Provinsi l@heKhusus Ibukota
Jakarta, merupakan ibukota negara Republik Indanesrdasarkan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahamirRioDaerah Khusus
Ibukota Jakarta. Gubernur bersama Dewan Perwakkyat Daerah bertugas
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerddkatta yang memiliki
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan hda&ekhususan ini
dikarenakan kedudukannya sebagai Ibukota NegaraulfRkpIindonesia dan

sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat @iovin

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh samang Gubernur
dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur. Gubernur d&éakil Gubernur dipilih
secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daelan Wakil Kepala
Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 TaM@v Zentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakdaia Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi DKI JakddfaRD Provinsi
DKI Jakarta memiliki beberapa fungsiPertama fungsi legislasi yaitu
kewenangan dalam membentuk peraturan daerah unisgtujdi bersama
Gubernur.Kedua fungsi anggaran dalam hal menetapkan anggaratapatan

dan belanja daeralKetiga adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan untuk
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mengontrol kinerja pemerintah dan penggunaan aaggdugas wewenang, hak
dan kewajiban DPRD Provinsi DKI Jakarta diatur eediri dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Provinsi DKI Jakarta juga memiliki perangkat daerdhlam rangka
menyelenggarakan pemerintahan daerah. PerangkathdBeovinsi DKI Jakarta
terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DP&bBas daerah, lembaga teknis
daerah, kota/kabupaten administrasi/kabupatennhatzen dan kelurahan. Seluruh
perangkat daerah bertanggung jawab kepada Gubémailr secara langsung
maupun melalui atasannya, kecuali sekretariat DP}RIDg secara teknis

operasional juga bertanggung jawab kepada PimriRD.

Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakaitaksanakan
menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas pagabantuan. Otonomi di
Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat previridak seperti wilayah lain
yang menjalankan pemerintahan berdasarkan asasnoitdnngga pada tingkat
kabupaten/kota. Sehingga kota administratif danugaten administratif di
Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan adon.

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebdgarah otonom
mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urysditik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskgibnal, agama, serta bagian-
bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjaewamang Pemerintah
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-uadaklyusan pemerintahan
tersebut dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Gubsetaku wakil pemerintah
dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentragigdapenyelenggaraan asas
tugas pembantuan. Kewenangan lain Pemerintah RidvKl Jakarta, khususnya
dalam kedudukannya sebagai lbukota Negara KesaRgpublik Indonesia
meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dbaidamg : tata ruang, sumber
daya alam dan lingkungan; pengendalian pendudulpdanukiman; transportasi;
industri dan perdagangan; serta pariwisata.

Kewenangan dalam di bidang sumber daya alam dagkuigan,

khususnya sumber daya air, dilaksanakan oleh DiRagkerjaan Umum.
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Kewenangan tersebut juga dilaksanakan oleh tigp-taku dinas pekerjaan
umum tata air di tiap-tiap kota/kabupaten admiagtr Tugas pokok dinas
pekerjaan umum terkait sumber daya air, sebagaimtitr@ngkan dalam program
kerja Provinsi DKI Jakarta, adalah melakukan norsaal sungai, situ dan saluran
air.2%

Salah satu perangkat daerah di Provinsi DKI Jakaatey turut memiliki
tugas dan fungsi terkait sumber daya air adalabaBd&engelolaan Lingkungan
Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tugas pokoknydama lain melakukan
pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadgmtde usaha yang

memanfaatkan air bawa tan@h.

Khusus untuk mengurusi regulasi pelayanan air mindimJakarta,
Gubernur DKI Jakarta menetapkan Badan RegulatarsBeaan Air Minum DKI
Jakarta (Badan Regulator) yang independen dangiofd. Pembentukan Badan
Regulator dilatarbelakangi ketentuan Pasal 51 Rj@ja Kerja Sama yang
Diperbaharui dan Dinyatakan Kembali (PKS-2011) enf@AM Jaya dan Mitra
Swasta (PT Palyja dan PT AETRA) tentang Penyedidan Peningkatan
Pelayanan Air Bersih di DKI Jakarta. Pertama kadidBn Regulator dibentuk

pada tahun 2001 yang memiliki masa jabatan selamabu?®®*

Badan Regulator pada prinsipnya menjaga dan melakaa Perjanjian
Kerja Sama dapat berjalan dengan memperhatikan daak kewajiban serta
prinsip-prinsip  independensi, berkeadilan, konsste transparansi dan
akuntabilitas. Dalam menjalankan misinya terseBatdan Regulator memiliki

kewenangan untuk meminta penjelasan dan transpatates dari PDAM DKI

22 |ihat situs Badan Perencanaan Pembangunan Daerdfl Dakarta,
<http://www.bappedajakarta.go.id/artikel.asp?id=26@liakses 10 Juni 2011.

23 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ProviBKl Jakarta,

<http://bplhd.jakarta.go.id/05_gakum.phpdiakses 10 Juni 2011.

2% |ihat situs Badan Regulator Pelayanan Air Minume& Khusus Ibukota Jakarta,
<http://www.jakartawater.org/index.php?option=comntent&view=article&id=19&Itemid=28
&lang=en>, diakses 10 Juni 2011.
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Jakarta dan/atau para mitra swasta. Selain itu BB&kgulator memiliki tugas

menghimpun masukan dari masyarakat dan konsumeyigreln aif>°

Badan Regulator bertanggung jawab langsung kepadaerGur DKI
Jakarta dalam bentuk laporan tahunan yang memuoatj&idan perkembangan
program untuk setiap tahun anggaran. Laporan Tahjuga digunakan untuk
keperluan eksternal sehingga dapat dimanfaatkan plslik dan masyarakat
umum untuk berbagai kepenting&.

1.2. Kondisi Geografis dan Sumber Daya Air di Jakarta

Provinsi DKI Jakarta secara geografis terletak gad8’ 12" sampai 6 23’
54" lintang selatan dan 106 22’ 42" bujur barat pail06 58’ 18" bujur timuf®’
Luas wilayah yang mencapai 661 km?2 terbagi menjadiwilayah Kota
administrasi dan satu Kabupaten administratif, yaKiota administrasi Jakarta
Pusat dengan luas 47,90 km?, Jakarta Utara dengari#2,20 km?2, Jakarta Barat
dengan luas 126,15 km?, Jakarta Selatan denganl1ldas3 km?2, dan Kota
administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km®érta Kabupaten

Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,82.%h

Sebelah utara Provinsi DKI Jakarta membentang patdsa pulau Jawa
sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranyauaB sungai dan 2 buah
kanal. Sebelah selatan dan timur berbatasan deMg&m Depok, Kabupaten
Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebeledt b@ngan Kota Tangerang

dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utagaddmaut Jawa.

25 | pid.
238 | pid.

23" Hamid, Kondisi Lingkungan Airtanah Dangkal Yang Terintrdsi Asin (Studi Kasus
di Jakarta), (Jakarta: Program Studi llmu Lingkungan Program cBsarjana Universitas
Indonesia, 1998), hal.74.

238 pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Geografi JaKartehttp://www.jakarta.go.id/web/
news/2008/01/Geografis-Jakartadiakses 10 Juni 2011.
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Menurut catatan sejarah Kota Jakarta bermula dasbuah
bandar/pelabuhan kecil di muara Kali (Sungai) Gilig sekitar tahun 15008,
Kota Jakarta juga dialiri beberapa sungai besamya, yaitu antara lain Kali
Malang, Kali Angke, Kali Grogol, Kali Sunter dan IKResanggrahan. Sehingga
bukanlah suatu yang kebetulan apabila sumber daydi &ota Jakarta cukup

besar.

LAUT JAawa

1T.un JARARTA

Gambar 1 — Peta Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Sumber daya air di Jakarta tidak hanya berasalattapermukaan (mata
air, sungai/kali, bendungan/waduk). Sumber daydialakarta juga terdiri dari air

tanah dan air bawah tanah. Sebagaimana telah dikayatdalam awal tulisan

239 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Sejarah Jakarta”,

<http://lwww.jakarta.go.id/web/news/1970/01/Sejaralkalta>, diakses 10 Juni 2011.
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bahwa neraca air tanah Jakarta saat ini adalatengicair tanah (dalam) 52 juta
m>/thn sedangkan pengambilan air tanah (dalam) 2injtfthn (40%)>*°

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHIXI Dakarta
mencatat ada potensi air bawah tanah sebesar & fnjftahun. Sejauh ini baru
diambil sebanyak 20 juta m3/tahun dari batas ane&itas 40 juta m3/tahun atau
60%-nya. Menurut BPLHD hal ini masih wajar karemrayang diambil dari tanah
masih separuh dari poterfst.

Penduduk Kota Jakarta membutuhkan sekitar 765npdtkubik air bersih
per tahunnya. Jumlah tersebut hanya untuk memewmihituhan rumah tangga.
Sedangkan untuk kebutuhan industri dan perkanttgatu akan membutuhkan
jumlah air bersih lebih besar yaitu mencapai 22 jué per tahun, menurut data
Dinas Pelayanan Pajaf

Dalam Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHEBLHD
terungkap bahwa total penggunaan sumber daya &k ukebutuhan warga
(domestik dan industri) pada tahun 2010 diperkinak@encapai sekitar 811,21
juta nT, terdiri dari air permukaan 469,74 jute (66,01%) dan dari air tanah
sebanyak 341,47 juta*(B89,99%). Dari jumlah tersebut sebanyak 790,93 juta
m?(97,50%) digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik yaraiputi
kebutuhan rumah tangga, industri, pertokoan/pedkant rumah sakit, hotel,
sedangkan untuk kebutuhan pertanian sekitar 2028 7 (2,49%). Jika
dibandingkan dengan tahun 2009, konsumsi air mangdienaikan sekitar 35.05
juta (4,52 %)**

240 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “CelamAir Tanah Jakarta Kritis”,
<http://www.esdm.go.id/berita/geologi/42-geologi/27eekungan-air-tanah-jakarta-kritis.hteal
19 Agustus 2009

41 Kompas.com, “10 Sumur Air Bawah Tanah Disegehitg://nasional.kompas.com/
read/2010/09/30/224608L%, 10 Agustus 2010.

242Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ProdidiJakartajoc.cit.

243 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provibgil Jakarta, Status
Lingkungan Hidup Daergh <http://bplhd.jakarta.go.id/slhd2010/Lap_SLHD/Lap_.B@r>,
diakses 12 Juni 2011.
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Curah hujan yang lebih rendah juga mengakibatkamunp@an
ketersediaan air yang berasal dari curah hujana Battun 2008, air curah hujan
tampungan sebanyak 84,59 jutd (8177%) turun sebanyak 9,31 persen pada
tahun 2009 menjadi 72,25 juta®f@edangkan air permukaan turun sebesar 16,66
persen dari 434,89 juta®menjadi 72,44 juta frdan pemakaian air tanah hanya

sedikit mengalami penurunaft.

Neraca sumber daya air di DKI Jakarta (air permulden air tanah) pada
tahun 2009, selengkapnya dapat dilihat pada tadrédus :

Air Permukaan
Cadangan Satuan (v Eksploitasi Satuan (ff
Sumber : Pemanfaatan :
1. Mata Air - | 1. Domestik 304.083.108
2. Air Sungai 132.105.240 2. Industri 12.370.570
3. Bendungan /waduk 230.339.788. Pertanian 16.400.000
4. Lain-lain 29.591.351
Total 362.445.0239 Total 362.445.0239
Air Tanah
Cadangan Satuan (v Eksploitasi|  Satuan (M)
Sumber : Pemanfaatan
1. Air Tanah Dangkal 330.802.434L. Domestik 329.191.478
2. Air Tanah Dalam - | 2. Industri 4.532.804
3. Air Tanah Sangat 10.664.653 3. Pertanian -
Dalam
4. Lain-lain 7.732.854
Total 341.467.137 341.467.137

Tabel 5 - Neraca Sumber Daya Air Provinsi DKI Jéadrahun 2009°

Eksploitasi sumber daya air yang berlebihan justrenjadi masalah
dewasa ini. Hasil penelitian oleh Amrta Institutemanjukkan jumlah ekstrasi riil
memang jauh di atas data resmi. Hal tersebut dhld@dt dari data BPLHD yang
hanya mencatat 645 industri besar sebagai pemlpmjak air tanah, padahal

menurut BPS ada 1.872 industri besar di Jakartgiti8pula dengan kantor bank,

* |bid.

245 |bid. Neraca Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tah00®termaktub dalam
Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2010.
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yang hanya tercatat sebanyak 93 buah, padahal otédamk Indonesia ada 2.500
kantor bank di Jakartd®

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber DayaeMl juga
menyatakan kondisi kritis ini. Cekungan air tanakalta yang meliputi sumber
daya air di tiga provinsi DKI Jakarta, Banten dawd Barat telah tereksploitasi

melebihi batas sehingga kondisi kerusakan sudattapen4096*’

CEKUNGAN AIR TANAH
JAKARTA

CAT Lintas Batas Provinsi,
meliputi:

1.Prov. DKI Jakarta

. 2.Prov. Jawa Barat
3.Prov. Banten

Neraca Air Tanah:

Daerah Lepasan ~"CAT Jakarta

Patensi Air Tanah (dalam)
AL > 52 juta m*/thn
Pengambilan Air Tanah (dalam)
- 21 juta m3/thn (40%
)

f Daerah Imbuhan = Kkondisi kritis

Alr Tanah Penampang hidrogeologl

¥l Sumber peta dasar:
i Peta Hidrogeologi, Badan Geologl

Gambar 2 - Cekungan Air Tanah Jakarta

1.3. Kondisi Demografi dan Perilaku Masyarakat di Jekart

Jumlah penduduk dalam periode 2002-2011 terus ne@ngaeningkatan
walaupun pertumbuhannya mengalami penurunan. T2608 jumlah penduduk

sekitar 8,50 juta jiwa, tahun 2006 meningkat men§€6 juta jiwa, dan dalam

6 Nadhia Ardhianie, “Jakarta dan Ekstraksi Air TanaBerlebihan”,
<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/20/080@1)akarta.dan.Ekstraksi.Air.Tanah.Ber
lebihare, 20 September 2010.

47 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mindma,cit.
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tahun 2011 jumlahnya mencapai 10,1 juta ordffgData penyebaran penduduk
Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 dapat dilihat pgasik berikut.

24.936 1 .123.670

M Jakarta Pusat
2.926.732

M Jakarta Utara
1.716.345

H Jakarta Barat

M Jakarta Selatan

M Jakarta Timur

2.135.571 2.260.341 M Kep. Seribu

Grafik 1 — Jumlah Penduduk Provinsi DKI JakartatiraB011

Kepadatan penduduk pada periode tahun 2002 hingdfl Juga
mengalami peningkatan. Pada tahun 2002, kepadataduduk mencapai 12.664
penduduk per km?, tahun 2006 mencapai 13.545 pemdoel km? dan pada 2011
mencapai 15.427 penduduk per Kf?Data kepadatan penduduk Provinsi DKI
Jakarta tahun 2011 dapat dilihat pada grafik bériku

3.098

15.552 23.371 M Jakarta Pusat

M Jakarta Utara
 Jakarta Barat

M Jakarta Selatan

14.653 o lakarta Ti
11.985 akKarta imur

M Kep. Seribu

17.783

Grafik 2 — Jumlah Kepadatan Penduduk Provinsi Dakiadta Tahun 2011

%8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provitdi Iakarta,Jumlah Penduduk
Provinsi DKI Jakarta<http://www.kependudukancapil.go.id/index.php?lteriRi&id=4&option
=com_content&view=article, data bulan November 2011.

249 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Providi Jakarta,Jumlah Kepadatan
Penduduk Provinsi DKI Jakartaghttp://www.kependudukancapil.go.id/index.php/congmbh
content/ 28?task=view data bulan November 2011.
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Perilaku sebagian besar penduduk Provinsi DKI Jakadalam
menggunakan sumber air adalah masih menggunaktanal sebagai sumber air
bersih maupun air minum. Kualitas air tanah di HrewvDKI Jakarta umumnya
tergantung pada kedalamaguifer” -nya, kedalaman 4f@eter, umumnya masih
baik/memenuhi persyaratan air bersih yang ditetapil@ah Menteri Kesehatan
Republik Indonesia. Menurut BPLHD hal ini disebatbkeasih terbatasnya
penyediaan air bersih yang disediakan oleh PDAMaJa&ghingga air tanah
merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan manilissamping air sungai

dan situ2®°

Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Provildl Jakarta
menyebabkan letak sumur-sumurnya berdekatan desgpiic tank sehingga
pada umumnya sumur-sumur di Provinsi DKI Jakantzet@ar oleh rembesan dari
septic tank penduduk. Banyaknya penduduk yang memanfaatkansuamur
dangkal yang tercemar, berdampak buruk terhadaghkésn masyarakat akibat
kontaminasi dan buruknya sanitasi.

Akibat kepadatan penduduk minimnya lahan, masyarakéa Jakarta
terkadang terpaksa memiliki sumur sumber air yargrdékatan dengan
penampungan zat berbahaya maupun pembuangan li@aialh. satu fakta adalah
bahwa masyarakat Jakarta yang tinggal berdekatagadestasiun pengisian

bahan bakar umum memiliki resiko sumur air merekeemar oleh minyak.

Satu contoh nyata adalah tercemarnya sumber asihbeati Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Jatindgd&arta Timur karena
bersebelahan dengan SPBU Pertamina 34/13307. BiRBkK) mengakui adanya
pencemaran dan bertanggung jawab dengan turut mhekge air bersih bagi
Puskesma$>?

%0 |ihat dalam Status Lingkungan Hidup Daerah DKI at# Tahun 2010, Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup DKI Jakaits.cit.
! bid.

%2 Wartakotalive.com, = “Pom  Bensin Mega Cemari  Puskesm

<http://www.wartakotalive.com/read/news/75%238 Maret 2012.
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Kondisi semacam ini tentunya tidak sejalan lagi gden peraturan
perundang-undangan. Pasal 21 ayat (3) Undang-UnNangpr 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan menyatakan bahwa makanan damamnyang dikonsumsi
oleh masyarakat harus memenuhi ketentuan standapeigyaratan kesehatan.
Aturan serupa tercantum pula dalam Peraturan MeKiesehatanrNomor 416

Tahun 1990 tentang Syarat dan Pengawasan Kuaitas A

2. Regulas Terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Air di Jakarta

2.1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 hath@98 tentang
Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air BawalahTaan Air

Permukaan

Terbentuknya Peraturan Daerah ini dilatarbelakaagnya kekhawatiran
Pemerintah Daerah pada waktu itu akan terjadinyaggaan Kkelestarian
lingkungan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ganggueelestarian lingkungan
tersebut, salah satunya, diakibatkan oleh periladmgambilan air bawah tanah
dan air permukaan yang dilakukan secara terus mgnentuk kepentingan
pribadi maupun komersiat®> Walaupun sebagian dari ketentuan di dalam Perda
ini sudah mengalami perubahan, namun pembahadaadsgy Perda ini sangat
penting mengingat latar belakang terbentuknya Péndasebagaimana akan

dijelaskan selanjutnya.

Pengambilan air bawah tanah sebelumnya diatur derRgrda DKI
Jakarta Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pemboran darakésm Air Bawah
Tanah. Perda tersebut mengatur antara lain bahwgémboran dan pemakaian
air bawah tanah dipungut retribusi. Dalam perkerghanselanjutnya dengan
keberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ngnajak Daerah maka

*3pemerintah Daerah Provinsi DKI JakarReraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan daakPRgmanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaanlihat bagian Penjelasan.
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retribusi pengambilan air tanah ditetapkan menpajiak daerah, selain mengatur

obyek pajak baru yaitu pengambilan air permukaan.

Perda mengatur pemungutan pajak pemanfaatan amhbtamah dan air
permukaan. Sehingga, menurut Perda, melalui maekangan pemajakan akan
tercipta pengaturan yang komprehensif yang dapatingkatkan efisiensi dan
efektivitas serta pengendalian pemanfaatan air baaaah dan air permukaan
sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga debgik.

Perda ini pada dasarnya mengatur dua aspek peagaya@itu aspek
perizinan yang meliputi air bawah tanah yang kewgaanya dilaksanakan oleh
Dinas Pertambangan dan perizinan air permukaan ykegenangannya
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum besertak apeepajakan yang
merupakan kewenangan Dinas Pendapatan Daeram $elsecara materil Perda
mengatur mengenai objek pajak, dasar pengenadndtari cara penghitungan
pajak serta tata cara pemajakan sesuai dengamergang berlaku, sebagian di

antaranya akan diuraikan sebagai berikut.

Objek pajak yang diatur dalam Perda ini meliputhg@embilan air bawah
tanah dan pengambilan air permukaan. Beberapaahagl gikecualikan dari objek
pajak adalah apabila pengambilan air bawah tanah ala permukaan: a)
dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintahatiadr) dilakukan oleh badan
usaha milik negara dan khusus didirikan untuk mkmggarakan usaha
eksploitasi dan pemeliharaan pengadilan serta nsahglkan sumber-sumber air,
c) untuk kepentingan pengarian pertanian rakyatint)k keperluan dasar rumah
tangga, e) untuk keperluan pemadam kebakaran dantdk keperluan tambak
rakyat.

Subjek pajak menurut Perda ini adalah orang prilzadu badan yang
mengambil dan/atau memanfaatkan air bawah tanatarBdidefinisikan sebagai
suatu bentuk badan usaha yang meliputi perserodratés (PT), perseroan
komanditer (CV) dan perseroan lainnya, badan usalik negara atau daerah,

serta badan-badan lainnya yang diatur menurut yrarat Wajib pajak adalah
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orang pribadi atau badan yang mengambil air bawaieh dan atau air

permukaan.

Tarif pajak, yang menurut Perda ini ditetapkan sab&0% (dua puluh
persen), dikenakan atas dasar penghitungan yangutiel a) dasar pengenaan
pajak dan b) nilai perolehan air. Nilai peroleharsébut dapat dipengaruhi
beberapa faktor, yaitu antara lain : jenis sunadgrioaksi sumber air, volume air
yang diambil, kualitas air, luas arela tempat pearaak air, musim pengambilan
air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkd@h pengambilan dan/atau
pemanfaatan air. Sedangkan nilai perolehan aipdidatas hasil pengalian antara
volume air yang diambil dengan harga dasar air yditejapkan secara periodik
oleh Gubernur dan DPRD.

Peraturan pelaksanaan dari Perda ini antara |laoutkisan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 88 tahun 1999 tentang Petunjuk Pahalesn Penyelenggaraan dan
Pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah danPé&imukaan yang
kemudian diubah dengan Keputusan Gubernur DKI fakdomor 42 Tahun
2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenyelenggaaadPeshgambilan Air Bawah
Tanah. Perubahan dua peraturan pelaksana tersebyh tberkaitan dengan
masalah perizinan air bawah tanah, sehingga paratyang lama dinyatakan

tetap berlaku oleh peraturan yang lebih atu.

Berkaitan dengan aspek pemungutan pajak, Perdadiimdaklanjuti
dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 455Buial999 tentang
Penetapan Harga Dasar Air di DKI Jakarta dan lkstrGubernur Nomor 57
Tahun 2000 tentang Pemberlakuan PenyelenggaraaRajak Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan yang keduanya mengatekanisme
pemungutan pajak. Selanjutnya SK Gubernur Tahur® @erbaharui dengan

254 Adhi WiranandaAnalisis Sistem Official Assessment Pajak PemaafaAir Bawah
Tanah dan Air Permukaan di Provinsi DKl Jakartatesis Program Pascasarjana, (Jakarta:
Program Pascasarjana Fakultas llmu Sosial danPlafitik Universitas Indonesia, 2003), hal. 53.
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SK Gubernur Nomor 2013 Tahun 2002 tentang MekaniBemungutan Pajak

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaanaliisi DKI Jakarte>®

Sekilas tidak ada yang janggal dengan keberadasta P& yang dapat
dijelaskan dengan beberapa hakrtama penerbitan Perda merupakan respon
atas terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 200tang Pajak Daerah yang
memperkenankan pemerintah daerah untuk memunguwtkma sendiri®®
Besaran pungutan pajak juga tidak menyalahi kedentwndang-undang yaitu

sebesar 20% untuk pajak pengambilan air bawah @eaafair permukaaft”

Kedua tujuan terbitnya Perda ini untuk mengendalikamaefaatan air
oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah laisaydan dengan konsep
menguasai negara yang terkandung dalam Pasal 33(3y&JUD Negara RI
1945.Ketiga, pengambilan air yang disertai dengan pemungutaakpgaga turut
menunjukkan peran penting pemerintah (daerah) datk@mguasai sumber daya
air dan untuk mengembalikan rasa keadilan kepadyanakat atas pengambilan
air2*®

Perlu diingat bahwa terbentuknya Perda ini tidglatedari bayang-bayang
agenda privatisasi air di Jakarta yang dimulai ks€j897. Sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya bahwa pada tahun 1997 telalaksdnakan
penandatanganan perjanjian kerja sama PAM Jayaadeahga mitra swasta yaitu
perseroan yang saat ini bernama PT PAM Lyonnaiga (RT Palyja) dan PT
Thames PAM Jaya (PT TPJ). Salah satu isi perjagdalah dimulainya secara

2% pid., hal. 54.

%56 Republik Indonesiayndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakr&lge
Pasal 7 ayat (1).

%7bid., Pasal 3 ayat (1).

#8 gecara filosofis, pajak dikenakan oleh negara depwarganya sebagai wujud
penguasaan negara yang selanjutnya akan mengearbgédjak kepada warga sebagai bentuk
pemenuhan rasa keadilan. Referensi lebih lanjatratéin Tjip IsmailPengaturan Pajak Daerah
di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2007) dan Irwansyahid, udenggali Potensi Pajak
Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan HukumkP@jakarta: Elex Media, 2010).
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penuh pelayanan air minum oleh dua mitra swastelbet di masing-masing

wilayah usaha pada 1 Februari 1998.

Fakta terbitnya Perda pada 27 Juli 1998 denganirsgrad menegaskan
Perda ini merupakan bagian dari agenda pentingsasi air di kota Jakarta.
Padahal agenda privatisasi merupakan suatu hal gangat ditentang oleh
banyak pihak karena seakan-akan memindahkan dagafig@mn hak menguasai

sumber daya air oleh pemerintah kepada swasta.

Bahkan privatisasi air di Jakarta dianggap tidaknda¢angkan banyak
manfaat. PAM Jaya beserta dua mitra swastanya behampu memasok
kebutuhan air dDKI Jakarta yang masih kekurangan pasokan air liosekitar 3
ribu liter per detik. Data PAM Jaya menyebutkarhltean pasokan air di Jakarta
sebanyak 21 ribu liter per detik. Namun, saat aggkan yang mampu disediakan
PAM Jaya hanya sekitar 18 ribu liter per défik.

2.2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 TaQ@¥ tentang Pajak
Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah darP&imukaan dan
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3hufa2009 tentang
Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan PagigdMmbilan dan

Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2004 daatuPan Gubernur
(Pergub) Nomor 37 Tahun 2009 merupakan dua prodwWurn yang saling

berkaitan, karena Pergub merupakan peraturan pelakslari Perda. Maka

9 Republika.co.idJakarta Masih Kekurangan Air Bersih7 Februari 2012.

Wanda Hamidah, politisi asal DKI Jakarta menyatakamatisasi air di Jakarta telah
gagal. Menurutnya privatisasi air hanya mendatangkauntungan bagi mitra swasta dengan
besarnya konsumen air yang di lain pihak justru belmani konsumen dan warga Jakarta dengan
tarif air yang tinggi, bahkan tertinggi di kawas@sia Tenggara. Kedua mitra swasta PT Palyja
dan PT TPJ juga dinilai tidak dapat memberikan kasair bersih sesuai kebutuhan warga DKI
Jakarta. Lihat Wanda HamidaRrivatisasi PAM Jakarta Gagal?<http://wanda-hamidah.com/
2011/12/01/privatisasi-pam-jakarta-gagal 1 Desember 2011.
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pembahasan dan analisa kedua produk hukum lols&lttetr disatukan dalam sub-

sub bab ini.

Perda ini merupakan pengaturan kembali pajak pematari air bawah
tanah dan air permukaan sebagaimana ditetapkam ddada Nomor 10 Tahun
1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanf&iatBawah Tanah dan Air
Permukaan. Pengaturan kembali mengenai pajak pdmigamair bawah tanah
dan air permukaan dalam Perda ini masih ditujukalmagai instrumen hukum
terkait pengendalian lingkungan dan sumber dayadaidakarta selain telah

dirasakan manfaatnya sebagai instrumen peningkatatapatan daerah.

Perda ini juga merupakan respon dan penyesuaiagadekeberlakuan
peraturan perundang-undangan terkait pajak daei& yndang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undamgpr 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PematBemerintah Nomor 65
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan ID&erevinsi DKI Jakarta
Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajakdbae”

Secara materil, Perda mengatur kembali ketentuaal Hahuruf d, I, ac,
ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, Pdsah@pai dengan Pasal 57 dalam
Perda Nomor 1 tahun 1998 sekaligus menyatakan tketedketentuan tersebut
sebagai tidak berlaku laffi* Ketentuan materil yang diatur dalam Perda inikida
jauh berbeda dengan Perda Nomor 1 Tahun 1998, gaiara lain mengenai
subjek dan objek pajak, tarif pajak, dasar pengenlaa cara penghitungan pajak

serta ketentuan mengenai masa pajak.

Objek pajak yang diatur dalam Perda ini meliputi):pengambilan, b)
pemanfaatan serta c) pengambilan dan pemanfaathavaah tanah dan/atau air
permukaan. Beberapa hal yang dikecualikan dari gengnobjek pajak adalah

apabila pengambilan atau pemanfaatan atau pengamtédn pemanfaatan air

80 bid., lihat bagian Menimbang.

%1 pemerintah Provinsi DKI JakartReraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tareah Alir PermukaanPasal 13.
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bawah tanah dan air permukaan: a) dilakukan oletmepatah pusat dan
pemerintah daerah, b) dilakukan oleh badan usatik megara dan khusus
didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksplottasipemeliharaan pengadilan
serta mengusahakan sumber-sumber air, c) untukhkegan pengarian pertanian
rakyat, d) untuk keperluan dasar rumah tangga,né)kukeperluan pemadam

kebakaran dan f) untuk keperluan tambak rakyat.

Subjek pajak menurut Perda ini adalah orang prilzadu badan yang
mengambil dan/atau memanfaatkan air bawah tanalatdanair permukaan.
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yanggarabil air bawah tanah

dan atau air permukaan.

Tarif pajak, yang menurut Perda ini ditetapkan sab&0% (dua puluh
persen) untuk pengambilan dan pemanfaatan air baéaveth dan sebesar 10%
(sepuluh persen) untuk pengambilan dan pemanfaaampermukaan. Pajak
dikenakan atas dasar penghitungan yang melipytdasar pengenaan pajak dan
b) nilai perolehan air. Nilai perolehan tersebupatadipengaruhi beberapa faktor,
yaitu antara lain : jenis sumber air, lokasi sumdie volume air yang diambil,
kualitas air, luas arela tempat pemakaian air, musengambilan air, tingkat
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengamldan/atau pemanfaatan

air.

Nilai perolehan air didapat atas hasil pengaliataranvolume air yang
diambil dengan harga dasar air yang ditetapkan atern{eputusan Gubernur.
Sedangkan besaran nilai perolehan air yang dimtafazoleh BUMN/BUMD
yang memberikan pelayanan publik, pertambangan akilumi dan gas alam
ditetapkan oleh Gubernur dengan pertimbangan Metalam Negeri. Nilai
perolehan air terakhir kali diatur dengan Perat@abernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 37 Tahun 2009 tentang Nilai Perolehan Air &gl Dasar Pengenaan

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Seperti halnya Perda Nomor 1 Tahun 1998, tidak lelayang terlalu
janggal dari Perda Nomor 1 Tahun 2004. Sebagaim@ah diuraikan

sebelumnya, bahwa kelahiran Perda ini sebagai béntlak lanjut dari peraturan
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perundang-undangan terkait pajak daerah dan reirjpemanfaatan air bawah
tanah dan air permukaan di Jakarta yang perlu pearbseiring perkembangan

Zaman.

Secara filosofis yuridis, Perda ini juga menunjuklsebagai manifestasi
hak menguasai negara terhadap sumber daya airtgekagndung di Pasal 33 ayat
(3) UUD Negara RI Tahun 1945. Negara melalui pemeh daerah melakukan
pengaturan terkait pengambilan dan pemanfaatanbawvah tanah dan air
permukaan. Pemungutan pajak juga dapat dipahamaigaelhak yang dimiliki
negara atas penguasaan sumber daya air. Konsepgsaag sumber daya air
oleh negara yang terkandung dalam Pasal 33 ayau@) Negara RI 1945
memberikanperlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak atas air

warga adalah tanggung jawab negara melalui pemerintah (daerah).

Pertanyaan lanjutan adalah sejauh mana Perda Nbfanun 2004 yang
memperbaiki beberapa ketentuan di dalam Perda NdfcFahun 1998 dapat
menjamin pemenuhan hak atas air bagi warga JakBdietanya, pengaturan
pemanfaatan air dan juga pemungutan pajak oleh naate daerah justru tidak

berdampak positif bagi konsumen pelayanan air daigavJakarta.

Warga Jakarta masih mengeluhkan minimnya pelayaten PAM Jaya
dan mitra-mitra usahanya. Hal ini ditunjukkan demdakta sebagian warga
Jakarta masih kesulitan mendapat pasokan air bdrailga/tarif air yang mahal

dan kualitas air yang meragukn.

%2 Tribunews.com melaporkan bahwa Sumarti, seoratenggan PT Palyja di Muara
Baru, Jakarta Utara, mengaku menjadi korban mahatayif air, namun tidak mendapatkan
haknya sebagai konsumen. Pasokan air bersih diyatilaempat tinggalnya sering terhenti,
sehingga sehari-hari terpaksa membeli air berséraecyang menghabiskan biaya hingga Rp
40.000,- per hari. Sementara pasokan air tidak mntanpedirinya sebagai pelanggan tetap
diwajibkan membayar abonemen yang apabila tidakydib justru akan menambah bebannya
karena akan dikenakan denda. Lihat Tribunnews.c@in, Pam di Jakarta Paling Mahal Ini
Penyebabnya”, kttp://jakarta.tribunnews.com/2012/01/31/air-pamijakarta-paling-mahal-ini-
penyebabnya, 31 Januari 2012.
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Perjanjian penyediaan air bersih (privatisasi y@mng diperkenankan oleh
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumbeaay pada tahun
2007, Mahkamah Konstitusi “membolehkan” privatisaisivia UU No. 7 Tahun
2004 tentang Sumber Daya Air melalui Hak Guna UsAhlladengan catatan
pemerintah yang harus mengatur dan menentukan legarasasi warga tak
dilanggar €onditionally constitiongl Dengan demikian sangat terbuka upaya
agar Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkanbkénterhadap fakta
yang ada di Jakarta, apakah Undang-Undang Sumbegma Dér masih

konstitusional.

2.3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1hufa2007 tentang
Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semektéahun 2007

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 mengatweseaian tarif air
minum pada tahun 2007. Tarif air di Jakarta setakngalami kenaikan sejak
1998, yang secara yuridis dinyatakan sebagai panj@s atas pelayanan dan
pendistribusian air minum. Penyesuaian tarif ainum ini dinyatakan pula
berpegang pada prinsip subsidi silang dan ketekpuren konsumen/pelanggan

air dengan daya beli per kategori konsurffén.

Tarif air memang menjadi momok dan persoalan batiagian besar
warga Jakarta. Sejak beberapa tahun terakhir, aaricelalu merangkak naik
meskipun tidak dibarengi dengan peningkatan kwalitayanan, apalagi
pemenuhan secara penuh hak atas air. Hal ini mkajadakarta sebagai kota

dengan tarif air termahal di Indonesia dan jugadsem Asia Tenggara.

Koalisi Masyarakat Anti Swastanisasi Air Jakartangegakan bahwa ada
kesepakatan tarif antara PAM Jaya dan mitra sweastg harus memuat sejumlah

biaya atau imbalan yang diperuntukkan bagi pekegmg (ekspatriat) yang

263 Gubernur Provinsi DKI Jakart®eraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11
Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PA®Minum Semester |, Tahun 2QQihat
bagian Menimbang.
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bekerja di perusahaan swasta. Bahkan, biaya selatak si pekerja asing

tersebut masuk dalam nilai imbalan tarif %A

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pesadf#uangan (BPK)
Tahun 2007 dan 2008 pada PAM Jaya, biaya untukrjgelsing yang menjadi
imbalan PT Palyja selaku pengelola air dari pihalasta, mencapai Rp 3,865
miliar. Biaya sebanyak itu diperuntukkan bagi biggkolah anak pekerja asing
sebesar Rp 1,2 miliar. Kemudian keperluan rumalggarsebesar Rp 8,6 juta.
Klaim biaya sebesar Rp 366,2 juta, biaya fiskal gakak bandara perjalanan
pribadi sebesar Rp 79,3 juta. Biaya perjalanan B®71juta, serta biaya sewa
rumah dan asuransi banjir Rp 2 miliar. Belum lagambah permintaan bagi hasil
keuntungan mitra swasta yang mencapai 22% (duahpdlia persen). Biaya-
biaya tersebutlah yang harus ditanggung oleh koesumir bersih di Jakarta

sehingga menjadi penyebab mahalnya tarifir.

Sebagai contoh, untuk wilayah kerja PT Palyja haega-rata mencapai
Rp 7.000/m dan untuk wilayah kerja PT Aetra harga rata-rathesar Rp
6.800/ni. Sebagai perbandingan harga rata-rata air di Syeathanya Rp
2.600/ni atau di Bekasi yang hanya Rp 2.30b/mbalam auditnya, Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telahngatkgan bahwa nilai
imbalan air yang dibayar kepada swasta terlalu gtigPKP bahkan
merekomendasikan harga rata-rata air di Jakariataép 4.666/m

Berikut adalah data tarif rata-rata air sejak 20idgjga 2010°%°

Periode Berlaku Tari{RIT)?#?SRata Dasar Hukum
1998 — 2001 1.963.59 SK Gubernur N0.5215 Tahun 1998
2001 - 2003 2.561,68 SK Gubernur N0.1923 Tahun 2001
2003 3.395,94 SK Gubernur N0.985 Tahun 2003

284 Tribunnews.comloc.Cit.
255 |bid.

*°Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI JakarfBabiel Tarif Air Tahun 1998-
2010", <http://lwww.jakartawater.org/images/stories/unduhiftaair.pdf>, 21 April 2010
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2004 4.781,31 SK Gubernur N0.4164 Tahun 2003
Semester | 2005 5.343,00 SK Gubernur No.138 Talkb 2
Semester 11 2005 5.889,46 SK Gubernur No.1401 T2005%
Semester | 2006 6.383,74 Pergub No.17 Tahun 2006
Semester Il 2006 6.383,74 Pergub No.84 Tahun 2006
2007 — 2010 7.025,00 Pergub No.11 Tahun 2007

Tabel 6 — Tarif Air Per MTahun 1998 — 2010

Berdasarkan tabel tarif air tersebut, kenaikan-rati@a pertahun mencapai Rp
1.000,- yang berarti kenaikan tarif mencapai 10%a Bibandingkan dengan
tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tidakeapai 3% di Provinsi DKI
Jakartd®’ tentulah perbandingan angka tersebut tidak sebgrsthingga tidak
dapat dipungkiri masyarakat Jakarta belum mendapatkelayanan air yang

memadai dari segi tarif.

Memperlakukan air sebagai barang ekonomi akan beydl timbulnya
ketidakadilan apabila dilakukan tanpa batasan. ikasetiap penyediaan air tentu
akan memerlukan biaya yang tidak sedikit, pada raighi akan dibebankan
kepada konsumen. Pada kondisi tertentu, ada sebagggyarakat yang tidak

dapat menjangkau harga air tersetitit.

Ada yang beranggapan bahwa agar pelayanan air dhbjp&sanakan
secara terus menerus dengan baik dan efisien, imake dilakukan dengan
privatisasi pelayanan air. Privatisasi pelayanardapat dilaksanakan mengingat
keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh neganduk melaksanakan
pelayanan air untuk seluruh masyarakatnya. Olelenkaritu swasta dapat
dilibatkan demi terjaganya kualitas layanan pergadi air bersih meskipun

World Health Organization (WHO) telah menegaskahwaa harga air harus

%7 provinsi DKI Jakarta, Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2011,
<http://www.jakarta.go.id/web/news/2011/11/Pertunmdnuickonomi-DKI-Jakarta-Triwulan-111-
Tahun-201%, diakses 12 Februari 2012.

%8 Bluemel,op.cit.,hal. 964.
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terjangkau, tidak lebih dari 3-5% pengeluaran sepravarga. Namun setelah

privatisasi, keadaannya bertolak belakdg.

2.4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1286uh 2010 tentang

Pemanfaatan Air Pada Kawasan Sentral Bisnis

Pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 20610
dilatarbelakangi meningkatnya pemanfaatan air tahdawasan sentral bisnis di
Jakarta. Dikhawatirkan pemanfaatan dan eksploitgsig air tanah yang
berlebihan akan mengganggu kelestarian lingkungahingga pemanfaatan air
tanah di kawasan sentral bisnis perlu diatur. Pemga diharapkan akan
membawa manfaat, keseimbangan, keserasian, ket@mpadan Kkelestarian

lingkungan®"°

Pergub ini merupakan peraturan pelaksana di tingkatinsi DKI Jakarta
dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 rignfar Tanah. Beberapa
ketentuan materiil yang terkandung dalam Pergub adalah pengaturan
pemanfaatan air tanah khususnya di kawasan sdnsrak, hak dan kewajiban
pemegang izin pemanfaatan air tanah, pola konseryada koordinasi
pemerintah daerah dengan pengelola kawasan séngrak serta menguatkan

peran serta masyarakat dalam konservasi air tanah.

Pergub ini memberikan kewenangan kepada BPLHD selmlgak yang
berwenang memberikan izin pengeboran dan pemanfaataanah di kawasan
sentral bisnis. Setiap orang atau badan usaha degajajukan permohonan izin

dengan memenuhi syarat administratif dan syarasdhuSyarat khusus tersebut

289 hid., hal. 965.

2’0 Gubernur Provinsi DKI Jakart&®eraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
129 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Air Pada Kaw&gariral Bisnislihat bagian Menimbang.
Dalam Pergub ini, air tanah adalah semua air yalagda perut bumi termasuk di dalamnya mata
air yang muncul secara alamiah di atas permukaaahtaSedangkan “kawasan sentra bisnis”
didefinisikan sebagai pusat lokasi usaha bagi kptikrbadan usaha/organisasi usaha, lembaga
pemerintahan yang berbentuk gedung perkantoraputat perdagangan.
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antara lain dengan a) membuat sumur resapan daerbpuat bak meter air yang

layak dan mudah diperiksa untuk melindungi metef’ai

Orang atau badan usaha yang memenuhi syarat pemarohpin, dapat
memanfaatkan air tanah di kawasan sentral bisrtiskuangka waktu 3 (tiga)
tahun. Izin pemanfaatan tersebut dapat dicabutldaweaktu apabila pemegang
izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dana kpakualitas air tidak
memenuhi persyaratan. lzin juga dapat batal apabddentangan dengan

kepentingan umum dan terjadi kerusakan lingkurfgan.

Pemegang izin pemanfaatan air di kawasan sentiatisbimemiliki
beberapa kewajiban. Salah satu kewajiban yang wmhesgngat penting karena
terkait dengan perlindungan sumber daya air adk&kajiban menghentikan
kegiatan pemanfaatan dan dilanjutkan dengan peantogata air apabila terjadi
kerusakan sumber air tanah dan merusak lingkungdmph Apabila hal ini
terjadi, pemegang izin wajib melaksanakan tindgs@nanggulangannya. Selain
itu pemegang izin juga wajib melaksanakan konsewmiatanah dengan menjaga
daya dukung, daya tampung dan fungsi air yang saimya diwujudkan dengan

pembuatan sumur resapanZit.

Pergub ini turut dipersenjatai dengan ketentuakssa@agi pemegang izin
pengeboran dan pemanfaatan air tanah di kawasamlseisnis yang melanggar
ketentuan. Sanksi teringan berupa teguran tertuigga sanksi terberat berupa

penutupan sumur air tanah dan pencabutarf izin.

Dalam pelaksanaannya, Pergub ini dijadikan semjeia BPLHD Jakarta
untuk menutup sumur bor ilegal di kawasan sentrshi®. Salah satu contoh
adalah temuan BPLHD Jakarta terhadgga tndustri di wilayah Pulo Gadung,

Jakarta Timur, didapati menggunakan air tanah aedagal dalam inspeksi

2 bid., lihat Pasal 4.
272|pid., lihat Pasal 5 dan Pasal 6.
23 pid., lihat Pasal 8 dan Pasal 9.

2 bid., lihat Pasal 13 sampai dengan Pasal 16.
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mendadak. Dalam sidak tersebut dilaporkan adanyapsempa air yang menjadi

aliran air tanah ilegal itu diseg&f

3. Putusan Pengadilan Terkait Pemenuhan Hak Atas Air di Jakarta

3.1. Putusan Peradilan Administrasi

3.1.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
184/G/2010/PTUN-JKT

a. Mengenai Duduk Perkara

Sengketa tata usaha negara dalam perkara Nomds/2840/PTUN-JKT
bermula pada saat Omi Komaria Madjid, kewarganegatadonesia, bertempat
tinggal di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatzeserta delapan
penggugat lainnya melayangkan gugatan ke hadapagaiéan Tata Usaha
Negara Jakarta terhadap objek sengketa yang ithkimb Kepala Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Didrtdegebagai Tergugat dan
PT Shell Indonesia sebagai Tergugat Il Intervéffsi.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kispat Kepala Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKlartdak Nomor
9143/IMB/2010 tanggal 4 Agustus tentang Izin Meikdin Bangunan bersyarat
untuk penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar U(B&BU). IMB tersebut
diberikan kepada pemohon PT Shell Indonesia diyaliaKecamatan Kebayoran

Lama yang letaknya bersebelahan dengan tempattiRgga Penggugat’

2’5 Tribunnews.com, “Gunakan Air Tanah llegal, Industr Pulo Gadung Disegel”,
<http://jakarta.tribunnews.com/2012/05/24/gunakartanah-ilegal-industri-di-pulo-gadung-
disegel?.tsrc=telkomse| 24 Mei 2012.

%’® pengadilan Tata Usaha Negara JakaPatusan Nomor 184/G/2010/PTUN-JKT
tanggal 18 Mei 2011, hal. 4-6.

277 \bid., hal. 6-7.
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Para Penggugat bertempat tinggal berdekatan defaj@si rencana
pembangunan SPBU PT Shell Indonesia di wilayah Katan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan. Para Penggugat berkeberatan deasamdirugikan dengan
dikeluarkannya objek sengketa tersebut dengan ralesiacana pembangunan
SPBU PT Shell akan menimbulkan dampak negatif kitasetempat tinggal Para
Penggugat. Dampak-dampak negatif tersebut, sebagaindiuraikan Para
Penggugat, antara lain berupa ancaman dan ganggaamanan, polusi
lingkungan, pencemaran sumber air bersih hinggkaé®rugian jiwa serta harta

benda sebagai akibat yang dapat timbul dari dardpatkpak negatif tersebtf

Para Penggugat juga mendalilkan terbitnya objellssa tersebut tidak
melalui proses persetujuan masyarakat sekitar yaemperhitungkan dampak
secara sosial, perekonomian dan lingkungan masyasekita’’’® Sehingga Para
Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan untukbatatkan keberlakuan
objek sengketa tersebut. Para Penggugat juga nukagapenundaan pelaksanaan

objek sengketa ke hadapan

Tergugat | menyatakan bahwa penerbitan objek séadietah melalui
prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tergugaut taenyatakan bahwa dirinya
karena kedudukannya sebagai pejabat berwenang,likiekelwwenangan untuk

menerbitkan objek sengkef&’

Sedangkan Tergugat Il Intervensi mengajukan eksepkait penggugat
yang tidak berkualitasefror in persona stanglidan gugatan yang prematur.
Menurut Tergugat Il Intervensi, Para Penggugat ktidaerkualitas untuk
menggugat karena tempat tinggalnya tidak berbatémagsung dengan lokasi
yang dimohonkan IMB oleh Tergugat Il Intervensikfeamya, Para Penggugat
bukan tetangga yang secara langsung bertempatatiniggebelah kiri, sebelah

kanan, sebelah depan dan sebelah belakang dasi lokacana pembangunan

278 pid., hal. 9-12.
2%pid., hal. 14.
280 1hid, hal. 32.
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SPBU. Sehingga Tergugat Il Intervensi berpendapata FPenggugat tidak
memiliki legal standinguntuk mempermasalahkan objek sengketa.

Terkait eksepsi gugatan yang prematur, Tergudateélvensi berpendapat
bahwa Para Penggugat sebetulnya tidak tepat meaggbgek sengketa, karena
kepentingan Para Penggugat tidak ada yang dirugikangan terbitnya objek
sengketa. Para Penggugat mendalilkan kekhawataaapak negatif yang seolah-
olah akan ada dengan berdirinya SPBU. Padahal, miefiargugat Il Intervensi,
objek sengketa merupakan surat izin mendirikan aag bukannya surat izin
pengelolaan SPBU ataupun surat izin lainnya yamgaite dengan kegiatan
pengelolaan SPBU. Sehingga dengan berdirinya bamg8PBU tidak serta
merta menjalankan kegiatan yang seolah-olah akamnmbellkan dampak negatif
kepada Para Penggudat.

Dalam pokok perkara Tergugat Il Intervensi menHafil hal-hal yang
kurang lebih sama dalam bagian eksepsi. Tergugdntérvensi menyatakan
bahwa objek sengketa telah diterbitkan secara aahidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatiksas-agaas umum
pemerintahan yang baik. Tergugat Il Intervensi juganyatakan bahwa gugatan
Para Penggugat mengada-ada karena hanya dilandateawatiran yang belum
dapat dibuktikan.

b. Mengenai Putusan Majelis Hakim dan Pertimbangan tthokya

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakatey diketuai R.
Basuki Santoso, SH, MH serta hakim anggota Andrisdp@, SH, MH dan
Bonnyarti Kala Lande, SH, MH menjatuhkan putusanMdi 2011. Putusan
tersebut berbunyi sebagai berikEf.

MENGADILI

21 pid., hal 34-37.
221hid., hal. 125-127.
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DALAM PENUNDAAN
- Menolak Permohonan Penundaan objek gugatan Para
Penggugat;

DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervamgiuk
seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya,;

b. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 9143/IMB/2010 tardgga
Agustus 2010 tentang lzin Mendirikan Bangunan @eety
untuk SPBU di Jalan Bintaro Raya RT 011/010 Kdiara
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan atas nhama PT Shell Indonesia Q(ekta
Ratu Manurung;

c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepuatus
Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :
9143/IMB/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Izin
Mendirikan Bangunan bersyarat untuk SPBU di Jalan
Bintaro Raya RT 011/010 Kelurahan Kebayoran Lama
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatas
nama PT Shell Indonesia QQ Jeanette Ratu Manurung;

d. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untuk
membayar biaya perkara secara tanggung renteng ssebe
Rp 328.000,- (tiga ratus dua puluh delapan ribuiatm.

Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan menilaigligat sebagai
pejabat yang berwenang telah bertindak tidak cerkaagéna seharusnya Tergugat
meneliti terlebih dahulu apakah dalam permohonaB tkrsebut ada pihak yang
berkeberatan atau tidak. Pengadilan, dengan mendeterangan ahli dalam
persidangan Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MHrpkeadapat IMB yang
diajukan mempunyai dampak terhadap lingkungan ysaggat besar yakni
menyangkut keamanan keselamatan warga, polusi,ualadan lingkungaf®®

23pid., hal. 122.
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Pengadilan turut mempertimbangkan upaya Tergugaindanelakukan
sosialisasi kepada Para Tergugat dan juga wargisekkait izin pembangunan
tersebut. Namun Pengadilan berpendapat Tergugdt didpat membuktikan telah
melakukan upaya penyelesaian sengketa keberatafPBaggugat, sedangkan hal
tersebut termasuk pelaksanaan salah satu asasragaspemerintahan yang baik

yakni asas tertib penyelenggaraan neg¥ra.

Maka dengan demikian Pengadilan telah menyimpubamva Tergugat
dalam menerbitkan objek gugatan tersebut telaht cemsara formal prosedur
karena bertentangan dengan peraturan perundanggardaan asas-asas umum
pemerintahan yang baik. Pengadilan berpendapak sbjggketa patut dinyatakan
batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabuffia.

Perkara ini memang bukan kasus atau gugatan mekytapgmenuhan
hak atas air bagi masyarakat atau warga kota ZakBerkara ini memutus
sengketa tata usaha negara yang diajukan Para iREiggarena merasa hak-

haknya terusik dengan keberadaan objek sengketa.

Walaupun demikian, ada satu hal yang patut digawshi dalam
penyelesaian sengketa ini yakni pertimbangan Majeikkim Pengadilan Tata
Usaha Negara dalam perkara ini yang memperhatikpayau pencegahan
kerusakan lingkungan khususnya polusi udara darnTaniepas dari terbuktinya
objek sengketa telah cacat secara formal prosedur,Pengadilan
mempertimbangkan kekhawatiran Para Penggugat tmphakemungkinan

pencemaran air oleh minyak di sekitar SPBU.

Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telanasédak langsung
memberikan jaminan terhadap pelestarian lingkungam sumber daya air di

Jakarta. Pengadilan juga secara tidak langsung talemenuhi hak Penggugat

241pid., hal. 123.
2% phid., hal. 124.
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dan warga di sekitar objek sengketa atas air belsiitpan membatalkan objek

sengketa.

Perkara sengketa tata usaha negara ini tidak setesapai di sini.
Tergugat dan Tergugat Il Intervensi mengajukan agaykum banding terhadap
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta uttselhadapan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan  register moNo
162/B/2011/PT.TUN.JKT. Menurut informasi yang téirséi situs Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, upaya bandisghat telah diputus pada 7
Februari 2012 namun hingga penelitian ini selesaulis peneliti belum

mendapatkan fotokopi salinan putusannya untukitliketih lanjut®°

3.1.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
130/G/2011/PTUN-JKT

a. Mengenai Duduk Perkara

Pokok Sengketa tata usaha negara dalam perkara rNomo
130/G/2011/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Nedakarta tidak berbeda
jauh dengan sengketa tata usaha negara dalam ge@darG/2010/PTUN-JKT
yang telah dibahas sebelumnya. Sengketa bermutaguaghtan yang dilayangkan
oleh S.S Effendy, kewarganegaraan Indonesia, bpaetnggal di Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat, beserta dua penggugatéaternadap objek sengketa
yang diterbitkan Kepala Dinas Pengawasan dan ReamerBangunan Provinsi
DKI Jakarta sebagai Tergugat dan PT Alpha KumaladWana sebagai Tergugat

Il Intervensi®’

8 | ayanan informasi perkara pada situs Pengadilaggl Tata Usaha Negara Jakarta,
<http://www.pttun-jakarta.go.id/index.php?option=cocontent&task=view&id=220&Itemid=
159>, diakses terakhir kali pada 10 Mei 2012.

%7 pengadilan Tata Usaha Negara JakaPmatusan Nomor 130/G/2011/PTUN-JKT
tanggal 29 Desember 2011, hal. 2-4.
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Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kispnt Kepala Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKlartdak Nomor
11580/IMB/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Idiandirikan Bangunan
untuk penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar U(@RBU) di wilayah
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. IMB tersebutriétén kepada pemohon PT
Alpha Kumala Wardhana (Penggugat Il Intervensi)wdiayah sama dengan

tempat tinggal Para Penggud&t.

Para Penggugat bertempat tinggal berdekatan detalasi rencana
pembangunan SPBU atas nama PT Alpha Kumala Wardlganailayah
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Para Para Rgaiggwerasa dirugikan
dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut.nddokasi rumah tinggal Para
Penggugat berdekatan dengan rencana pembangunad. $Ra Penggugat
berpendapat rencana pembangunan SPBU tersebut mékam dampak negatif
di sekitar tempat tinggal Para Penggugat berugaaasn yang terganggu akibat

rencana pembangunan SPBU tersébiut.

Para Penggugat merasa terganggu keamanannya dakmuk b
kekhawatiran pencemaran lingkungan terhadap fumigganah dangkal sebagai
sumber air bersih warga sekitar untuk air minumnanaan cuci. Para Penggugat
juga mengkhawatirkan resiko kerugian jiwa sertatehdrenda sebagai akibat
apabila terjadi kebakaran atau ledakan, ganggudrsisgan serta gangguan
terhadap ekonomi yang mempengaruhi terhadap pesinitai ekonomi benda

tetap berupa rumah yang berada di sekitar loka$iaiSPBU tersebt®

Hampir sama dengan kondisi para perkara Nomor 180A8/PTUN-JKT
yang telah dibahas sebelumnya, Para Penggugatjegdalilkan hingga diajukan
gugatan, mereka tidak pernah memberikan persetujuatuk melakukan

pembangunan bangunan, gedung dan SPBU kepada piaakpun. Padahal,

288 |pid., hal. 5.
289pid., hal. 6-7.
290pid., hal. 7-8.
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sebagai warga yang bertempat tinggal bersebelatragad rencana lokasi SPBU,
Para Penggugat berhak untuk dimintakan persetuyaasebagaimana diatur
dalam Pasal 8 huruf d. Peraturan Menteri Dalam Négemor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan DaerahkamBahingga saat
persidangan pun Para Penggugat dan masyarakakithirs8PBU masih tetap
keberatan atau menolak rencana pembangunan SP&bwe"

Para Penggugat berpendapat bahwa penerbitan objegketa telah
melanggar : a) Permendagri Nomor 27 Tahun 200@ketsb) Peraturan Daerah
DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang BangunanambaWilayah DKI
Jakarta, ¢) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 rign2erlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan d) melanggar asas-umum pemerintahan
yang baik yakni asas kepastian hukum dan asals petiyelenggaraan negara.

Terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalanabgawya
menyatakan menolak dalil-dalil Para Penggugat. Ugat menyatakan bahwa
penerbitan objek sengketa telah melalui proseduar ldgentuan yang berlaku.
Tergugat turut menyatakan bahwa dirinya karena dekiannya sebagai pejabat

berwenang, memiliki kewenangan untuk menerbitkgalosengketa®

Tergugat juga menggarisbawahi bahwa pada dasadakaada hubungan
hukum antara objek sengketa dengan Para Penggiya Penggugat
mengkhawatirkan sesuatu hal yang terjadi di dalaemgpperasian SPBU.
Tergugat menegaskan gugatan Para Penggugat terbagp sengketa adalah
prematur, karena objek sengketa adalah perizindamkumembangun bangunan
SPBU bukan izin untuk operasional SPBU, yang mauaiéinya berbedd?

*1bid., hal. 12-13. Sekitar 70% warga memberikan perolaktau tidak setuju atas
rencana pembangunan SPBU di wilayah tempat tingga¢ka.

2921hid., hal. 17-18.
293phid, hal. 32.
29%pid., hal 29-31.
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Tergugat Il Intervensi mengajukan jawaban dan eigepkait penggugat
yang tidak berkualitas dan gugatan kabur. Menuergiigat Il Intervensi, Para
Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat kaobek sengketa secara final
dan konkret menunjuk pada dirinya, bukan kepada Panggugat sehingga tidak
ada hubungan hukum antara objek sengketa denganPRaiggugat. Selain itu,
tempat tinggal Para Penggugat tidak berbatasarsuaggdengan lokasi yang
direncanakan pembangunan SPBU sehingga Para Petggdgk menerima
akibat hukum dari terbitnya objek sengketa dan d&mpegatif sebagaimana
didalilkan Para Penggugat’

Terkait eksepsi gugatan yang kabur, Tergugat Brimnsi berpendapat
bahwa objek sengketa berupa izin mendirikan banguHal-hal yang diuraikan
oleh Para Penggugat adalah dalil yang masuk kehraon&um materiil yang
berkaitan dengan izin gangguan. Dengan demikiangubat Il Intervensi
menyatakan antara objek sengketa dengan dalil gugdara Penggugat tidak

sinkron?%®

Dalam pokok perkara Tergugat Il Intervensi menHafhl hal-hal yang
kurang lebih sama dalam bagian eksepsi. Tergugdbtérvensi menyatakan
bahwa objek sengketa telah diterbitkan secara aahidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dengan memperhatiksas-agaas umum
pemerintahan yang baik. Bahkan dengan terbitnyakobgngketa, Tergugat I
Intervensi menilai Tergugat telah menjalankan akapastian hukum bagi
Tergugat 1l Intervensi sehingga dalam terus meladdsan aktivitas usaha dan

investasi di wilayah DKI Jakarta.

b. Mengenai Putusan Majelis Hakim dan Pertimbangan tthakya

2% pid., hal. 41-43.
2% 1hid., hal 43.

Pemenuhan hak..., Yunani Abiyono, FHUI, ?LQIQI’T)VERSITAS INDONESIA



115

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakgatag diketuai
Kasim, SH, besera hakim-hakim anggota Husban, SH,ds&in Amir Fauzi, SH,
MH menjatuhkan putusan pada 29 Desember 2011. &utiessebut berbunyi
sebagai berikut®’

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Nomor 130/G/2011/PTUN-JKT
tertanggal 15 September 2011 tentang Penundaan
Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hwlamm
dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hutetap;

DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervamsiuk
seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

a. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

b. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta Nomor : 11580/IMB/2010 taalgg
13 Oktober 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan
bersyarat untuk SPBU/SPBG dan fasilitasinya di dala
Kemanggisan Utama Raya Nomor 52 A, RT 002/007
Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah, Jakarta
Barat, atas nama PT Alpha Kumala Wardhana / PintpAs
& Helen Soewignyo;

c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepuatus
Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor :
11580/IMB/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang lzin
Mendirikan Bangunan bersyarat untuk SPBU/SPBG dan
fasilitasinya di Jalan Kemanggisan Utama Raya Norb2r
A, RT 002/007 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat, atas nama PT Alpha Kumala
Wardhana / Ping Astono & Helen Soewignyo;

d. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untuk
membayar biaya perkara secara bersama-sama seli®gar
1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah).

297 pid., hal. 102-103.
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Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan menilaigligat sebagai
pejabat yang berwenang menerbitkan objek sengk®#anjut Pengadilan
berpendapat akan menilai objek sengketa dari segial prosedural. Menurut
Pengadilan, sebagai pejabat yang berwenang Terdgetsdt bertindak tidak
cermat, karena seharusnya Tergugat meneliti térlel@hulu apakah dalam
permohonan IMB tersebut ada pihak yang berkeberatan tidak. Pengadilan
turut mempertimbangkan upaya Tergugat dalam mebkakwdosialisasi kepada
Para Tergugat dan juga warga sekitar terkait igmipangunan tersebut. Namun
Pengadilan berpendapat Tergugat tidak dapat meimRboktelah melakukan
upaya penyelesaian sengketa keberatan Para Pehggedangkan hal tersebut
termasuk pelaksanaan salah satu asas-asas umumnp@na® yang baik yakni
asas tertib penyelenggaraan negata.

Maka dengan demikian Pengadilan telah menyimpubamva Tergugat
dalam menerbitkan objek gugatan tersebut telahtcsmeara formal prosedur
karena bertentangan dengan peraturan perundanggarmda@an asas-asas umum
pemerintahan yang baik. Pengadilan berpendapéak sbjggketa patut dinyatakan

batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabuffiya.

Sebagaimana perkara di Pengadilan Tata Usaha Ndghkeata Nomor
184/G/2010/PTUN-JKT, perkara ini bukan pula kasuauagugatan yang
menyangkut pemenuhan hak atas air bagi masyarskatvearga kota Jakarta.
Perkara ini memutus sengketa tata usaha negaradiajuisan Para Penggugat

karena merasa hak-haknya terusik dengan keberatigglnsengketa.

Walaupun demikian, Majelis Hakim Pengadilan TatatdsNegara dalam
pertimbangan hukumnya turut memperhatikan upaya cqgahan dan
perlindungan kerusakan lingkungan khususnya poldara dan air. Terlepas dari

terbuktinya objek sengketa telah cacat secara fopnasedur, Pengadilan

2% pid., hal. 99-100.
299pid., hal. 100.
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mempertimbangkan kekhawatiran Para Penggugat tmphakemungkinan

pencemaran air oleh minyak di sekitar SPBU.

Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telanasédak langsung
memberikan jaminan terhadap pelestarian lingkungam sumber daya air di
Jakarta. Pengadilan juga secara tidak langsung talemenuhi hak Penggugat
dan warga di sekitar objek sengketa atas air belsiigan membatalkan objek

sengketa.

Sampai dengan penelitian ini ditulis, perkara seteykata usaha negara ini
sedang dalam proses banding di hadapan Pengadilggi Trata Usaha Negara
Jakarta dengan register Nomor 66/B/2012/PT.TUN.JW@&nurut informasi yang
tersaji di situs Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nag#akarta, proses banding
tersebut belum diputu§®

3.1.3. Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 103 K/TUN/2010

Perkara Nomor 103 K/TUN 2010 di hadapan MahkamabhnggRepublik
Indonesia merupakan perkara di tingkat kasasi Batusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2009/PTTBY.$anggal 30
November 2009 yang membatalkan Putusan Pengadidéda Usaha Negara
Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG tanggal 6 Agu089. Meskipun
perkara yang diputus berasal dari luar DKI Jak@yéang berarti bukan menjadi
fokus dalam penelitian ini), tapi putusan di tingkasasi ini dapat dijadikan
preseden terkait perlindungan dan pelestarian lingn hidup yang secara tidak
langsung juga turut memberikan jaminan terhadapepeiman hak atas air bagi

warga negara.

a. Mengenai Duduk Perkara

390 | ayanan informasi perkara pada situs Pengadilaggl Tata Usaha Negara Jakarta,
<http://www.pttun-jakarta.go.id/index.php?option=cocontent&task=view&id=220&Itemid=
159>, diakses terakhir kali pada 10 Mei 2012.
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Gugatan/sengketa tata usaha negara diajukan olglasaa Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), badan hukummgionesia, berkedudukan
di Jakarta, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Penggdigipanding, atas objek
sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PelagaPerizinan Terpadu
Kabupaten Pati sebagai Termohon Kasasi |, dahuigugat, Pembanding dan PT
Semen Gresik Tbk. sebagai Termohon Kasasi Il, dafiekgugat Il Intervensi,
Pembanding™

Objek sengketa dalam sengketa tata usaha negaealalah Keputusan
Kepala Kantor Pelayanan Izin Terpadu Kabupaten Rathor 540/052/2008
tanggal 5 November 2008 tentang Perubahan Atas tepu Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/040/200&negntzin Pertambangan
Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapias nama Ir.
Muhammad Helmi Yusron, bertindak untuk dan atas andi Semen Gresik
(Persero) ThR®

Lokasi izin penambangan Termohon Kasasi Il sebagaariercantum di
dalam objek sengketa, merupakan kawasan k. Sebagaimana
dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung yang mengudigsisahli Cahyo Aji
dalam tingkat pertama bahwa 35% cadangan air tdwedunia ada di kawasan
kars. Maka dengan demikian kawasan kars merupakawadan
reservasi/cadangan &ff.

Kawasan kars, yang merupakan lokasi izin milik Tenmon Kasasi II,
telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Energi &amber Daya Mineral
Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawdsanrs Sukolilo, yang

301 Mahkamah Agung RRutusan Nomor 103 K/TUN/201@nggal 27 Mei 2010, hal. 1.
%2 pid., hal. 6.

33 Kawasan kars adalah kawasan batuan karbonat @@anping dan dolomit) yang
memperlihatkan morfologi kars. Lihat Menteri Enedgin Sumber Daya Mineré@urat Keputusan
Nomor 1456/K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengetoldawasan KarsPasal langka (1).
Lihat juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mingtééputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 0398 K/40/MEM/2005 tentang Papan Kawasan Kars Sukolilo

304 Mahkamah Agung Rbp.cit, hal. 51.
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menyatakan bahwa kawasan perbukitan batu gampimg tgaletak di Kecamatan
Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakkromd&abupaten Pati dan
Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan fAgiveasjo, Kecamatan
Wirosari, Kecamatan Ngaringan di Kabupaten Grobagata Kecamata Todanan

di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sebagaiasan Kars Sukolild?

Kesaksian saksi Gunretno pada persidangan tingkaama, yang telah
diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tatsaha Negara Surabaya
menyatakan banyak sumber mata air di kawasan $akdlienurut saksi, di
Kecamatan Sukolilo terdapat 49 mata air di 5 d&ebihnya mata air juga
terdapat di Gadudero (4 mata air), Kedumulyo (4amait), Gua Wareh di
Kedumulyo, Tompegunung (9 mata air) dan Sumberédkamata airj’°

Pendapat ahli lainnya, Petrasa Wacana, menyimpubledmwa kawasan
kars Sukolilo sebagai kawasan kelas 1 sehingg& tidéeh diadakan kegiatan
penambangan. Karena kegiatan penambangan akanibagrdkiruk terhadap
sumber air. Kondisi terparah akan mengakibatkaanbitya sumber air di
kawasan tersebdt’

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan miena@gkan
fakta persidangan dan alat bukti termasuk keterasg#si dan saksi ahli, telah
membatalkan objek sengketa. Termohon Kasasi | damengajukan upaya
hukum banding ke hadapan Pengadilan Tinggi Tatd&Jdsegara Surabaya dan
permohonannya dikabulkan. Sehingga atas dasar ggutBS TUN Surabaya
tersebut, Termohon Kasasi / Penggugat asal merajajugaya hukum kasasi di

hadapan Mahkamah Agung RI

b. Mengenai Putusan Majelis Hakim Agung dan Pertimlaanigukumnya

%95 |bid. Kawasan kars termasuk kawasan lindung geologigsltliatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruafaysth Nasional

308 |pid., hal. 53.
307 pid., hal. 54-55.
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Majelis Hakim Agung perkara Nomor 103 K/TUN/2010ngadiketuai
oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, besertafrSupandi, SH, M.Hum dan
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA, Hakim-hakim gy sebagai anggota,
menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam sidabgkaruntuk umum pada 27
Mei 2010. Adapun bunyi putusan tersebut adalahggeteerikut:’®

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usahgaxe
Surabaya Nomor 138/B/2009/PTTUN.SBY tanggal 30
November 2009 yang membatalkan Putusan Pengaddsa T
Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG
tanggal 6 Agustus 2009

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervamsiuk
seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

b. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pelayatzam
Terpadu Kabupaten Pati Nomor 540/052/2008 tanggal 5
November 2008 tentang Perubahan Atas Keputusanl&epa
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 540/04080
tentang Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi Bahatiad
Golongan C Batu Kapur atas nama Ir. Muhammad Helmi
Yusron, alamat Komplek Pondok Jati AM-6, Sidoadgya
Timur, bertindak untuk dan atas nama PT Semen resi
(Persero) Tbk di Desa Gadudero, Desa Kedumulyo,aDes
Tompegunung, Desa Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kéaama
Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengabh;

c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusaraldep
Kantor Pelayanan lzin Terpadu Kabupaten Pati Nomor
540/052/2008 tanggal 5 November 2008 tentang Pdraiba
Atas Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Nomor 540/040/2008 tentang Izin Pertambanga
Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapu
atas nama Ir. Muhammad Helmi Yusron, alamat Komplek
Pondok Jati AM-6, Sidoarjo, Jawa Timur, bertindaktuk

308 pid., hal. 56-57.
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dan atas nama PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Desa
Gadudero, Desa Kedumulyo, Desa Tompegunung, Desa
Sukolilo, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kateun

Pati, Jawa Tengah;

d. Menghukum Termohon Kasasi | dan Il untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, ydaam
tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.00idna ratus
ribu rupiah).

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung mekgatdbahwa
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sal&h menerapkan hukum,
karena membenarkan Keputusan Tergugat (objek stx)gkeadahal terbitnya
objek sengketa belum disertai dengan Analisis Meag®ampak Lingkungan
(AMDAL) serta tidak memperhatikan aspirasi masyatalsetempat yang
berkeberatan atas rencana penambangan di wilaggratdinggalnya. Sehingga
Mahkamah Agung berpendapat objek sengketa bergamtadengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik yakni asas keterbukasas kebijaksanaan dan
asas perlindungan. Mahkamah Agung juga mengamhibké keterangan saksi

dan saksi ahli pada tingkat pertama yang diabaikeim PT TUN Surabayd®®

Mahkamah Agung di dalam putusan dan pertimbang&urnoya yang
sama sekali tidak mempertimbangkan faktor ekonoman dnvestasi, telah
mencerminkan semangat perlindungan lingkungan darber daya alam dengan
mempertimbangkan kembali keterangan saksi dan saMsibahwa kawasan

Sukolilo dipenuhi sumber air.

Maka, dengan membatalkan objek sengketa, Mahkamgimg\ telah
melakukan perlindungan terhadap lingkungan dan sundaya air sekaligus
mencegah kerusakannya. Mahkamah Agung, sebagaarbalgiri negara, telah
turut pula dalam upaya memenuhi hak warga negas at bersih di kawasan
Sukolilo sebagaimana disebut di dalam objek semagket

Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi meruppli&nsan yang telah
final dan mengikat. Maka dengan demikian Putusam®to103 K/TUN/2010

309)pid., hal. 53-55.
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tanggal 27 Mei 2010 dapat dijadikan preseden batkngiga dapat dijadikan
rujukan dan bahkan yurisprudensi tetap Mahkamahnggli bidang penegakan
lingkungan hidup khususnya pelestarian sumber daydan pemenuhan hak-hak

atas air.

3.2. Putusan Peradilan Pidana: Putusan Mahkamah AgundNddhor 783
K/Pid/2004

3.2.1. Mengenai Duduk Perkara

Perkara Nomor 783 K/Pid/2004 di hadapan MahkamahunggRI
merupakan perkara di tingkat kasasi atas upayarhukasasi yang diajukan
Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Titednadap Putusan
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 164/Pid/2002/PT.diggal 20 November
2002 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timdlomor
17/Pid.B/2002/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Juni 2002.

Maslan Helmi, terdakwa, sejak bulan Maret 1999 samgengan
November 2000 di tempat usahanya UD Kurnia di Kextam Cipayung, Jakarta
Timur telah secara melawan hukum sengaja dan tanpaari yang berwenang
mengelola, menyimpan, menimbun dan memperdagandkabah bahan
berbahaya dan beracun berupa abu 2Mddasil uji tanah yang dilakukan
Bapedalda DKI Jakarta menyatakan bahwa tanah dKuidia dan lokasi yang

bersebelahan langsung dengannya mengandung kadafazig tinggi**

Akibat kegiatan menyimpan, menimbun dan mengopbasznc tersebut
terjadilah penindihan air hujan terhadap abu zemegymasuk ke aliran air bawah
tanah yang menuju ke perumahan penduduk RT 004/@r&han Munjul

Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Akibatnya, sumemduduk di kawasan

319 Mahkamah Agung RIPutusan Nomor 783 K/Pid/20p#anggal 10 September 2004,
hal. 1

311 pid., hal. 3.
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tersebut mengadung kadar zinc yang sangat tingdi paelebihi baku mutu air
bersih sesuai dengan pemeriksaan Pusat Laboratdtarensik Kepolisian RI
No.Lab.2005/KTF/2001 tanggal 12 Agustus 2001. Laportersebut pada
pokoknya menyatakan kandungan nikel dan mangamrdussumur penduduk
telah melampaui batas persyaratan kualitas aiitberenurut Peraturan Menteri
Kesehatan No.416/Menkes/Per/IX/1990 tanggal 3 Sepee 1990°"

Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa didakwa dedg&waan primer
melanggar ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undamipng Hukum Pidana
juncto Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tdl98Y tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Dalam dakwaan subsider, Terdaldidakwa melanggar
ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 48 &}) Undang-Undang
No0.23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungangdid

Pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakamaur] terdakwa
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan laérgaelakukan perbuatan
pidana “mengangkut, menyimpan dan memperdagangkamanb berbahaya
dan/atau beracun yang dilakukan secara berlanjetiagaimana dakwaan
subsider. Terdakwa diharuskan menjalani pidanaapgngelama 10 (sepuluh)
bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahurdeteda sebesar Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (duaj@buturungan. Tentu putusan ini
jauh dari harapan Jaksa/Penuntut Umum yang mentietdekwa 3 (tiga) tahun
pidana penjara dan denda Rp 10.000.000 (sepulahryyiah) subsider 3 (tiga)

bulan kurungan.

Dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakam@aya hukum
banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umumusat tingkat banding
tersebut menyisakan kejanggalan karena amar putdshnJakarta yang
mengoreksi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta denmgaenghapus masa
percobaan selama dua tahun. Sehingga Jaksa/Pebumiumb mengajukan kasasi
ke hadapan Mahkamah Agung RI.

312 | pid.
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3.2.2. Mengenai Putusan Majelis Hakim dan Pertimbangarurulya

Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh H. Parmaregarman, SH, MH
beserta Arbijoto, SH dan Sunardi Padang, SH sebBgkim-hakim Agung
anggota mengucapkan putusan dalam sidang terbuk& wmum pada 10
September 2004. Putusan tersebut selengkapnyarlyegmbagai berikut'®

MENGADILI
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi saak
Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
tersebut;

- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkatan
peradilan kepada Negara.

Terkait dengan penolakan permohonan kasasi Jaksaifeé Umum,
Mahkamah Agung berpendapat permohonan keberataa dd&s putusan judex
factie tidak dapat dibenarkan. Karena mengenai gemaian dalam perkara ini
adalah wewenang judex factie yang tidak tunduk peatasi kecuali apabila
judex factie menjatuhkan suatu hukuman yang meldiatas wewenang yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atenjatahkan hukuman
dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukupin§ga dengan demikian
tidak terbukti bahwa putusan PT Jakarta pada tindgeanding bertentangan

dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Satu hal yang patut digarisbawahi dari putusanamalah Mahkamah
Agung memperlihatkan semangat perlindungan kerusakagkungan dan
perlindungan bagi masyarakat atas pencemaran air. mpertimbangkan
bahayanya pencemaran air sumur penduduk di RT DOR&urahan Munjul
Kecamatan Cipayung Jakarta Timur akibat usaha lnk& yang mengandung

logam berat, sebagaimana dipertimbangkan pulaRaelgadilan Tinggi Jakarta.

Mahkamah Agung berpendapat, pengadilan harus mémpangkan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002ngnpemidanaan agar

313 pid., hal. 10.
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setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Bahkahkamah Agung juga
memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI NoKiA/635/X/2002

tanggal 25 Oktober 2002 yang menyatakan bahwa dephgerkara yang
menyangkut kehidupan masyarakat pada saat ini mas@at yang akan datang
untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, lingkungamg bersih, maka
pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, di isgmmpelihat hal-hal yang
memberatkan, harus bertujuan untuk pencegahantiagakan/kejahatan serupa

tidak dilakukan oleh orang lain.

Sebagaimana pembahasan terhadap putusan-putusdims®ya, Putusan
Mahkamah Agung ini jo. Putusan PT Jakarta dan Pkarta Timur, juga
mencerminkan semangat pengadilan dalam memberigdmgungan terhadap
ekosistem dan lingkungan. Yakni dengan menjatuh&anksi pidana kepada
oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap keamsalr tanah dangkal di

kawasan perumahan penduduk.

Putusan ini dapat dijadikan preseden dan rujukayi parkara serupa
mengenai bagaimana memperlihatkan semangat pernfyatudingkungan. Karena
dengan melindungi lingkungan, khususnya kawasanbeurmair, secara tidak

langsung pengadilan telah menjamin pemenuhan hedaweegara atas air.
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PENUTUP

1.  Simpulan

Sebagai penutup dalam penulisan ini, maka dapajildisa beberapa
simpulan sebagai berikut.

1.1. Pada awalnya komunitas internasional menganggapsebagai barang
ekonomis, sebagai upaya untuk menjaga pemakaigym@iy efisien dengan
cara pengaturan harga. Namun kemudian komunit&snagional mulai
beranggapan bahwa hak atas air harus dijamin cdglara (pemerintah)
karena masih banyak manusia yang memiliki ketesaataerhadap air.
Selain itu keberlakuan hak atas air tentunya jugenjadi penunjang
keberlangsungan penegakan hak asas lainnya, skpkrtintuk hidup dan

mendapatkan kesehatan yang layak.

Forum Dublin Statement pada 1992 menyatakan balmwaemiliki nilai

ekonomi dalam setiap pemakaiannya, maka harus gigngebagai barang
ekonomis. Walaupun pada dasarnya, banyak yang rneemeteori tersebut
karena menganggap kebutuhan dasar manusia adeldéinanarus dijamin
akses terhadapnya tentunya dengan harga yangdiesjanMemperlakukan
air sebagai barang ekonomi akan berdampak timbuksigdakadilan

apabila dilakukan tanpa batasan. Karena setiapegmn air tentu akan
memerlukan biaya yang tidak sedikit, pada akhir@an dibebankan
kepada konsumen. Pada kondisi tertentu, ada sebaggsyarakat yang

tidak dapat menjangkau harga air tersebut.

Ada yang beranggapan bahwa agar pelayanan air didgieganakan secara
terus menerus dengan baik dan efisien, maka hatakuklan dengan
privatisasi. Privatisasi dapat dilaksanakan merdirnigterbatasan sumber
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daya yang dimiliki oleh negara untuk melaksanakalayanan air untuk
seluruh masyarakatnya, oleh karena itu swasta ddpigiatkan demi
terjaganya kualitas layanan penyediaan air bel#mun privatisasi justru
mengakibatkan masyarakat terhalang aksesnya meujoersih, karena

harga ekonomi air yang semakin tinggi.

Sebagai upaya pemecahan masalah tersebut, organsisarnasional
mengambil langkah menetapkan bahwa air tidak lapagai barang
ekonomi. Namun air harus dianggap sebagai haklstemmbudaya, karena
tidak diatur secara tegas dalam beberapa instruntemasional. Karena
itu, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakuykdtn, 1) menganggap
hak atas air sebagai sub ordinat dari hak asasusraiyang diatur dalam
perjanjian internasional tentang hak asasi manusisalnya Bill of Human
Rights), 2) menganggap hak atas air sebagai subabrdari hak lainnya,
misalnya hak sosial dan budaya (ICSCR), atau 3)gareggap air sebagai
hak yang berdiri sendiri, sehingga negara wajib ukintmenjamin

pemenuhannya.

Dalam instrumen General Comment 15 menyatakan bdiakaatas air
harus menjadi hak asasi yang independen walaupmlak tmemberikan
kekuatan mengikat untuk membentuk hak atas airgsebdeak asasi yang
independen. Namun demikian, secara tersirat dikgatpula bahwa negara
memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak atas aisetaut. Dengan
demikian harapan pembentukan hak atas air sebalgaidasi manusia yang
independen dapat terwujud. Dengan berlakunya kedenbahwa hak atas
air sebagai hak asasi manusia, akan menimbulkankBgvajiban yaitu 1)
kewajiban untuk menghormati, dalam artian kewajibatuk memberikan
perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas )aikeW&ajiban bagi
negara untuk membelakukan serangkaian ketentuarg yaenjamin
pemenuhan hak atas air, 3) kewajiban untuk terwwjadoemenuhan hak

atas air termasuk tanggung jawab tersedianyattsspelayanan air.
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1.2. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara RI Tahub fr&miliki falsafah
bahwa air dikuasai oleh negara untuk kemakmurayatakang selanjutnya
dapat ditafsirkan air merupakan barang publik. Heal sejalan dengan
pemahaman dan pemikiran para pendiri negeri selalgara pembuat
undang-undang dasar yang mendasarkan pendiriarbRefndonesia atas
semangat kolektivisme a la Indonesia, yaitu kekegan. Jika merujuk
pada konsepgiublic Trust doctrinemaka dapat dinyatakan bahwa konsepsi
penguasaan negara atas sumber daya air sebagalmtmadalam Pasal 33
ayat (3) UUD Negara Rl Tahun 1945, sama dengarsiprrinsip yang
dianut padgublic Trust doctrine

Secara historis, cukup banyak peraturan yang mengatengenai

pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Namunkig@m peraturan yang
secara khusus mengatur pengelolaan sumber dagapt dihitung dengan
jari. Ketika Indonesia merdeka, belum memiliki ungaundang di bidang
sumber daya air. Oleh karena itu berdasarkan AtWRaralihan UUD

Negara RI Tahun 1945, maka Algement Water Reglert@3® masih terus
berlaku di Indonesia. Hingga pada akhirnya Penmmnemrt Orde Baru
memberlakukan UU No.11 Tahun 1974 tentang Penggaag membawa
paradigma baru mengenai konsep penguasaan aididfaeabaru tersebut
dibangun karena Pemerintahan Orde baru menganggeagelmagai salah
satu komponen pendukung pembangunan. Namun baagisebkalangan,
pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan UgaiRan tersebut justru
membuka keran masuknya sektor swasta dalam peagelsumber daya
air. Dengan kata lain, privatisasi pengelolaan snmmiaya air sudah di

akomodasi.

Sebelum terbitnya UU Pengairan tersebut, UndangablgdNomor 5 Tahun
1960 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Agraria dalasalP2 telah dengan
tegas mengemukakan falsafah mengenai air. Air dapgebagai anugerah
Tuhan kepada bangsa yang dititipkan kepada neghemaitrustee dengan
suatu hak menguasai untuk sebesar-besar kemakmmakyat. Namun

Negara dibatasi kewenangannya terkait hak menguassebut dengan
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membebankan kewajiban pemenuhan akses terhadbpgaiwarga negara

sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan pepghid

Memasuki era reformasi UU Pengairan tersebut digamdengan UU No.7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang juga meramaparadigma
baru atas pengelolaan air. UU SDA masih mengakhwhaair dikuasasi
oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran ratgatun UU SDA juga
membuka keran kepada sektor swasta untuk berpeesta slalam

pengelolaan sumber daya air, baik di pusat maupualaetah. Hal tersebut
sangat jelas terlihat dengan adanya ketentuan Haeda @ir sebagai jalan
masuknya sektor swasta dalam pengelolaan sumbea day Hal

kontroversial lainnya dalam UU SDA tersebut adakamtalnya campur
tangan badan keuangan internasional dalam pemi@nukdang-undang

tersebut

Oleh sebab itulah, beberapa elemen masyarakat jo&aggudicial review
kepada Mahkamah Konstitusi terhadap UU SDA terselddalam
putusannya, MK menolak permohonan uji formil karemanganggap UU
SDA telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1). SalaiMK juga menolak
permohonan uji materiil karena menganggap dalilgydiajukan pemohon
tidak menggambarkan bahwa UU SDA bertentangan aehdaD 1945.
Dalam putusannya tersebut, MK mengemukakan pendbphtva air
sebagaires comineeHak Guna Air yang terkandung di dalam UU SDA
tidak menunjukkan adanya komersialisasi air. Karprséru dengan Hak
Guna Air, Pemerintah dapat mengadakan unit operakioelayanan dan
pengelolaan sumber daya air. MK juga menyatakanwhalJUSDA
conditionally constitutional. Maksudnya, UU SDA dianggap tidak
bertentangan dengan UUD 1945 apabila pelaksanaasejgéan dengan
penafsiran MK atas ketentuan yang ada di dalamnya.

Berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi terselyata terlihat bahwa
putusan MK tersebut telah menyelamatkan UU SDA daaksud aslinya

sebagaimana yang termaktub dalam prografater Resources Sector
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Adjustment Loan(WATSAL) ataupun Keputusan Menteri Koordinator
Perekonomian Nomor KEP-14/M.EKON/12/2011 yang mé&ogedasi
beberapa kepentingan Bank Dunia dalam reformasoisekmber daya air,
yang salah satunya adalah untuk peningkatan pesayarakat, swasta dan
pemerintah gublic-private participatioh dalam pengelolaan sumber daya
air. Meskipun demikian, terbitnya Peraturan PentenrNomor 16 tahun
2005 yang beberapa materi pengaturannya khususaggemai penetapan
biaya jasa pengelolaan sumber daya fill €ost recovery, telah secara
terang dan nyata bertentangan dengan tafsir Mahkatmastitusi yang

meletakkan UU SDA sebageonditionally constitutional

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan urysamerintahannya
sendiri berdasarkan asas desentralisasi dan adesnsgatrasi yang
diletakkan pada level provinsi. Atas dasar kewemanga itulah,
pemerintah daerah berhak untuk menerbitkan peratdi@n kebijakan
terkait kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan pkherintah pusat
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32nrab04 tentang

Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan pemanfaatan air di wilayah DKI Jakakonsep sumber
daya alam dan air yang dikuasai oleh negara sabagai terkandung di
dalam Pasal 33 UUD Negara Rl Tahun 1945, dimamis#sin oleh

pemerintah daerah dalam bentuk peraturan perpajakencatat ada tiga
peraturan daerah yang mengatur pemungutan pajairpaatan air, yakni :
a) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor &Guh 1998 tentang
Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air BawalahTaan Air

Permukaan, b) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakéotaor 1 Tahun 2004
tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Baleatah dan Air
Permukaan dan c) Peraturan Daerah Provinsi DKIrtlakbomor 17 Tahun
2010 tentang Pajak Air Tanah. Sebagai peraturaakgaha dari perda-
perda tersebut, maka dikeluarkanlah beberapa gydétu : a) Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 20@#tdng Nilai

Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Peitgiambdan
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Pemanfaatan Air Bawah Tanah, b) Peraturan GubeRrowinsi DKI
Jakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaiah Qiamatis (PTO)
Air Minum Semester |, Tahun 2007 dan c) Peratu@amernur Provinsi
DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2010 tentang Pemanfa#m& Pada

Kawasan Sentral Bisnis.

Pada intinya, setiap regulasi yang dikeluarkan perad daerah terkait
pemanfaatan air justru menjadikan air sebagaohomic goods” Dalih
perlindungan dan konservasi sumber daya air dancegam eksploitasi
besar-besaran terhadap sumber air, pemerintahhdaggaetapkan pajak,
retribusi dan tarif harga atas setiap pemanfaataryamg nilainya tidak
sedikit bahkan melebihi pendapatan berkapita waagarta.

Komersialisasi dan privatisasi pelayanan air buldamhenjadi suatu barang
yang haram sepanjang hal tersebut dapat meningkptdayanan air bersih
sehingga meningkat pula akses masyarakat terhaddpaaun realitas dan
fakta di Jakarta menunjukkan komersialisasi damagigasi pelayanan air
belum berjalan baik bahkan ada menganggap gagall B#ya beserta dua
mitra usahanya PT Palyja dan PT Aetra masih beltampa memenuhi

kebutuhan warga Jakarta akan air bersih. Wargartdakaasih saja

mengeluhkan kecilnya debit air, kualitas air yangragukan, yang

semuanya mereka bayar dengan tarif yang tinggi.

Seharusnya pemerintah daerah dapat memahami babwerdialisasi
sumber daya air dengan menetapkan tarif air minangymelebihi batas
kemampuan dan kewajaran warga kota justru meng#kibbderkurangnya
akses masyarakat terhadap sumber daya air, khuswasnypersih dan air
minum. Masyarakat miskin dan marginal menjadi kedokn masyarakat

yang paling rentan terhadap gagalnya pemenuhaathakair oleh negara.

Semangat hak guna usaha air yang diatur dalam \dAdadang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagaimarajaiitahkan oleh
Mahkamah Konstitusi, adalah peningkatan pelayaaanpgéningkatan akses

masyarakat terhadap air bersih. Dengan berbagt f@ng ada di Jakarta
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saat ini, tentu membuka peluang kembali bagi MK uknt
mempertimbangkan apakah UU SDA tersebut besertaatysen
pelaksananya hingga ke tingkat daerah, masih kossmal.

Untuk melihat sejauh mana pemenuhan hak atasetirregara selain dari
sudut pandang otoritas eksekutif, maka perlu dilipatusan-putusan
pengadilan yang dapat mencerminkan pemenuhan hakaat Akan tetapi
sangat disayangkan, sampai dengan penulisan Inmbditemukan putusan
atas perkara atau sengketa sumber daya air padadgkam di kota Jakarta.
Hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan mengapa giartidak ada

gugatan / sengketa mengenai sumber daya air. Hgolh@asalahan terkait
pemanfaatan air di Jakarta sangat banyak dan gang melibatkan semua
pemangku kepentingan yaitu masyarakat, pelaku usima pemerintah

sendiri sebagai regulator.

Walaupun demikian, ada beberapa putusan pengagdiladapat dijadikan
ditelaah lebih lanjut terkait pemenuhan hak waigeada atas air. Beberapa
putusan pengadilan tersebut antara lain: a) Putddahkamah Agung
Nomor 783 K/Pid/2004, tanggal 10 September 2004#,utisan Mahkamah
Agung Nomor 103 K/TUN/2010, tanggal 27 Mei 2010, Butusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 184/G/RTUN-JKT,
tanggal 11 Mei 2011 dan d) Putusan Pengadilan Usédna Negara Jakarta
Nomor 130/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 29 Desember 2011

Dalam putusan-putusan pengadilan tersebut, yangtideba tidak ada
hubungan dengan sengketa sumber daya air, tiapMajelis Hakim
memutus dengan ide pertimbangan hukum yang hangpagam yakni
perlindungan lingkungan hidup dan sumber dayaMélalui pertimbangan
hukum di masing-masing putusan, dapat tercerminasgat pengadilan
dalam memberikan perlindungan terhadap ekosistem Idagkungan.
Misalnya dengan mencegah pembangunan SPBU di sgdamahan
penduduk karena ~mengkhawatirkan pencemaran air, cegah

terlaksananya kegiatan penambangan yang akan nibatiah rusaknya
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kawasan reservasi air hingga menjatuhkan sanksinpikkepada oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap keamsak tanah dangkal
di perumahan penduduk.

Putusan-putusan pengadilan tersebut dapat dijagikeseden dan rujukan
bagi perkara serupa mengenai bagaimana mempedihademangat
perlindungan lingkungan. Karena dengan melindungagklingan,

khususnya kawasan sumber air, secara tidak langpengadilan telah

menjamin pemenuhan hak warga negara atas air.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian ini, maka bebersgran yang dapat

diajukan adalah sebagai berikut.

2.1.

2.2.

Konsep penguasaan negara atas sumber daya alasasklya sumber daya
air oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintahnddknya disertai
dengan penguatan fungsi lembaga perwakilan rakyatipom lembaga
pengawas lain dalam rangka pengawasan penguasaandiri.

Pengawasan, baik di tingkat pusat maupun tingkarata yang efektif
dapat mencegah terjadinya penguasaan yang absdiatliap suatu sumber
daya. Optimalisasi pengawasan dapat difokuskan pati@p regulasi yang
lahir yang tidak sejalan dengan semangat PasallB3 Negara RI Tahun
1945. Pengawasan penting juga dilakukan terhadajangian-perjanjian
kerja sama, baik yang telah terlaksana maupun delhap rencana, antara
perusahaan air minum daerah bersama mitra swastmealih hak guna

usaha air.

Terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankamuk lebih
memahami warga Jakarta yang membutuhkan pasokahegsih untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah Provingatdameninjau
kembali kinerja PAM Jaya beserta dua mitra usahdhyePalyja dan PT

Aetra termasuk perjanjian kerja sama di antara kaere
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Pemerintah Provinsi disarankan untuk meninjau ulsetigp regulasinya
yang terkait pemanfaatan air, khususnya yang memganf air minum.

Hal ini belakangan diutarakan sebagian besar walgkarta yang
menginginkan tarif air minum yang lebih murah. 8elaktor pelayanan
yang masih belum seimbang dengan harga, penuramdnair memang

diharapkan karena tarif yang sudah sangat maraldidndingkan dengan
kota lain di Indonesia dan sudah tidak wajar bilbaddingkan dengan

pendapatan berkapita warga Jakarta itu sendiri.

Bagi masyarakat dan kota Jakarta, disarankan uahik memahami hak-
haknya sebagai warga negara khususnya yang t@éaénuhan hak atas
air. Warga Jakarta dapat menuntut hak-haknya atts/gnan air bersih
yang prima, transparan, akuntabel dan bertarifatgifau melalui

mekanisme dan aturan yang berlaku, misalnya melRRRD. Bahkan

apabila diperlukan warga Jakarta dapat menyalurkarmasalahannya
terkait pemenuhan kebutuhan air dan juga tarif naglalui sengketa di

lembaga peradilan.

Warga kota Jakarta juga disarankan untuk lebihdresdt air untuk menjaga
kelestarian lingkungan kota Jakarta dan sekitarigkta bahwa Jakarta
harus “impor” air dari daerah-daerah tetangganyehir§jga berperilaku
bijaksana dalam pemanfaatan air akan membawa darmpesikif tidak

hanya bagi kota Jakarta itu sendiri, hamun jugaa#tepdaerah-daerah

penyangga ibukota.
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